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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI KUNINGAN,

bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan
lingkungan, dan berkelanjutan untuk memacu
peningkatan kemampuan daerah dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

bahwa pembangunan daerah sebagai bagian dari
pembangunan nasional merupakan penjabaran dari visi
dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan dalam rangka meningkatkan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, serta meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7043);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 13);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-
2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Menetapkan

dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 - 20209.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah

1.
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adalah Daerah Kabupaten Kuningan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kuningan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kuningan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten
Kuningan yang dipimpin oleh camat.

Badan adalah PD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi
dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi,

LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan
kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor,
pemerintah pusat, pemerintah provinsi,

kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan
serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi
Kewanitaan) dan  kelompok masyarakat rentan
termarginalkan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional yang selanjutnya  disingkat RPJPN adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang selanjutnyadisingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode S5
(lima) tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode S (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah
yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif.

Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan
dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan
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oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya
menggunakan pendekatan  teknokratik sebelum
terpilihnya Bupati dan wakil Bupati.

Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut dengan
Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja
PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1
(satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan
setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan
misi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah Kebijakan Strategis adalah pedoman untuk
mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih
terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu
ke waktu.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses,
keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang
disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan
yang pendanaannya diperoleh dari anggaran
pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari
upaya pembangunan daerah secara utuh.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun
peningkatan indeks pembangunan manusia.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penetapan RPJMD adalah:

a. untuk menjabarkan Visi, Misi Bupati ke dalam
perencanaan S (lima) tahunan; dan

b. untuk memberikan arah dalam melaksanakan
pembangunan bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:

a. menetapkan Visi, Misi pembangunan jangka
menengah Daerah;

b. menetapkan pedoman penyusunan Renstra PD,
RKPD, Renja PD dan perencanaan penganggaran,;
dan

c. memberikan arah untuk pencapaian kinerja
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD merupakan:

a.

Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati ke dalam
strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum dan
arah kebijakan keuangan daerah dengan
mempertimbangkan RPJPD; dan

Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah
sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku
Pembangunan Daerah dalam mewujudkan
Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a.

BAB 1 : Pendahuluan

memuat latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen
RPJMD dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan penyusunan
RPJMD agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik;
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b. BABII
c. BABIII
d. BABIV
e. BABV

Gambaran Umum Kondisi Daerah

memuat gambaran umum kondisi daerah,
yang meliputi aspek geografi dan demografi,
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
daya saing daerah, standar pelayanan
minimal, kerjasama daerah, rencana
pembangunan infrastruktur oleh APBN
dan/atau APBD Provinsi, BUMD yang
mendukung pelayanan pemda. Selain itu,
juga memuat gambaran keuangan daerah
penjelasan tentang realisasi APBD Tahun
anggaran 2020-2024 dan proyeksi
keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-
2029 dan permasalahan dan isu strategis
yang memuat permasalahan pembangunan
daerah dan isu strategis daerah;

Visi, Misi, dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah

memuat penjelasan Visi Daerah Tahun
2025 2029 yaitu kondisi daerah sebagai
hasil dari pembangunan yang ingin
diwyjudkan sampai dengan tahun 2029.
Selain itu, juga memuat Misi Daerah Tahun
2025-2029 yaitu upaya-upaya yang akan
dilaksanakan daerah untuk mewujudkan
visi daerah sampai dengan tahun 2029;

Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

memuat program perangkat daerah tahun
2025-2029 dalam  mencapai  kinerja
pembangunan daerah dan  indikator
program, target dan pagu indikatif program
perangkat daerah tahun 2025- 2029 serta
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
memuat program perangkat daerah dan
kinerja penyelenggaran perangkat daerah
yaitu target tujuan dan sasaran RPJMD
tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja
utama (IKU) dan target penyelenggaran
pemerintah daerah tahun 2025-2029
melalui indikator penyelenggaran
pemerintah daerah (IKD); dan

Penutup

memuat kesimpulan penting substansial,
kaidah pelaksanaan, pelaksanaan
pengendalian dan  evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah, sebagai bagian dari
upaya pencapaian sasaran pembangunan di
daerah.
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BAB V
ISI RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan dalam rangka untuk
mengarahkan program Pembangunan Daerah dan
indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD
sesuai dengan rencana dalam RPJMD. Untuk
memudahkan pengendalian pelaksanaan RPJMD
digunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
dilaksanakan oleh:

a. PD yang tugas pokok dan fungsinya menyusun
dokumen perencanaan; dan

b. PD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan
pengawasan atau pemeriksaan terhadap berbagai
kegiatan dan program yang dilakukan oleh Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk
periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk
menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah
untuk masa 1 (satu) tahun ke depan mengacu pada RPJMD
Teknokratik yang disiapkan oleh Badan dengan sepenuhnya
menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya
Bupati dan Wakil Bupati.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Di kan di Kuningan

e
//Bada tann)N al 20 - % - 2025

A ';. 7}2/ //;/. 7y
AN RAGHMAT YANUAR

N

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 20 - & - 2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA
BARAT:(3,142./2025)
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L.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

UMUM

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk setiap satu tahun.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD memuat
Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada rencana
pembangunan jangka menengah nasional. Hal lain yang perlu mendapat
perhatian adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
mengoptimalkan peran serta masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya
antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan ini pemerintah daerah perlu menyusun RPJMD,
Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional
merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan dalam rangka meningkatkan dan meratakan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, serta
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan
daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (Lima) tahun ke
depan melalui visi: Kuningan “Melesat” (Maju, Berdaya, Lestari, Agamis,
Tangguh).

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara
terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan
pembangunan daerah dalam kurun waktu S (Lima) tahun ke depan,
maka disusunlah RPJMD 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD 2025-2029 adalah untuk
menyediakan acuan dalam penyusunan rancangan akhir dokumen
perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang yang
mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,
berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan
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kemampuan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 mengatur
mengenai ketentuan umum, kedudukan, sistematika, pengendalian dan
evaluasi, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR



I’CthCIgG‘.!

1/ ,l , Bappeda Kuningan

DAFTAR ISI
BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelaKang.......ooooeiiiioii et -1
1.2 Dasar HUKUM PenyuSsUNaN.........oooi oo -4
1.3 Hubungan Antar DOKUMEN ...........uuiiiiiiii e [-10
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJMD
Provinsi Jawa Barat dan RPJMN 2025 - 2029. ..........ccccoiiveeeeennnns [-10
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJPD,
RPJMD Teknokratik, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD. ................ I-11
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RTRW
Kabupaten Kuningan. ... [-12
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). ... [-13
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan Dokumen
Perencanaan Sektoral Strategis. ..........oooviviiiieiiiiiiii e [-13
1.4 MaKsud dan TUJUAN .......eeiii e e e e e I-14
1.5 Sistematika PenuliSan ............oooiiiiiiiiiie e I-14
BAB I
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Kondisi Umum Daerah..........ccoooiiioiiiiiiee e -1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .........cccooiiiiiiiieiiiiiiieeeee e -1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat...................ccccceee 11-58
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah...................ccccc l1-74
2.1.4 Aspek Pelayanan UmuUm .........cccoooeiiiiiiiiiiieeeee e 11-82
2.1.5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ...........ccccccccoeiie [1-178
2.1.6 INOVASi DACrah ..........cooiiiiiiiiee e [1-184
2.2 Kondisi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik................. 11-190
2.3 Gambaran Keuangan Daerah ............cccooiiiiiiiiiiiiiiii e [1-195
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis ..o 11-205
2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ............ccccccoeeeiiiiiiienn. 11-205
2.4.2 ISUStrategis ...ccoooeieeei e, 11-229



I’CthCIgG‘.!

1/ ,l , Bappeda Kuningan

BAB lll

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ............cccccccueuummmummmnnniennennnnenneennneennennna.s -1
3. 1.1, VisSi dan MiSi ... -1
3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 — 2029............................ -6

3.2 Arah Kebijakan, strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah... llI-17
3.2.1 Arah pembangunan RPJMN 2025-2029 untuk Daerah

Kabupaten Kuningan ... -17
3.2.2 Proyek Strategis dan strategi pembangunan dalam RPJMD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029............ceeviiiiiieevieeiiiiiiiiinnnns [-24
3.2.3 Arah Kebijakan dan strategi daerah dalam pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 ..., [1-25
3.2.4 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan

dan Sasaran RPJMD 2025-2029...........ccoeeeeeiiiiiiiiieeeee e 11-43

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah............cccoooiiiiiiiiiiiiii e V-1
4.1.1 Perumusan Program Perangkat Daerah ...........ccccccooiiiiiiiiiinniinnnnn, V-1

4.1.2 Pertimbangan Kerangka Pendanaan dalam Program Perangkat

Daerah .....ooooiiiiiiiiiiiiiii V-2
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah............cccccccccoeviiiiiniinnnnnnnn. IV-76
BAB V
PENUTUP
5.1 KAIAAN ... V-1
5.2 Pedoman TranSiSi...........uuuuuuuuuuuiuiiiiiiiiueiiueeeeaeeneeaennrsnereerreeereeeaean————————————————— V-2



Tabel 1.1

Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7
Tabel 2.8

Tabel 2.9

Tabel 2.10
Tabel 2.11
Tabel 2.12
Tabel 2.13
Tabel 2.14
Tabel 2.15
Tabel 2.16
Tabel 2.17

Tabel 2.18
Tabel 2.19

Tabel 2.20
Tabel 2.21
Tabel 2.22
Tabel 2.23
Tabel 2.24

ranc.age.!

Bappeda Kuningan

// e f

DAFTAR TABEL

Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional,

o 01V 1= o F= 1 o I [-10
Luas Wilayah Setiap Kecamatan............cooccuiiiieiiiiiiiiiiiieeen -3
Luasan Wilayah berdasarkan Topografi.............cccccvvvviiniiennnnnnnnne. -4
Luasan Wilayah berdasarkan Morfologi .........cccccccveeeeiiiiciiiiiennnnnn. 11-6
Luas Wilayah Berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT)............. [1-13
Sebaran Jumlah Mata Air Menurut Kecamatan .......................... [1-16
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kuningan...........ccccccc.......... 11-18
Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya............cccccceeiiiiiiiiiiiienenn. [1-20
Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis ...................... 11-21
Tanaman dan Produksi Tahun 2020-2024...................cccee. 11-20
Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Palawija................... [1-22
Jumlah Komoditas Ternak Tahun 2020-2024 ............................. [1-23
Produksi Perikanan Tangkap ........cccccouiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeees [1-24
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik........................ 11-25
Luas Daya Dukung Air per Kecamatan .............cccoeeeeeevvveiinnnnnnnnn. 11-30
Luas Daya Dukung Pangan per Kecamatan .............cccccuveeeeenn. [1-33
Kondisi Indikator Pangan Tahun 2020-2024 ...............cccccvvieeee.. 1-37
Desa Rawan Pangan Kabupaten Kuningan Tahun 2024 ........... 11-37

Kondisi Pengelolaan Sampah dan Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Kabupaten Kuningan
Tahun 2020-2024 ... -39

Luasan Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan ..................... [1-41

Kondisi Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 ..............ccccecvneeenn. [1-43
Luasan Kawasan Rawan Bencana ...........cccccevvviiiiiiiiiieiiiieenennee. [1-43
Data Kejadian Bencana Alam Tahun 2020-2024........................ 11-44
Luasan Kerentanan Gerakan Tanah ............ccccccovviiiiiiiiiiiiinnnn.e. [1-46
Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api ............... [1-48

Luasan Kawasan Rawan Banjir Bandang...........c.cccccevvvvvvvnnnnnnnn. 11-50



Tabel 2.25
Tabel 2.26
Tabel 2.27
Tabel 2.28

Tabel 2.29

Tabel 2.30

Tabel 2.31

Tabel 2.32

Tabel 2.33

Tabel 2.34
Tabel 2.35

Tabel 2.36
Tabel 2.37

Tabel 2.38
Tabel 2.39
Tabel 2.40
Tabel 2.41

Tabel 2.42

Tabel 2.43

Tabel 2.44
Tabel 2.45
Tabel 2.46
Tabel 2.47

// e f

Bappeda Kuningan

Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan .............ccccevvvvvvvvneneneee.
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur..............c..ccooeeeene.
Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020-2024......................

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah),
Tahun 2020—2024 ...........ooeeeeeeeeeeeeece e

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah),
Tahun 2020—2024 ..........c.oooiiiee e

Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan
EKONOMI ..o

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuningan,
Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ...............................

Target dan Capaian Indikator Indeks Gini Ratio
Tahun 2020-2024 ...

Perbandingan Indeks Gini Ratio Kuningan, Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2020-2024 ..............cooiiiiiiiiecee e,

Kemiskinan Tahun 2020-2024 ...,

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten
Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024..............

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024 ....................

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kuningan, Provinsi dan Nasional.............cccccciiiiiiiiiiiceci,

Persentase Balita Stunting Tahun 2020-2024.................cc..........
Indikator Umum Kesejahteraan Tahun 2020-2024 .....................
Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020-2024...............

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Pemberdayaan Gender Tahun (IDG) dan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2020-2024 ...

Skor Pilar-Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten Kuningan Tahun 2024-..............cooiiiiiiiieeiieeei.

Skor Pilar-Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten Kuningan Tahun 2024..............cccooieeeiiiiiiiiiiieee.

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan.............cccccooooeee..
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024................
Capaian SPBE Tahun 2020-2024 .............ccoooeiiiiens
Capaian Inflasi Kota Cirebon Tahun 2020-2024 .........................

I’CthCIgG‘.!



Tabel 2.48

Tabel 2.49

Tabel 2.50

Tabel 2.51

Tabel 2.52
Tabel 2.53
Tabel 2.54
Tabel 2.55
Tabel 2.56
Tabel 2.57
Tabel 2.58
Tabel 2.59
Tabel 2.60

Tabel 2.61
Tabel 2.62
Tabel 2.63

Tabel 2.64
Tabel 2.65

Tabel 2.66
Tabel 2.67

Tabel 2.68

Tabel 2.69
Tabel 2.70
Tabel 2.71

Tabel 2.72

|

// Aig E&,ﬂuﬁzﬂge-
Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Jawa Barat dan
[N F= TS = | PP [1-82
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang
Pendidikan ... 11-83
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang
PendidiKan ... 11-83
Ketersediaan Gedung Sekolah Sekolah Jenjang
Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024.............cccccvvveveiieieieeeeeeeennne. [1-84
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar.................... 11-84
Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2020-2024 ................. [1-85
Angka Kelulusan Tahun 2020-2024 dalam persen.........cc.......... 11-86
Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024..............ccccciviveeeeeennnnns 11-87
Angka Kematian Ibu Tahun 2020-2024..............ccccceeeeiieieieeennnne, 11-88
Persentase Balita Stunting Tahun 2020-2024.................cc.......... [1-88
Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Pekerjaan Umum................ [1-89
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 ..................... [1-90
Kondisi Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 .............ccccccevveeeee.e. 11-91
Kondisi Indikator Sosial Tahun 2020-2024............ccccoovviiiieeennn. [1-91
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024................ [1-92
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2024...............ccoovvvveveeeeene. 11-93
Kondisi Indikator Pangan...............ceeiiiiiiiicic e, [1-95
Desa Rawan Pangan Kabupaten Kuningan
TANUN 2024 ... [1-94
Konsumsi Beras per Kapita Tahun 2020-2024 .............cccc......... 11-95
Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat milik
Pemda........oooiiiiiii 11-96
Data Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2020-2024 ... [1-96
Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa ..............ccceevvvvvnnnnnn. 11-97
Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk ................ccccoeevvvvnnnnnn. 11-98
Ketersediaan Fasilitas Perhubungan
Tahun 2020-2024 ... 11-99
Jumlah BTS Kabupaten Kuningan
Tahun 2020 — 2024.........eeeeeeeeeee e [1-100



Tabel 2.73
Tabel 2.74
Tabel 2.75
Tabel 2.76

Tabel 2.77

Tabel 2.78

Tabel 2.79

Tabel 2.80
Tabel 2.81

Tabel 2.82
Tabel 2.83

Tabel 2.84
Tabel 2.85

Tabel 2.86
Tabel 2.87
Tabel 2.88

Tabel 2.89
Tabel 2.90
Tabel 2.91

Tabel 2.92

Tabel 2.93

Tabel 2.94

Tabel 2.95
Tabel 2.95

|

// Aig E&,ﬂuﬁzﬂge-
Indikator kinerja KUKM Tahun 2020 — 2024 ............ccccvveeeene.. [1-101
Jumlah Nilai Investasi dan Kerja Sama Investasi ..................... [1-102
Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024 ...................... [1-103
Bangunan Cagar Budaya, Situs dan Kesenian atau
Adat Istiadat...........ooooiiiiii [1-104
Kondisi Persandian Kabupaten Kuningan
Tahun 2020 — 2024.........eeeeeeeeee e [1-105
Data Perpustakaan di Kabupaten
Kuningan 2020-2024 ...........oooo e [1-105
Persentase perangkat daerah yang Mengelola Arsip
Secara Baku Di.......ooceueiiiiiiiee e [1-106
Sarana Prasarana Perikanan Tahun 2020 — 2024.................... [1-107
Potensi Sarana Prasarana Pariwisata
Tahun 2020 — 2024.........oeeeeeeeeee e [1-108
Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2020 — 2024 ........................ [1-108
Produktivitas dan Kontribusi Sektor Pertanian
terhadap PDRB.........coo o [1-109
Potensi Bahan Galian C di Kabupaten Kuningan .................... [1-110
Target dan Realisasi PAD dari Pasar
Kabupaten Kuningan ... -111
Data Sektor Industri Tahun 2020-2024 ...........ccovvvvvvveveeieeeeeeeen. [-111
Kinerja Perencanaan per Program Tahun 2020-2024 .............. 1-112
Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Daerah
Tahun 2020-2024 ... 11-113
Nilai SAKIP Tahun 2020-2024...........cooeieiiiiiiiiieeeeeee e 11-113
Skor Kinerja LPPD Tahun 2020-2024 ............ccoooieveeeeeeeeeeee [1-114
Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam NEQEIi....cccoo i 1-114
Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinrja Utama Daerah
RPD Kab. Kuningan 2024 — 2026 ...........cccoovveeeeeeeeeeciieeeeeeenen [1-115
Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan
Tahun 2022-2024 ... [1-116
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Sampai Tahun 2024 .............euuuniennnees -117
Capaian Indikator Makro Tahun 2022-2024 ................cccc........ [1-121
Capaian Indikator Makro Tahun 2022-2024 ............................ [1-121

iv



Tabel 2.96

Tabel 2.97
Tabel 2.98
Tabel 2.99
Tabel 2.100

Tabel 2.101

Tabel 2.102
Tabel 2.103

Tabel 2.104

Tabel 2.105

Tabel 2.106
Tabel 2.107
Tabel 2.108

Tabel 2.109

Tabel 2.110
Tabel 2.111
Tabel 2.112
Tabel 2.113
Tabel 2.114
Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3
Tabel 3.4
Tabel 3.5
Tabel 3.6
Tabel 4.1

// e f

Bappeda Kuningan

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

ranc.age.!

Sampai Tahun 2024 ..o [1-122
Survei Kepuasan Masyarakat perangkat daerah..................... [1-160
Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024 ...........ccccccvveeeeieinnnneee. [1-178
Capaian SPM Kesehatan Tahun 2024 ..............ccccccveieeiennnee. 11-180
Capaian SPM Pekerjaan Umum

TANUN 2024 ... [1-181
Capaian SPM Perumahan dan Permukiman

TANUN 2024 ... [1-182
Ketenteraman dan Ketertiban Tahun 2024 .......................... [1-183
Capaian SPM Sosial Tahun 2024 ...............cccooiiiiieeeeeeeeee [1-184
Proyeksi Penduduk, Kepadatan Penduduk Wilayah,

dan Kepadatan Penduduk Permukiman

Tahun 2025-2045..........oieeee e [1-191
Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

PendidiKan .........c.cuviiiiiie e [1-191
Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kesehatan.................. [1-192
Proyeksi Kebutuhan Beras Tahun 2025-2029 .............cccceuee... [1-193
Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga

Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas................ [1-194
Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Desa

Berdasarkan Skala Prioritas ...............euuevieeiiiiiiieiiiiiiiiieiinenees [1-194
Realisasi APBD Tahun 2020-2024.............cccceeeeeeeiiiiiiiieeeenn [1-195
Neraca Daerah Tahun 2020-2024 ........ccccoeeeveviiiiiiiiiieeeeenn, [1-200
Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 ................... 11-201
Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 ................... [1-216
Teknis Penyimpulan Isu Strategis ...........ccccoeiiiiiiiiiiiiens [1-250
Tabel Sandingan Visi Pembangunan Nasional,

Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan...........cccoccciiiieiiinininnee. -3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Kuningan ............ccccccceeiiiiiieninnnnn, -9
Tema dan Penahapan Pembangunan RPJMD .......................... 111-25
Perumusan Arah Kebijakan RPJMD ..........ccccccoiiiiiiiiiiieen. [-27
Prioritas Pembangunan Daerah ..............ccccovviiiiiiiiiiiieeeeie, 11-43
Program Prioritas pembangunan..............cccccevvviiiiiiiieeeeecceeiinnnn, [1-47
Program dan Indikator Kinerja Program

Perangkat Daerah.............ccooiiiiiiiiiiiiii e V-4



Tabel 4.2

Tabel 4.3
Tabel 4.4

Tabel 4.5

rancage.!

1/ ,’ , Bappeda Kuningan

Sektor Unggulan PDRB Kabupaten Kuningan

(Pancagatra) .........ooeeiiiiieeiee e IV-75
Target Indikator Makro Daerah Tahun 2025-2029..................... IV-78
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan
Tahun 2025-2029 ... IV-79
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Kuningan
Tahun 2025-2029 ... IV-82

Vi



Gambar 1.1

Gambar 1.2

Gambar 1.3

Gambar 2.1
Gambar 2.2
Gambar 2.3
Gambar 2.4
Gambar 2.5
Gambar 2.6
Gambar 2.7
Gambar 2.8
Gambar 2.9
Gambar 2.10
Gambar 2.11
Gambar 2.12
Gambar 2.13
Gambar 2.14
Gambar 2.15
Gambar 2.16
Gambar 2.17
Gambar 2.18

Gambar 2.19

Gambar 2.20

ranc.age.!

Bappeda Kuningan

// e f

DAFTAR GAMBAR

Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD

Kabupaten Kuningan ... I-4
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan ... -
RPJMD dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang,
Menengah dan Tahunan ... [-12
Peta Batas Administrasi Kabupaten Kuningan ......................... -2
Peta Topografi........ccccueeiiiiiee e -5
Peta MOrfologi ......oooiiiiiieeeeee e -7
Cekungan Air Tanah .........cccooooiiiiiiii 1-14
Sebaran Mata Ail........coociiiie e [-17
Daerah Aliran SuNgai ........cooooiiiiiiiiiii e [1-19
Peta Sebaran Objek Daya Tarik Wisata ............cccccceeriinnnnne [1-26
Peta Daya DUKUNG Al ........uuuiii e 11-32
Peta Daya Dukung Pangan............ccccccvvviiiiiicieic e, 11-35
Peta Penutupan Lahan............ccccooiiiiee [1-42
Peta Kawasan Rawan Bencana............ccccceceeiiniinnnnnnnnnnns [1-45
Peta Kerentanan Gerakan Tanah ..........ccccooiiiiiiiiiinnee, 11-47
Peta Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api ........... 11-49
Peta Kawasan Rawan Banjir Bandang ............ccccccceeiiiiinne. [1-51
Peta Curah Hujan ..o [1-54
Piramida Penduduk Tahun 2024..............cccccoiiiiie [1-55
Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Kuningan ...................... 11-57

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 ....................... 11-62

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tetangga
Tahun 2020-2024 ... 11-66

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Kuningan dan Kabupaten Tetangga
Tahun 2020-2024 ... [1-68



Gambar 2.21

Gambar 2.22

1

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar
Tahun 2022-2024 ...t [-71

Persentase Kenaikan Pendapatan dan Belanja
Kabupaten..........ooo [1-199




(12317 rancagel




I
LL Tpy  rancage:

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta
program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, visi
dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD
Kabupaten Kuningan 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat

Daerah (PD) sesuai kewenangannya.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan
dilakukan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor
keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang. Dalam
penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Kuningan menerapkan beberapa
pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya. Pendekatan

perencanaan pembangunan Daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan;

3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah
terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang

dibahas bersama dengan DPRD; dan

4. Pendekatan atas bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa,

Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Bab | Pendahuluan | 1
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Selain pendekatan diatas, dalam proses Penyusunan RPJMD dilakukan dengan
strategi pendekatan pentahelix atau dynamic governance. Pendekatan Pentahelix
merupakan strategi kolaboratif yang menempatkan pembangunan daerah sebagai
tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas/LSM,
dan media. Prinsip utamanya adalah sinergi lintas sektor untuk memastikan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bersifat inklusif, berbasis bukti, inovatif,

serta berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 menjadi dokumen yang sangat

strategis, antara lain:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah

disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kuningan 2025-2045 tahap kesatu;
3. Pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;

4. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Kuningan;

5. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5

(lima) tahun;

6. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah
yang dimiliki; dan

7. Pedoman penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 bagi perangkat daerah serta

pedoman RPJMDes bagi seluruh desa di Kabupaten Kuningan.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategi di RPJMD
dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi
dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten
Kuningan.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
proses penyusunan RPJMD dimulai sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kuningan dilaksanakan pada
tanggal 20 Februari 2025, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal dilantik hingga
20 Februari 2030 (periode RPJMD 2025-2029).

Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029
“Kuningan Melesat”
Maju, Ekonomi Berakselerasi
Empowering, Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat
Lestari, Pembangunan Berkelanjutan
Agamis, Nilai Budaya dan Kehidupan
Tangguh, Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial
Misi:
1. Percepatan reformasi birokrasi yang berintegritas, dan profesional melalui
pemerintahan modern dan melayani;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian,
perdagangan dan jasa yang maju dengan pemanfaatan sumber daya lokal;
3. Membangun daya kreasi, inovasi, dan produktivitas masyarakat berbasis
pemberdayaan (Berdaya);
4. Menjaga komitmen kelestarian sumber daya alam, daerah tangkapan air dan
mengurangi emisi lingkungan;
5. Penerapan nilai-nilai agamis dalam kehidupan berbudaya dan bermasyarakat;
6. Pembangunan yang tangguh dengan orientasi pada layanan Pendidikan,

Kesehatan, infrastruktur untuk penguatan ketahanan dan modal sosial.

Dalam rangka menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan di
daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 tentang RPJMD
Teknokratik, untuk memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh
pemangku kepentingan pada masa transisi. Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten
Kuningan Tahun 2025-2029 sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini:
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Teknokratik

Pelantikan Bupati Forum Perangkat Daerah
Kuningan 2025 (Renstra PD)

Kepala Daerah
mengajukan ranwal
RPJMD kepada Gubernur
untuk dikonsultasikan

Pembentukan Tim
Penyusun RPJMD 2025-
2029

Musrenbang RPJMD

Pembahasan dan
Kesepakatan dengan
DPRD (10 hari sejak

diterima Ranwal RPJMD)

Evaluasi dan Verifikasi
Renstra Perangkat Daerah
oleh Bappeda

Forum Konsultasi Pengajuan rancangan
Publik/Surat Edaran awal RPJMD kepada Pembahasan RPJMD oleh
Penyusunan Renstra DPRD (40 hari sejak DPRD Kab. Kuningan
Perangkat Daerah kepala daerah dilantik)

Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan
Tahun 2025-2029

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan berlandaskan pada
beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
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35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ....... Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor .....);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2009 Nomor 89 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 — 2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157 Seri D);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 20); dan

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.

1.3 Hubungan Antar Dokumen
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Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
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dan Sektor Lainnya

Tabel 1.1 Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan
Kabupaten Tahun 2025 - 2029

Nasional Jawa Barat Kabupaten Kuningan

“Jawa Barat Istimewa,

“Bersama Indonesia Maju Lembur diurus. Kota
’

Menuju Indonesia Emas “Kuningan Melesat”

2045” Ditata”

Bersama putra-putri terbaik Berpijak pada Latar Mewujudkan kemajuan
bangsa untuk membangun | Belakang Gambaran Umum | ekonomi yang berakselerasi
bangsa dengan fondasi kuat Provinsi Jawa Barat, untuk Masyarakat berdaya

dengan tujuan yang jelas Permasalahan- (empowering) dengan
untuk setara dengan negara Permasalahan dan Isu lingkungan dan alam Lestari
maju pada tahun 2045 atau strategis Provinsi Jawa kehidupan agama dan budaya

lebih cepat. Barat. yang harmonis serta

membangun ketangguhan
ideologi, pangan, birokrasi dan
modal sosial

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJMD Provinsi Jawa
Barat dan RPJMN 2025 - 2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan memperhatikan RPJMD Provinsi
Jawa Barat dan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJMD
Provinsi Jawa Barat dan RPJMN dilihat dari aspek sebagai berikut:
1. Keselarasan antar dokumen perencanaan, bahwa dokumen perencanaan
pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.
2. Kondisi dan karakteristik daerah bahwa dalam pencapaian target pembangunan

disesuaikan dengan kewenangan, karakteristik dan kemampuan daerah.
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1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RPJPD, RPJMD
Teknokratik, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD.

RPJPD Kabupaten Kuningan 2025-2045 memuat visi, misi dan arah kebijakan
pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan, RPJMD disusun berdasarkan arahan
yang terdapat dalam RPJPD, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam
RPJMD harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
RPJPD. RPJMD menjadi tahapan pelaksanaan dari RPJPD untuk mencapai tujuan
pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten
Kuningan 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap | RPJPD
Kabupaten Kuningan 2025-2045.

RPJMD Teknokratik adalah rancangan awal RPJMD yang disusun dengan
pendekatan teknokratik merupakan dasar dalam penyusunan RPJMD definitif yang
disesuaikan dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Rancangan
Teknokratik RPJMD merupakan fondasi awal dan masukan penting dalam proses
penyusunan RPJMD.

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang
menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan Perangkat Daerah untuk
menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah.
Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan
dijabarkan dalam Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai perencanaan
tahunan pemerintah daerah. RPJMD dan RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat

Daerah dalam menyusun rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
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« RPJPDdilaksanakan melalui RPJMD;

+ RPJMDdijabarkan kedalam Renstra SKPD
dan diterjemahkan kedalam RKPD;

« RPJMD menjadidasarpencapaian kinerja

daerah jangka menengah yang dilaksanakan
melalui Renstra SKPD;

* Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala
daerah ditentukan oleh keberhasilan
pencapaian visi & misi Renstra SKPD;

* Seluruh programselama limatahun seluruh
Renstra memedomani program prioritas
dalam RPJMD;

+ RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
* RenjaSKPD menerjemahkan program

RKASKPD == == = ““:‘,’:’,;‘g“" prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;

l * RKPDsebagaidasar penyusunan RAPBD;

* Realisasi(triwulan) DPA-SKPD menjadidasar
DPA-SKPD | APBD pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

Gambar 1.3 RPJMD dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah

dan Tahunan

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan RTRW Kabupaten

Kuningan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan berpedoman pada Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 — 2031. Hal ini dimaksudkan untuk
menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Kuningan dengan rencana struktur
dan pola ruang RTRW.

RPJMD juga diselaraskan dengan revisi RTRW Kabupaten Kuningan yang
sedang disusun. Penyelarasan ini mencakup kesesuaian dengan tujuan penataan
ruang yang baru, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis sektor
pertanian dan pariwisata berwawasan lingkungan. Lebih lanjut, penyelarasan ini
merujuk pada kebijakan pengembangan yang meliputi sistem pusat permukiman,
peningkatan keterpaduan infrastruktur, pelestarian kawasan lindung, serta pengelolaan
kegiatan budidaya yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pengendalian
dampaknya; juga pada rencana struktur ruang yang mencakup sistem pusat
permukiman (PKL, PPK, PPL, dan jaringan prasarana) serta rencana pola ruang yang
meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya (hutan produksi, pertanian,
pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman).
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1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS).

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan
bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan
memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi.
Berdasarkan kajian KLHS, rekomendasi yang dihasilkan harus ditindaklanjuti sebagai

bentuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Kuningan dengan Dokumen Perencanaan

Sektoral Strategis.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat strategis, RPJMD berfungsi
sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana sektoral strategis,
seperti Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID), RPID,
Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) dan RAD SDGs. Melalui RPJMD, setiap
perangkat daerah memperoleh arah kebijakan, sasaran pembangunan, indikator
kinerja, dan prioritas program yang harus dicapai selama periode perencanaan.

Peran RPJMD sebagai pedoman penyusunan rencana sektoral strategis
diwujudkan melalui:

a. Penyelarasan arah kebijakan sehingga seluruh sektor pembangunan daerah
bergerak pada tujuan yang sama.

b. Integrasi program dan kegiatan agar rencana sektoral tidak berjalan terpisah, tetapi
saling mendukung pencapaian sasaran daerah.

c. Pengendalian dan evaluasi dengan menggunakan indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam RPJMD sebagai tolok ukur keberhasilan.

d. Penguatan koordinasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih program dan

memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.
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1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 -
2029 adalah:
a. Untuk menjabarkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam perencanaan lima
tahunan; dan
b. Untuk memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh
Pemangku Kepentingan.
Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 -
2029, adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
yang selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan:
a. Arah kebijakan keuangan daerah;
b. Strategi pembangunan daerah;
c. Kebijakan umum daerah; dan
d. Program PD dan lintas PD, serta program kewilayahan yang disertai dengan

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.5 Sistematika Penulisan
Dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan disajikan dalam 5 (lima) bab, sebagai

berikut:

BAB | - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Dasar Hukum Penyusunan;

1.3. Hubungan Antar Dokumen;

1.4. Maksud dan Tujuan;

1.5. Sistematika Penulisan.

BAB Il - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Aspek Geografi dan
Demograf, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek
Pelayanan Umum, Standar Pelayanan Minimal, Kerja sama Daerah, Rencana
pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten dan
BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda;

2.2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi

APBD dan Proyeksi Keuangan Daerah;
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2.3. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis yang memuat Permasalahan
Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Daerah.
BAB lll - VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
3.1. Subbab Visi, Misi, Tujuan, Sasaran memuat:
3.1.1.  Visi dan Misi; dan
3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;
3.2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
memuat:
3.2.1. Strategi dan Arah dan Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2025-2029; dan
3.2.2. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Tahun 2025-2029.
BAB.IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PERANGKAT DAERAH
4.1. Subbab Program perangkat daerah memuat;
4.1.1. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai
kinerja pembangunan daerah; dan
4.1.2. Indikator program, target, dan pagu indikatif program Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029.
4.2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan perangkat daerah memuat;
4.2.1. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-
2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
4.2.2. Target penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).
BAB V - PENUTUP

Bab | Pendahuluan | 15
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BAB I
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan
berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian
dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau, dengan
luas total wilayah mencapai sekitar 119.344 Ha. Kecamatan dengan wilayah terluas
adalah Kecamatan Cibingbin, yang mencakup sekitar 6.972,51 Ha, sedangkan
Kecamatan Sindangagung memiliki luas terkecil, yakni sekitar 1.300,91 Ha.

Secara astronomis, wilayah ini berada pada koordinat 6°46'51,92" hingga
7°11'44,02" Lintang Selatan serta 108°23'2,07" hingga 108°47'40,12" Bujur Timur. Dari
aspek geografis, memiliki lokasi yang strategis karena berada di jalur regional yang
menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dengan Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) Pangandaran. Selain itu, menjadi jalur alternatif penghubung antara
Bandung - Majalengka dengan Jawa Tengah dan berdekatan dengan Bandar Udara
Internasional Kertajati. Kabupaten Kuningan termasuk dalam Kawasan Rebana,
bersama dengan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, serta Kota Cirebon, yang merupakan
salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Secara administratif, Kabupaten Kuningan terbagi menjadi 32 kecamatan, 15
kelurahan, 361 desa, 33 lingkungan, 1.187 dusun, 1.745 rukun warga, dan 5.675 rukun
tetangga, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon;

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka;

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap
(Provinsi Jawa Tengah); dan

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah).

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah | 1
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Luas wilayah setiap kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Setiap Kecamatan

No Kecamatan Luas (Ha) Persentase
1 | Ciawigebang 6.040,81 5,06%
2 | Cibeureum 3.919,78 3,28%
3 | Cibingbin 6.972,51 5,84%
4 | Cidahu 3.704,72 3,10%
5 | Cigandamekar 2.242,54 1,88%
6 | Cigugur 3.529,15 2,96%
7 | Cilebak 4.268,78 3,57%
8 | Cilimus 3.529,69 2,96%
9 | Cimahi 5.838,75 4,89%
10 | Ciniru 4.976,49 4,17%
11 | Cipicung 1.902,09 1,59%
12 | Ciwaru 5.197,64 4,35%
13 | Darma 5.449,36 4,56%
14 | Garawangi 2.984,57 2,50%
15 | Hantara 3.537,40 2,96%
16 | Jalaksana 3.920,57 3,28%
17 | Japara 2.707,49 2,27%
18 | Kadugede 1.810,55 1,52%
19 | Kalimanggis 2.017,75 1,69%
20 | Karangkancana 6.529,53 5,47%
21 | Kramatmulya 1.687,29 1,41%
22 | Kuningan 2.994,24 2,51%
23 | Lebakwangi 1.969,69 1,65%
24 | Luragung 4.073,77 3,41%
25 | Maleber 5.736,20 4,80%
26 | Mandirancan 3.500,00 2,93%
27 | Nusaherang 1.809,45 1,52%
28 | Pancalang 1.919,88 1,61%
29 | Pasawahan 4.927,49 4,13%
30 | Selajambe 3.661,44 3,07%
31 | Sindangagung 1.300,91 1,09%
32 | Subang 4.748,84 3,98%

Jumlah 119.344,83 100,00%

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Topografi dan Morfologi, merupakan ilmu yang mempelajari bentuk
permukaan bumi serta objek lainnya, termasuk planet, satelit alami (seperti bulan), dan
asteroid. Salah satu aspek utama dalam kajian topografi adalah elevasi atau ketinggian
suatu daerah. Ketinggian wilayah dapat dikategorikan ke dalam beberapa rentang, yaitu
0 — 500 mdpl, 500 — 1.000 mdpl, 1.000 — 2.000 mdpl, 2.000 — 3.000 mdpl, dan lebih dari
3.000 mdpl. Luas wilayah berdasarkan tingkat ketinggian disajikan dalam Tabel 2.2,

sedangkan persebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.
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Tabel 2.2 Luasan Wilayah berdasarkan Topografi

No Ketinggian Luas (ha) Persentase

1 0 - 500 mdpl 80.054,41 67,08

2 500 — 1.000 mdpl 32.011.42 26,82

3 1.000 — 2.000 mdpl 6.192,74 5,19

4 2.000 — 3.000 mdpl 1.078,13 0,90

5 > 3000 mdpl 8,12 0,01
Jumlah 119.344,83 100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.2, dapat diketahui bahwa sebagian besar
wilayah Kabupaten Kuningan berada pada ketinggian 0 — 500 mdpl, mencakup 67,01
persen dari total area, yang tersebar di bagian tengah, timur, dan utara. Sementara itu,
wilayah dengan ketinggian lebih dari 3.000 mdpl memiliki luas terkecil, yaitu sekitar 8,14

Ha, yang merupakan bagian dari puncak Gunung Ciremai.
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Kabupaten Kuningan memiliki beragam karakteristik morfologi, di bagian barat,
terdapat Gunung Ciremai dengan ketinggian mencapai 3.078 meter di atas permukaan
laut sebagai ciri khasnya. Wilayah selatan didominasi oleh perbukitan, sedangkan
wilayah timur memiliki kontur yang bervariasi dari bergelombang hingga berbukit.
Bagian utara cenderung datar hingga bergelombang, sementara wilayah tengah
memiliki morfologi yang relatif datar hingga landai. Luas wilayah berdasarkan
karakteristik morfologi disajikan dalam Tabel 2.3, sedangkan persebarannya dapat
dilihat pada Gambar 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Luasan Wilayah berdasarkan Morfologi

No Morfologi Luas (ha) Persentase

1. | Datar 3.925,48 3,29

2. | Landai 23.737,45 19,89

3. | Bergelombang 27.163,62 22,76

4. | Berbukit 46.004,62 38,55

5. | Bergunung 18.513.66 15,51
Jumlah 119.344,83 100

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025
Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.3, wilayah Kabupaten Kuningan didominasi

oleh morfologi landai dengan luas mencapai 56.938,71 Ha atau sekitar 47,82 persen
dari total area. Sementara itu, wilayah dengan morfologi bergunung memiliki luas

terkecil, yaitu hanya 152,42 Ha atau sekitar 0,13 persen.
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Gambar 2.3 Peta Morfologi
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Peran Strategis Daerah, berdasarkan amanat regulasi dan Kebijakan
Kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045, daerah memiliki potensi untuk menjadi pusat
pertumbuhan wilayah di wilayah Jawa Barat bagian timur. Hal ini didukung oleh
beberapa faktor di antaranya letak geografis yang strategis di antara wilayah Cirebon,
Majalengka, dan Ciamis serta memiliki sumber daya alam yang beragam, seperti
pertanian, perkebunan, dan pariwisata dan memiliki potensi industri yang cukup besar,
terutama industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

1. Kawasan Rebana

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan
Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kawasan
Rebana merupakan Kawasan pengembangan baru yang meliputi 7 Kabupaten/Kota
yang ada di Jawa Barat yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten
Kuningan.

Konsep Pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian
Selatan ini menggunakan konsep integrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing dan
berkelanjutan, kemudian di kembangkan ke dalam konsep struktur ruang kawasan
pengembangan polysentric smart region merupakan struktur ruang yang di dalamnya
terdapat kawasan perkotaan inti (Growth Pole) dan kawasan perkotaan sekitarnya
(Growth Foundation). Growth Pole di Kawasan Rebana adalah Kertajati Aero City, Kota
Baru Patimban, dan Kota Cirebon yang saling meningkatkan kualitas dan daya saing
dari masing-masing wilayah. Untuk Growth Foundation di Kawasan Rebana terdiri dari
pengembangan 13 kawasan peruntukan industri (KPI) dan 20 sentra industri Kecil
Menengah (SIKM) yang ada di Kawasan Rebana.

Kawasan Metropolitan Rebana memiliki potensi besar untuk memberikan
dampak positif bagi daerah. Berikut adalah beberapa potensi manfaat yang dapat
diperoleh dari Kawasan Metropolitan Rebana:

a. Peningkatan perekonomian, Kawasan Metropolitan Rebana diproyeksikan akan
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Hal ini akan membuka
peluang untuk menarik investasi dan meningkatkan perekonomian daerah.
Daerah memiliki potensi di berbagai sektor, seperti pariwisata, pertanian, dan
industri. Dengan adanya Kawasan Metropolitan Rebana, potensi-potensi tersebut
dapat lebih dikembangkan dan dioptimalkan.

b. Peningkatan infrastruktur, Pembangunan infrastruktur di Kawasan Metropolitan
Rebana, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, akan memberikan manfaat bagi
daerah. Infrastruktur tersebut akan memudahkan akses daerah ke pusat-pusat

ekonomi dan perdagangan di Jawa Barat dan sekitarnya.
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Peningkatan kualitas hidup, Pembangunan di Kawasan Metropolitan Rebana
akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah.

Potensi pengembangan di daerah yang dapat memanfaatkan Kawasan

Metropolitan Rebana:

a.

Pengembangan pariwisata, Daerah memiliki potensi pariwisata yang besar,
seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Dengan adanya Kawasan
Metropolitan Rebana, potensi pariwisata daerah dapat lebih dikembangkan dan
dipromosikan ke wisatawan domestik dan mancanegara.

Pengembangan industri, Daerah memiliki potensi industri yang besar, seperti
industri pertanian, industri pengolahan, dan industri kreatif. Dengan adanya
Kawasan Metropolitan Rebana, potensi industri daerah dapat lebih dikembangkan
dan menarik investor.

Pengembangan pertanian, Daerah memiliki potensi pertanian yang besar, seperti
pertanian padi, pertanian hortikultura, dan pertanian perkebunan. Dengan adanya
Kawasan Metropolitan Rebana, potensi pertanian daerah dapat Ilebih

dikembangkan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Berikut ini rencana pengembangan kawasan rebana di daerah:

1.

Pembangunan jalan alternatif Cirebon-Ciamis (segmen Cipasung-Cikijing-
Panawangan) untuk mendukung aksesibilitas BIJB Kertajati dan jalur logistik
Cisumdawu-Ciamis.

Pengembangan jalan Lingkar Timur-Selatan untuk mendukung konektivitas jalan
poros Tengah pada jalur Nasional Pantura, Pansela dan Tol Cipali.

Peningkatan ruas jalan Cipasung-Subang-Cilebak-Cilacap untuk meningkatkan
aksesibilitas wilayah Selatan yang terisolir, untuk membuka peluang jalur alternatif
ekonomi baru dari Cilacap menuju Ciayumajakuning dan BIJB Kertajati.
Pembangunan SPAM Skala Kota Daerah Pelayanan Kuningan-Cirebon-Brebes,
daerah merupakan kabupaten pendukung pemasok air minum di Kawasan Rebana.
Kabupaten Kuningan sendiri mempunyai keunggulan dan potensi pada sektor
pariwisata melaksanakan pembangunan jalan lingkar Cigugur-Cisantana untuk
meningkatkan akses menuju obyek wisata Palutungan dan sekitarnya

Pemerintah Daerah harus melakukan persiapan yang matang agar dapat

memanfaatkan potensi tersebut. Hal ini meliputi perencanaan yang baik, koordinasi

yang efektif dengan pemerintah pusat dan daerah lain, serta dukungan dari masyarakat.

Dengan persiapan yang matang, dapat menjadi salah satu wilayah yang paling

diuntungkan dari Kawasan Rebana.
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2. Wilayah Pengembangan Kawasan Ciayumajakuning
Ciayumajakuning adalah salah satu Wilayah Pengembangan (WP) kawasan
yang ditargetkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut.

Proyek ini meliputi pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, kawasan industri, dan

kawasan pariwisata. Pembangunan Ciayumajakuning memiliki potensi besar untuk

memberikan dampak positif bagi daerah. Berikut adalah beberapa potensi manfaat
yang dapat diperoleh:

a. Peningkatan Perekonomian, Ciayumajakuning diproyeksikan akan menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kuningan. Hal ini akan membuka peluang
untuk menarik investasi dan meningkatkan perekonomian daerah. Kabupaten
Kuningan memiliki potensi di berbagai sektor, seperti pariwisata, pertanian, dan
industri. Dengan adanya Ciayumajakuning, potensi-potensi tersebut dapat lebih
dikembangkan dan dioptimalkan.

b. Peningkatan Infrastruktur, Pembangunan infrastruktur di Ciayumajakuning,
seperti jalan tol, kawasan industri, dan kawasan pariwisata, akan memberikan
manfaat bagi daerah. Infrastruktur tersebut akan memudahkan akses daerah ke
pusat-pusat ekonomi dan perdagangan di Jawa Barat dan sekitarnya.

c. Peningkatan Kualitas Hidup, Pembangunan di Ciayumajakuning akan
menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal
ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah.

Potensi pengembangan daerah yang dapat memanfaatkan Ciayumajakuning:

a. Pengembangan pariwisata, Daerah memiliki potensi pariwisata yang besar,
seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Dengan adanya
Ciayumajakuning, potensi pariwisata daerah dapat lebih dikembangkan dan
dipromosikan ke wisatawan domestik dan mancanegara.

b. Pengembangan industri, Daerah memiliki potensi industri yang besar, seperti
industri pertanian, industri pengolahan, dan industri kreatif. Dengan adanya
Ciayumajakuning, potensi industri daerah dapat lebih dikembangkan dan menarik
investor.

c. Pengembangan pertanian, Daerah memiliki potensi pertanian yang besar, seperti
pertanian padi, pertanian hortikultura, dan pertanian perkebunan. Dengan adanya
Ciayumajakuning, potensi pertanian daerah dapat lebih dikembangkan dan

meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya
Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 terdapat beberapa proyek
diidentifikasi bernilai strategis yaitu yang ada di daerah adalah jalan tol Cirebon-

Kuningan-Tasikmalaya. Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya

Bab || Gambaran Umum Kondisi Daerah | 10



1
a7s rcmcahe..

Bappeda Kuningan

L

diperkirakan akan mulai direncanakan pada periode tahap 1 (2025-2029)
Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya memiliki potensi untuk
memberikan dampak positif bagi daerah. beberapa potensi manfaat yang dapat
diperoleh daerah dari jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya:

a. Peningkatan aksesibilitas, Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-
Tasikmalaya akan meningkatkan aksesibilitas daerah ke wilayah lain di Jawa Barat
dan Indonesia. Hal ini akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk
melakukan perjalanan dan berbisnis.

b. Peningkatan konektivitas, Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya
akan meningkatkan konektivitas daerah dengan wilayah lain di Jawa Barat dan
Indonesia. Hal ini akan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

c. Peningkatan pariwisata, Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya
akan meningkatkan pariwisata daerah. Hal ini akan menarik wisatawan domestik
dan mancanegara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pembangunan jalan tol Cirebon-
Kuningan-Tasikmalaya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan
pendapatan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat daerah.

Fungsi atau kontribusi Daerah terhadap wilayah sekitar, secara umum peran
dan kontribusi Kabupaten Kuningan terhadap daerah sekitarnya diuraikan sebagai
berikut:

1) Ekonomi: hinterland agraris—pariwisata yang menyuplai hilir pesisir/industri

Kabupaten Kuningan berkarakter pegunungan—agraris dengan basis hortikultura
(sayuran, buah semusim) dan destinasi alam/budaya. Produksi hortikultura Kuningan
menjadi pemasok segar bagi pasar wilayah pesisir/industri (Cirebon—Indramayu) dan
koridor BIJB Kertajati, memperkuat rantai pasok pangan regional. Di sisi hilir,
Kabupaten dan Kota Cirebon serta Kabupaten Indramayu lebih bertumpu pada kegiatan
perdagangan—jasa, pelabuhan, dan industri pesisir; sedangkan Majalengka tumbuh
sebagai hub bandara (BIJB Kertajati). Kombinasi ini membuat Kuningan berperan
sebagai “lumbung dataran tinggi + destinasi wisata alam” yang menyuplai konsumsi

kota dan tenaga kerja/kunjungan wisata lintas-kabupaten.

2) Infrastruktur dan konektivitas: sebagai pengikat pegunungan—pesisir
Posisi Kabupaten Kuningan di kaki Gunung Ciremai menghubungkan koridor
pegunungan (selatan—barat) dengan pintu logistik/penumpang di utara—timur:
o« Bandara Kertajati (Majalengka) melayani kawasan Cirebon—Indramayu—
Majalengka—Kuningan (Ciayumajakuning); arus orang dan barang dari/ke Kuningan

terdorong oleh akses tol/jalan arteri menuju bandara.
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e Pelabuhan Cirebon menjadi outlet komoditas kawasan timur Provinsi Jawa Barat,
Kuningan termasuk hinterland yang memasok kebutuhan dan pergerakan
barang/penumpang ke Pelabuhan, perencanaan Rebana Metropolitan semakin
menempatkan  Kabupaten Kuningan sebagai simpul pemasok bahan

pangan/rekreasi alam untuk kawasan industri—logistik di utara.

3) Lingkungan hidup: Kabupaten Kuningan “menara air” Ciayumajakuning
Kekuatan utama Kabupaten Kuningan adalah jasa lingkungan dari Taman
Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang secara administratif berada di Kabupaten
Kuningan—Majalengka. TNGC berperan sebagai hulu/daerah tangkapan air besar (DAS
Cimanuk dan Cisanggarung), sehingga menyuplai air baku dan irigasi ke
Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, selain Kabupaten Kuningan sendiri.
Inilah kontribusi ekologis paling strategis Kuningan terhadap dataran rendah pesisir.
Skala kawasan konservasi ini substansial (£14,8-15,5 ribu ha berdasarkan SK
penunjukan/penetapan), menegaskan peran Kabupaten Kuningan Kuningan sebagai
penyangga tata air yang menjaga produktivitas pertanian dan ketersediaan air

perkotaan di wilayah hilir (termasuk Indramayu yang bermuara di DAS Cimanuk).

B. Potensi Sumber daya Alam

Kabupaten Kuningan merupakan daerah yang memiliki komitmen untuk
mempertahankan kelestarian alam, sehingga pengembangan sektor industri memiliki
keterbatasan dalam mendorong perekonomian daerah. Walaupun demikian,
Kabupaten Kuningan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk
dikembangkan menjadi sumber perekonomian. Potensi tersebut diantaranya :

Hidrologi, Kabupaten Kuningan memiliki peran penting dalam pengelolaan tata
air bagi wilayah di sekitarnya, seperti Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon di Jawa
Barat, serta Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Hal ini
disebabkan oleh posisi sebagai hulu bagi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu
DAS Cisanggarung dan DAS Citanduy. Selain itu, juga memiliki dua waduk, yaitu
Waduk Darma dan Waduk Kuningan, yang berkapasitas cukup besar untuk memasok
air hingga ke Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cilacap.
a. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan air tanah (CAT) adalah area yang memiliki sistem akuifer yang luas,
memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah dan tersimpan dalam lapisan batuan
di bawah permukaan. Keberadaan cadangan air tanah yang memadai memungkinkan
masyarakat di wilayah ini untuk memperoleh air bersih dengan lebih mudah untuk
kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan lainnya, tanpa sepenuhnya
bergantung pada sumber air permukaan seperti sungai atau waduk.

Salah satu peran penting keberadaan CAT yaitu mendukung keberlanjutan sektor
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pertanian. Banyak lahan pertanian bergantung pada air tanah untuk keperluan irigasi,
terutama di wilayah dengan pola curah hujan musiman. Dengan adanya CAT, petani
dapat memanfaatkan sumur sebagai sumber air bagi lahan pertanian mereka sepanjang
tahun, termasuk saat musim kemarau. Hal ini berkontribusi pada peningkatan
produktivitas pertanian, ketahanan pangan, serta mengurangi risiko gagal panen akibat
kekeringan. Selain itu, di beberapa daerah, mata air yang bersumber dari CAT juga
dimanfaatkan sebagai penyedia air minum alami bagi masyarakat.

Namun, berada dalam cekungan air tanah juga memiliki tantangan tersendiri.
Salah satu risiko utamanya adalah pemanfaatan air tanah secara berlebihan, yang
dapat menyebabkan penurunan permukaan air tanah serta berdampak negatif pada
lingkungan, seperti terjadinya amblesan tanah (subsidence). Jika tidak dikelola dengan
baik, penggunaan air tanah yang tidak terkendali dapat mengurangi ketersediaan air
bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan air tanah yang
bijaksana dan berkelanjutan agar manfaat dari CAT dapat dimaksimalkan tanpa
mengganggu keseimbangan lingkungan.

Kabupaten Kuningan memiliki area cekungan air tanah (CAT) seluas sekitar
48.555,8 Ha (40,8 persen), yang mencakup CAT Kuningan, CAT Majalengka, dan CAT
Cirebon-Sumber. Sementara itu, area non-CAT mencakup 70.524,8 Ha (59,2 persen).
Luas wilayah CAT tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT)

No CAT Luas (ha)
1 CAT-Kuningan 35.752,4
2 | CAT-Majalengka 115,9
3 | CAT-Cirebon-Sumber 12.687,5
Jumlah 48.555,8

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025
Secara umum, cekungan air tanah terletak di bagian barat, sedangkan area non-

CAT tersebar di wilayah selatan, timur, hingga sebagian utara dengan pola menyerupai
huruf U. Area non-CAT memiliki keterbatasan dalam ketersediaan dan pengelolaan
sumber daya air tanah karena tidak adanya akuifer yang luas dan produktif untuk
menyimpan serta mengalirkan air dalam jumlah memadai. Akibatnya, masyarakat di
wilayah tersebut harus mengandalkan sumber air permukaan atau membangun sistem

penyimpanan air yang lebih kompleks.
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Salah satu dampak utama dari kondisi ini adalah kerentanan terhadap
kekeringan. Karena wilayah tersebut tidak memiliki cadangan air tanah yang memadai,
pasokan air bisa sangat bergantung pada curah hujan dan sumber air permukaan
seperti sungai, danau, atau waduk. Ketika musim kemarau tiba, kawasan ini lebih
rentan mengalami krisis air, yang dapat berdampak buruk pada sektor pertanian,
industri, dan kebutuhan domestik masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan
ketergantungan pada air yang disuplai dari daerah lain, yang berpotensi menyebabkan
konflik sumber daya air antar wilayah.

Selain itu, kawasan yang tidak berada dalam CAT juga lebih rentan terhadap
penurunan kualitas tanah dan lingkungan. Tanpa adanya akuifer yang mampu
menyimpan air dengan baik, tanah di daerah tersebut mungkin memiliki daya serap air
yang rendah. Akibatnya, saat hujan turun, air lebih cepat mengalir di permukaan
daripada meresap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan risiko erosi dan banijir. Di
sisi lain, kurangnya cadangan air tanah juga dapat menghambat pertumbuhan
vegetasi alami, yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan ekosistem.

Dari aspek ekonomi, keterbatasan air tanah dapat menyebabkan biaya tinggi
dalam penyediaan air. Pengeboran sumur dalam mungkin tidak efektif karena tidak
ada akuifer besar yang bisa dimanfaatkan, sehingga masyarakat harus mengandalkan
pasokan air dari luar atau membangun infrastruktur tambahan seperti waduk atau
sistem pemanenan air hujan. Hal ini tentu membutuhkan investasi besar, baik dari
pemerintah maupun sektor swasta, untuk memastikan ketersediaan air yang memadai
bagi penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, tidak berada dalam cekungan air tanah dapat
menyebabkan berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Oleh karena
itu, wilayah semacam ini perlu mengembangkan strategi yang lebih adaptif, seperti
pemanfaatan teknologi penyimpanan air, efisiensi penggunaan air, serta pelestarian
lingkungan untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan bagi masa depan.
b. Sebaran Mata Air

Berdasarkan Berita Acara Koordinasi dan Sinkronisasi Data Sistem Jaringan
Sumber Daya Air dengan Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air Nomor 600/38/ILH
tanggal 31 Januari 2018, di Kabupaten Kuningan terdapat 735 mata air yang sudah
terdata. Kecamatan Ciawigebang memiliki jumlah mata air terbanyak dengan 81
sumber mata air, diikuti oleh Cidahu (52) dan Cigandamekar (46). Sebaliknya,
Kecamatan Lebakwangi dan Maleber memiliki jumlah mata air paling sedikit, masing-
masing hanya 2 sumber mata air. Jika dilihat dari lokasi koordinatnya, terdapat
kemungkinan beberapa mata air yang saling terhubung atau berasal dari sumber

akuifer yang sama seperti di Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Subang,
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Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Kadugede, dan Kecamatan Darma. Sebaran

jumlah mata air menurut kecamatan sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.5 Sebaran Jumlah Mata Air Menurut Kecamatan

No | Kecamatan Jumlz?rMata No | Kecamatan Jumlzri\rMata
1 | Ciawigebang 81 17 | Selajambe 23
2 | Cidahu 52 18 | Ciwaru 19
3 | Cigandamekar 46 19 | Kuningan 18
4 | Japara 32 20 | Cilimus 17
5 | Hantara 31 21 | Pancalang 16
6 | Pesawahan 31 22 | Jalaksana 15
7 | Cigugur 28 23 | Garawangi 15
8 | Subang 27 24 | Mandirancan 14
9 | Nusaherang 27 25 | Kramatmulya 12

10 | Cipicung 26 26 | Cilebak 12

11 | Darma 26 27 | Cibeureum 12

12 | Cimahi 25 28 | Luragung 12

13 | Kadugede 24 29 | Ciniru 10

14 | Cibingbin 24 30 | Karangkancana 9

15 | Kalimanggis 24 31 | Lebakwangi 2

16 | Sindangagung 23 32 | Maleber 2

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Kuningan
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Gambar 2.5 Sebaran Mata Air
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Cisanggarung di utara dan Wilayah Sungai Citanduy di selatan.

tersebut mencakup sekitar 10 (sepuluh) Daerah DAS sebagaimana ditampilkan dalam

tabel di bawah berikut.
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Daerah Aliran Sungai (DAS)
Wilayah Kabupaten Kuningan menjadi hulu bagi Wilayah Sungai Cimanuk-

Tabel 2.6 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kuningan

No DAS IZIL_::)S Cakupan Kecamatan
1| DAS 76.558,36 | Cibingbin, Cibeureum, Cidahu, Ciawigebang,
Cisanggarung Cipicung, Jalaksana, Japara, Kadugede,
Kalimanggis, Kramatmulya, Lebakwangi,
Luragung, Mandirancan, Nusaherang, Pancalang,
Pasawahan, Sindangagung, Garawangi, Subang
2 | DAS Cijolang | 11.588,05 | Cibingbin, Cibeureum, Karangkancana, Luragung,
Maleber, Nusaherang, Subang
3 | DAS Cikalapu | 8.373,99 | Ciniru, Darma, Hantara, Kadugede, Lebakwangi,
Selajambe
4 | DAS Ciberes 5.319,68 | Cigandamekar, Cilebak, Cimahi, Kalimanggis,
Maleber, Pancalang
5 | DAS 4.522,39 | Ciawigebang, Cidahu, Cibingbin, Cibeureum,
Kalibangka Jalaksana
6 | DAS Cipager | 4.298,07 | Cilimus, Mandirancan, Pancalang
7 | DAS 2.441,45 | Cilebak, Cimahi, Hantara, Karangkancana
Grenjeng
8 | DAS 1.825,23 | Cibingbin, Cibeureum
Karanganyar
9 | DAS Jatiroke 1.772,30 | Ciawigebang, Cidahu, Cipicung
10 | DAS Kenari 1.585,88 | Cibeureum, Cidahu, Ciawigebang

Wilayah Sungai

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025
DAS Cisanggarung merupakan DAS terbesar dengan luas 76.558,36 Ha,

mencakup 18 kecamatan. DAS ini memiliki peran penting dalam sistem hidrologi
wilayah, berkontribusi terhadap pasokan air dan pengelolaan sumber daya air di daerah
yang luas. Di urutan kedua, DAS Cijolang memiliki luas 11.588,05 Ha, mencakup 7
kecamatan, yang menunjukkan bahwa meskipun lebih kecil, DAS ini tetap memiliki
cakupan wilayah yang cukup luas.

DAS dengan cakupan sedang antara 4.000 hingga 8.000 Ha, seperti DAS Cikalapu
(8.373,99 ha), DAS Ciberes (5.319,68 ha), dan DAS Kalibangka (4.522,39 ha), tersebar
di berbagai kecamatan dengan pengaruh yang cukup besar terhadap aliran air di
wilayahnya masing-masing. DAS yang lebih kecil seperti DAS Karanganyar (1.825,23
ha), DAS Jatiroke (1.772,30 ha), dan DAS Kenari (1.585,88 ha) memiliki cakupan yang
lebih terbatas, namun tetap berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem air dan

pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
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d. Potensi Wilayah

Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam
sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan
sumber daya air. Hal tersebut sangat ditunjang oleh faktor demografi, iklim serta tingkat
kesuburan tanah dan ketersediaan air yang berlimpah. Berikut dijelaskan beberapa
sektor yang menjadi potensi di Kabupaten Kuningan:

Kehutanan, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan merupakan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kehutanan
dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bersangkut-paut dengan pengelolaan
ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi
berbagai kebutuhan barang dan jasa.’

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk
menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu
wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Dengan merujuk
kepada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan
Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2016;
SK.3684/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional
Gunung Ciremai dan Berita Acara Rapat dengan BTNGC tanggal 15 Desember 2017;
SK Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.35/IV-
SET/2015 tentang Penataan Blok Taman Wisata Alam Linggarjati Kabupaten
Kuningan, Provinsi Jawa Barat; Berita Acara Rapat Teknis Revisi RTRW Kabupaten
Kuningan Persamaan Persepsi Seluruh Sektor dengan Balai Pengelolaan Hutan
Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Hutan Kota; Surat Keputusan Bupati Kuningan
Nomor 660.1/KPTS.503.BPLHD/2012 tentang Penetapan Kawasan Taman
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten Kuningan; dan Hasil Analisis SIG Tahun

2021, Bappeda Kabupaten Kuningan, diperoleh luasan hutan sebagaimana tabel

berikut ini.
Tabel 2.7 Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya
No. Fungsi Hutan Luas (Ha)
1 Hutan Produksi 25.066,82
2 Taman Nasional 8.837,02
3 Taman Wisata Alam 8,90

! Arief, Arifin. 2011. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
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No. Fungsi Hutan Luas (Ha)
4 | Hutan Hak/Hutan Rakyat 18.418,73
5 | Hutan Kota 71,50
6 | Taman Keanekaragaman Hayati 4,30

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025
Hasil Analisis dari Pemangku Kepentingan Terkait

Tabel di atas tidak terbatas pada kawasan hutan yang dimiliki negara, akan tetapi
terdapat juga hutan yang menjadi kewenangan daerah seperti hutan kota dan Taman
Kehati yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berbagai hasil hutan yang
diproduksi hutan produksi dan hutan hak/hutan rakyat antara lain kayu jati, kayu bakar
jati, kayu rimba, kayu bakar rimba, dan produk lainnya seperti getah pinus, minyak kayu
putih, daun kayu putih (Kuningan dalam Angka Tahun 2025).

Perkebunan, merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam
komoditas tertentu. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Perkebunan
mencakup tiga hal, pertama, fungsi secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.
Kedua, fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon,
penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, fungsi sosial budidaya yaitu
sebagai pemersatu kesatuan bangsa. Luas areal tanaman perkebunan menurut jenis
tanaman dan produksi sebagaimana ditampilkan tabel bawah ini.

Tabel 2.8 Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan
Produksi Tahun 2020-2024

Kelapa Kopi
No Tahun Luas (Ha) i Ton Luas (Ha) i Ton
1 2020 5.487,05 5.769,63 1.729,86 1.005,52
2 2021 5.798,46 3.967,28 1.725,11 323,7
3 2022 4.570,29 3.035,77 1.566,49 327,55
4 2023 4.146,50 3.178,36 1.572,32 496,88
5 2024 3.994,94 4.017,94 1.537,36 726,03

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, luas lahan dan produksi kelapa serta kopi
mengalami fluktuasi. Pada komoditas kelapa, luas lahan awalnya meningkat dari
5.487,05 Ha pada 2020 menjadi 5.798,46 Ha pada 2021, tetapi kemudian mengalami
penurunan secara bertahap hingga mencapai 3.994,94 Ha pada 2024. Produksi kelapa
juga menunjukkan tren yang tidak stabil, dengan puncak produksi terjadi pada 2020
sebesar 5.769,63 ton, namun turun drastis menjadi 3.035,77 ton pada 2022 sebelum
kembali meningkat menjadi 4.017,94 ton di 2024.

Sementara itu, luas lahan kopi relatif stabil dengan sedikit variasi, berada di
kisaran 1.537,56 hingga 1.729,86 Ha. Namun, produksi kopi mengalami penurunan
tajam dari 1.005,52 ton pada 2020 menjadi 323,7 ton pada 2021, sebelum perlahan

meningkat kembali hingga mencapai 726,03 ton pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan
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adanya faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas, seperti perubahan kondisi
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cuaca, teknik budidaya, atau minat petani dalam menanam komoditas perkebunan.
Tanaman Pangan, pertanian dalam pengertian yang luas vyaitu kegiatan
manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan
yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala
kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan
atau hewan tersebut?. Luasan lahan sawah dilindungi (LSD) memiliki luas sekitar
27.415 Ha. Lahan tersebut dimanfaatkan oleh petani terutama untuk menanam padi,
jagung kedelai, kacang tanah dan sebagainya. Adapun kuantitas produksi tanaman
pangan dan Tanaman Palawija yang sudah terdata sebagaimana di tabel bawah ini.

Tabel 2.9 Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Palawija
Tahun 2020-2024

Produksi (Ton)

AU UL L AL 2020 2021 2022 2023 2024

1 | Padi 356.216 370.280 | 366.160 297.548 352.511
2 | Jagung 1.690 1.544 1.829 1.750 3.035
3 | Kedelai 650 222 859 479 229
4 | Kacang Kanah 625 260 186 123 114
5 | Kacang Hijau 156 55 84 5 12
6 | Ubi Kayu 497 129 23 367 472
7 | Ubi Jalar 4.561 1177 1.148 1.530 4.751

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Dalam periode 2020 hingga 2024, produksi tanaman pangan dan palawija di
Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya fluktuasi. Produksi padi mengalami
kenaikan dari 356.216 ton pada 2020 hingga mencapai puncaknya di 2022 sebesar
366.160 ton, sebelum turun drastis menjadi 297.548 ton pada 2023, lalu kembali
meningkat menjadi 352.511ton pada 2024. Produksi jagung juga mengalami variasi,
dengan peningkatan signifikan dari 1.690 ton pada 2020 menjadi 3.001 ton di 2022,
meskipun sempat menurun di 2023, kemudian naik lagi pada 2024.

Komoditas kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau mengalami tren penurunan
produksi secara umum, dengan kedelai mencapai produksi tertinggi di 2022 sebesar
859 ton, namun turun drastis pada 2024 menjadi hanya 229 ton. Hal serupa terjadi pada
kacang tanah dan kacang hijau, di mana produksinya terus menurun, bahkan kacang
hijau hanya mencapai produksi 12 ton pada 2024. Sementara itu, ubi kayu dan ubi jalar
menunjukkan pola produksi yang berfluktuasi, dengan ubi kayu mengalami penurunan
drastis di 2022 sebelum kembali naik pada 2024, dan ubi jalar sempat mengalami
penurunan tajam di 2021-2023 sebelum meningkat pesat ke angka 4.751 ton pada
2024.

2 Aartsen, J. V., 1953. Ekonomi pertanian Indonesia. Jakarta: Pembangunan.
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hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut, sehingga
tujuan dari peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip
manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan

secara optimal. Terdapat berbagai jenis komoditas ternak di Kabupaten Kuningan

sebagaimana diperlihatkan tabel di bawah ini.
Tabel 2.10 Jumlah Komoditas Ternak Tahun 2020-2024

No Komoditas Jumlah (Ekor)
Ternak 2020 2021 2022 2023 2024
1 | Ternak Besar
a. Sapi Potong 29.533 29.972 30.631 28.240 30.712
b. Sapi Perah 7.737 7.945 7.278 6.582 7.303
c. Kerbau 4.543 4.609 4.674 4,904 4.929
d. Kuda 356 365 365 379 382
2 | Ternak Kecil
a. Domba 125.652 130.114 136.620 123.757 137.015
b. Kambing 7.489 7.603 7.950 9.099 9.086
c. Kelinci 7.959 7.931 8.050 7.847 7.987
d. Babi 3.051 4.140 1.710 1.256 1.347
3 | Ternak Unggas
a. Ayam Buras 528.120 601.702 634.796 562.514 597.938
b. Ayam Ras 1.499.166 1.497.135| 1.908.399 | 2.231.239 2.340.353
Petelur
c. Ayam Ras 3.258.516 3.685.653 | 3.814.651 3.326.380 4.248.100
Pedaging
d. Puyuh 148.264 131.543 133.542 136.697 141.072
e. Itik 70.016 73.609 74 710 88.894 89.072
f. ltik Manila/Entok 3.651 16.095 20.661 19.619 21.106

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, 2025

Dalam periode 2020-2024, jumlah populasi ternak besar di Kabupaten Kuningan
mengalami fluktuasi. Sapi potong mengalami peningkatan dari 29.533 ekor pada 2020
menjadi 30.631 ekor pada 2022, sebelum turun ke angka 28.240 ekor di 2023, lalu
kembali meningkat ke 30.712 ekor pada 2024. Sapi perah mengalami penurunan
signifikan dari 7.945 ekor pada 2021 menjadi 6.582 ekor di 2023, tetapi sedikit
meningkat menjadi 7.303 ekor pada 2024. Sementara itu, populasi kerbau dan kuda
menunjukkan tren yang lebih stabil, dengan jumlah kerbau meningkat perlahan dari
4.543 ekor pada 2020 menjadi 4.929 ekor pada 2024, dan kuda naik dari 356 ekor
menjadi 382 ekor dalam periode yang sama.

Ternak kecil juga mengalami variasi dalam jumlah populasi. Domba menunjukkan
pertumbuhan, dari 125.652 ekor pada 2020 menjadi 137.015 ekor di 2024, meskipun
sempat mengalami penurunan pada 2023. Kambing mengalami tren peningkatan yang
lebih stabil, sementara kelinci cenderung berfluktuasi tetapi tetap berada di kisaran
7.900 ekor. Sebaliknya, populasi babi mengalami penurunan drastis dari 4.140 ekor

pada 2021 menjadi hanya 1.347 ekor pada 2024, yang kemungkinan disebabkan oleh
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faktor permintaan pasar atau regulasi peternakan yang berubah.

Pada sektor unggas, ayam buras dan ayam ras pedaging mengalami lonjakan
populasi, terutama ayam ras pedaging yang meningkat dari 3.258.516 ekor pada 2020
menjadi 4.248.100 ekor pada 2024. Ayam ras petelur juga mengalami kenaikan
signifikan, mencapai 2.340.353 ekor di 2024. Populasi itik dan entok menunjukkan
peningkatan yang cukup stabil, dengan entok mengalami pertumbuhan pesat dari 3.651
ekor pada 2020 menjadi 21.106 ekor di 2024. Sementara itu, puyuh mengalami sedikit
penurunan pada 2021, tetapi kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Perikanan, menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah semua
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan
dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan Kabupaten
Kuningan memiliki produksi perikanan tangkap pada Tahun 2024 sebesar 440,83
ton dengan nilai Rp11.792,31 (dalam Juta) dengan jenis potensi perikanannya berupa
ikan mas, patin, nilem, gurame, nila, sepat, dan lele.

Tabel 2.11 Produksi Perikanan Tangkap

No. Tahun Produksi (Ton) Nilai (Juta Rp)
1 2020 223,03 3.568,51
2 2021 355,70 7.824,48
3 2022 368,35 223,03
4 2023 404,80 10.524,80
5 2024 440,83 11.792,31

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Produksi perikanan tangkap mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga
2024. Pada 2020, produksi tercatat sebesar 223,03 ton dengan nilai ekonomi mencapai
Rp3.568,51 juta. Produksi kemudian meningkat signifikan pada 2021 menjadi 355,70
ton dengan nilai yang lebih dari dua kali lipat, yaitu Rp7.824,48 juta. Pada 2022,
meskipun produksi bertambah menjadi 368,35 ton, nilai ekonominya justru turun drastis
ke Rp223,03 juta, yang kemungkinan disebabkan oleh penurunan harga ikan atau
perubahan dalam metode penilaian. Tren positif kembali terlihat pada 2023 dan 2024,
dengan produksi mencapai 404,80 ton dan 440,83 ton, serta nilai ekonomi yang
meningkat pesat menjadi Rp10.524,80 juta dan Rp11.792,31 juta.

Pariwisata, karena keberagaman morfologi dan topografinya, Kabupaten
Kuningan memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk dikelola dan
dikembangkan baik pariwisata alam, pariwisata budaya maupun pariwisata buatan.
Gunung Ciremai di bagian barat merupakan destinasi favorit bagi para pendaki dan
pecinta keindahan alam. Di bidang sejarah dan budaya, memiliki banyak destinasi yang
menarik. Gedung Perundingan Linggarjati, misalnya, menjadi saksi bisu perundingan

penting antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1946. Selain itu, Situs Purbakala
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Cipari memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat prasejarah di wilayah ini.
Dengan segala potensinya, Kabupaten Kuningan memiliki peluang besar untuk
berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.

Tabel 2.12 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik
Tahun 2020-2024

Tahun Mancanegara Domestik Jumlah
2020 49 2.480.669 2.480.718
2021 16 2.668.426 2.668.442
2022 35 3.448.882 3.448.917
2023 26 2.785.100 2.785.126
2024 224 3.824.296 3.824.520

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Jumlah wisatawan mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, dengan tren
peningkatan pada wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada 2020, jumlah
wisatawan mencapai 2.480.718 orang, dengan 49 diantaranya merupakan wisatawan
mancanegara. Meskipun jumlah wisatawan mancanegara turun menjadi 16 orang pada
2021, wisatawan domestik meningkat menjadi 2.668.426, sehingga total wisatawan
juga bertambah. Puncak kunjungan terjadi pada 2022, dengan jumlah wisatawan
mencapai 3.448.917 orang, yang didominasi oleh wisatawan domestik sebanyak
3.448.882 orang, sementara wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 35 orang.
Pada 2023, total wisatawan sedikit menurun menjadi 2.785.126 orang, sejalan dengan
penurunan wisatawan mancanegara menjadi 26 orang. Namun, pada 2024 terjadi
lonjakan wisatawan mancanegara, mencapai 224 orang, dengan total wisatawan
meningkat drastis menjadi 3.824.520 orang. Tren ini menunjukkan bahwa sektor
pariwisata di Kabupaten Kuningan terus berkembang, dengan daya tarik utama masih
berasal dari wisatawan domestik, sementara wisatawan mancanegara mulai

menunjukkan peningkatan yang menjanjikan.
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Gambar 2.7 Peta Sebaran Objek Daya Tarik Wisata
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Beberapa potensi pengembangan pariwasata alam, pariwisata budaya dan
isata buatan:
2.1.1.1 Potensi Pariwisata Alam
Taman Wisata Alam (TWA) Linggarjati di Desa Linggajati Kecamatan Cilimus;
Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC);
Gunung Mayana di Desa Sindangjaya Kecamatan Kadugede;
Bumi Perkemahan Palutungan di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
Bumi Perkemahan Cibunar di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
Bumi Perkemahan Cibeureum di Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus;
Bumi Perkemahan Paniis di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan;
Bumi Perkemahan Padamatang di Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan;
Bumi Perkemahan Buyut Jaksa di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin;
Arung Jeram Cisanggarung di Kecamatan Luragung;
Waduk Darma di Desa Jagara Kecamatan Darma;
Balong Keramat Darmaloka di Desa Darma Kecamatan Darma;
. Telaga Remis di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;
Balong lkan Cigugur di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
Cibulan di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana;
Curug Lembah Cilengkrang di Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya;
Curug Landung di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
Curug Bangkong di Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang;
Curug Ciputri di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;

Curug Sidomba di Desa Peusing Kecamatan Cilimus;

. Wisata Pedesaan Sitonjul di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;

Linggarjati Indah di Desa Linggamekar Kecamatan Cilimus;
. Pemandian Air Panas Sangkanhurip Alami di Desa Sangkanhurip Kecamatan
Cilimus;
Kebun Raya Kuningan di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan;
Balong Dalem di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana;

Balong Kembang di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan;

aa. Situ Cicerem di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;

bb. Air Panas Ciniru di Desa Padamenak Kecamatan Jalaksana;

cc. Air Panas Ciangir di Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin;

dd. Air Panas Subang di Desa Subang Kecamatan Subang; dan
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ee. Gua Indrakila di Desa Indrahayu Kecamatan Ciwaru.
2.1.1.2 Potensi pariwisata budaya
a. Gedung Naskah Perundingan Linggarjati di Desa Linggarjati Kecamatan
Cilimus;
b. Gedung Syahrir di Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus;
c. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
d. Taman Purbakala Cipari di Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur.
2.1.1.3 Potensi pariwisata buatan antara lain Open Space
Gallery di Desa Linggasana, Sangkan Resort Aqua Park
di Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus dan
sebagainya.
2.1.1.4 Potensi Pariwisata Religi antara lain Gua Maria di
Desa Cisantana Kecamatan Cigugur; Makam Syech
Muhibat di Kelurahan Winduhaji dan sebagainya.
Pengembangan potensi di atas dapat ditunjang dengan wisata kuliner yang ada di
daerah seperti tape ketan, dan olahan produk pertanian lainnya.

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang?®.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tentang
Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, Wilayah lzin Usaha
Pertambangan (WIUP) di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yaitu seluas kurang
lebih 46.313 Ha yang terdiri dari Blok A Bukan Logam dan Batuan, Blok B Bukan Logam
dan Batuan, Blok C Bukan Logam dan Batuan, Blok D Bukan Logam dan Batuan, Blok
| Mineral Logam dan Blok Il Mineral Logam.

Panas Bumi (Geotermal), Kabupaten Kuningan memiliki potensi energi panas
bumi yang cukup besar, tersebar di beberapa wilayah dengan kapasitas yang
bervariasi. Prospek Sumber Daya Panas Bumi terkonsentrasi di sekitar Gunung

Ciremai, beberapa di antaranya sudah dilakukan kajian seperti di Desa Sangkanurip
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Kecamatan Cigandamekar, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, dan Desa Ciniru
Kecamatan Japara.

Beberapa prospek utama adalah Sangkanhurip dengan luas reservoir sekitar 2
km?, suhu antara 140-180°C, dan cadangan terduga sebesar 25 MW. Selain itu,
terdapat prospek Ciniru yang memiliki luas reservoir sekitar 8,5 km? dengan cadangan
terduga mencapai 75 MW, serta prospek Pajambon dengan luas 10 km? dan cadangan
sebesar 135 MW.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung air adalah kapasitas maksimum sumber daya air di suatu wilayah
untuk mendukung kebutuhan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan tanpa
menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas sumber daya tersebut. Daya dukung
air mencerminkan keseimbangan antara ketersediaan air (air tanah dan air permukaan)
dengan kebutuhan konsumsi, termasuk untuk rumah tangga, pertanian, industri, dan
ekosistem.

Jika pemanfaatan air melampaui daya dukungnya, maka dapat terjadi berbagai
masalah seperti kekeringan, penurunan muka air tanah, dan kerusakan lingkungan.
Oleh karena itu, pengelolaan air yang bijak sangat diperlukan untuk menjaga
keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan sumber daya air.

Data Daya Dukung Air mengacu pada hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029. Adapun kecamatan
dengan status daya dukung air telah melampaui tertinggi adalah Kecamatan Cilimus
sebesar 1.862,30 Ha dan Kecamatan Cigandamekar sebesar 1.625,52 Ha, yang
dipengaruhi oleh luas wilayah kecamatan yang besar dan merupakan wilayah perkotaan
yang tutupan lahannya didominasi oleh lahan terbangun.

Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Cidahu, Cilebak, Cimahi, Ciniru, Darma,
dan Hantara tidak mengalami kelebihan eksploitasi, dengan angka melampaui daya
dukung sebesar 0%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan air tanah di wilayah tersebut
masih dalam batas yang aman. Kecamatan lainnya memiliki tingkat penggunaan air
yang melampaui daya dukungnya dengan persentase yang bervariasi, seperti Japara
(42,82%), Mandirancan (38,57%), dan Sindangagung (20,78%). Sementara itu,
kecamatan dengan kelebihan pemakaian yang lebih moderat adalah Kuningan (6,99%),
Lebakwangi (14,48%), dan Pasawahan (12,17%). Luasan Daya Dukung Air per

Kecamatan sebagaimana diperlihatkan tabel berikut.
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Tabel 2.13 Luas Daya Dukung Air per Kecamatan

runcat‘e.!

Bappeda Kuningan

No Kecamatan Luas (Ha) No. KeclKLHamatan Luas (Ha)

1 | Ciawigebang 6.035,19 18 | Kadugede 1.808,45
Belum Melampaui 4.917,65 Belum Melampaui 1.700,52
Melampaui 1.117,54 Melampaui 107,93

2 | Cibeureum 3.868,38 19 | Kalimanggis 2.015,93
Belum Melampaui 3.450,76 Belum Melampaui 1.926,71
Melampaui 417,61 Melampaui 89,22

3 | Cibingbin 6.403,24 20 | Karangkancana 6.410,55
Belum Melampaui 5.715,43 Belum Melampaui 6.351,47
Melampaui 687,81 Melampaui 59,08

4 | Cidahu 3.701,61 21 | Kramatmulya 1.685,43
Belum Melampaui 3.701,61 Belum Melampaui 1.521,71

5 | Cigandamekar 2.240,35 Melampaui 163,72
Belum Melampaui 614,83 22 | Kuningan 2.990,94
Melampaui 1.625,52 Belum Melampaui 2.781,75

6 | Cigugur 3.524,98 Melampaui 209,19
Belum Melampaui 3.450,38 23 | Lebakwangi 1.967,80
Melampaui 74,6 Belum Melampaui 1.682,85

7 | Cilebak 4.143,53 Melampaui 284,94
Belum Melampaui 4.143,53 24 | Luragung 4.070,16

8 | Cilimus 3.525,75 Belum Melampaui 4.021,63
Belum Melampaui 1.663,45 Melampaui 48,53
Melampaui 1.862,30 25 | Maleber 5.730,58

9 | Cimahi 5.834,15 Belum Melampaui 5.697,03
Belum Melampaui 5.834,15 Melampaui 33,55

10 | Ciniru 4.971,12 26 | Mandirancan 3.495,96
Belum Melampaui 497112 Belum Melampaui 2.147,53

11 | Cipicung 1.900,16 Melampaui 1.348,43
Belum Melampaui 1.510,43 27 | Nusaherang 1.807,29
Melampaui 389,73 Belum Melampaui 1.735,24

12 | Ciwaru 5.174,91 Melampaui 72,05
Belum Melampaui 5.112,15 28 | Pancalang 1.917,83
Melampaui 62,76 Belum Melampaui 900,76

13 | Darma 5.442,98 Melampaui 1.017,07
Belum Melampaui 5.442,98 29 | Pasawahan 4.921,65

14 | Garawangi 2.981,44 Belum Melampaui 4.322,63
Belum Melampaui 2.836,26 Melampaui 599,02
Melampaui 145,19 30 | Selajambe 3.657,44

15 | Hantara 3.533,30 Belum Melampaui 3.251,81
Belum Melampaui 3.533,30 Melampaui 405,63

16 | Jalaksana 3.916,06 31 | Sindangagung 1.299,56
Belum Melampaui 3.625,96 Belum Melampaui 1.029,56
Melampaui 2901 Melampaui 270

17 | Japara 2.704,77 32 | Subang 4.744,01
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Bappeda Kuningan
No Kecamatan Luas (Ha) No. KeclKLHamatan Luas (Ha)
Belum Melampaui 1.546,66 Belum Melampaui 4.656,13
Melampaui 1.158,11 Melampaui 87,88

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

Secara keseluruhan, data di atas mengindikasikan bahwa beberapa kecamatan

menghadapi tekanan air tanah yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Oleh

karena itu, diperlukan strategi pengelolaan air yang lebih efektif, seperti peningkatan

efisiensi penggunaan air, pengembangan sistem penyimpanan air, dan kebijakan

konservasi yang lebih ketat untuk memastikan ketersediaan air tanah yang

berkelanjutan di masa mendatang.
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Gambar 2.8 Peta Daya Dukung Air
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Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029
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Daya dukung pangan adalah kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan
pangan yang cukup bagi penduduknya secara berkelanjutan. Daya dukung ini
bergantung pada berbagai faktor, seperti luas lahan pertanian, produktivitas pertanian,
ketersediaan air, teknologi pertanian, serta kebijakan pangan dan distribusi.

Jika daya dukung pangan suatu daerah melebihi kebutuhan penduduknya, maka
wilayah tersebut mampu mandiri dalam penyediaan pangan. Sebaliknya, jika daya
dukungnya lebih kecil dari kebutuhan, maka daerah tersebut harus mengimpor atau
mendapatkan pasokan pangan dari wilayah lain. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik
terhadap sumber daya alam, penggunaan teknologi pertanian, serta kebijakan distribusi
pangan sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan suatu daerah.

Berdasarkan data KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029,
terdapat 2 (dua) kecamatan yang tidak memiliki wilayah dengan status daya dukung
telah melampaui, yaitu Kecamatan Selajambe dan Kecamatan Subang, yang berarti
kedua kecamatan tersebut masih memiliki daya dukung pangan yang baik. Adapun
kecamatan dengan status daya dukung pangan telah melampaui tertinggi adalah
Kecamatan Cimahi sebesar 2.225,44 Ha dan Kecamatan Cibingbin sebesar 1.661,44
Ha, yang dipengaruhi oleh luas wilayah kecamatan yang besar. Namun apabila
dianalisis berdasarkan persentasenya, maka Kecamatan Kuningan sebesar 62,42%
dan Kecamatan Kramatmulya sebesar 56,92%, di mana kedua kecamatan tersebut
merupakan wilayah perkotaan yang tutupan lahannya didominasi oleh lahan terbangun.
Luas Daya Dukung Pangan per Kecamatan sebagaimana diperlihatkan tabel berikut.

Tabel 2.14 Luas Daya Dukung Pangan per Kecamatan

No Kecamatan Luas (Ha) No Kecamatan I('::)s
1 | Ciawigebang 6.035,19 17 | Japara 2.704,77
Belum Melampaui 5.047,91 Belum Melampaui 2.012,98
Telah Melampaui 987,28 Telah Melampaui 691,79
2 | Cibeureum 3.916,73 18 | Kadugede 1.808,45
Belum Melampaui 2.918,74 Belum Melampaui 1.343,16
Telah Melampaui 998,00 Telah Melampaui 465,29
3 | Cibingbin 6.967,64 19 | Kalimanggis 2.015,93
Belum Melampaui 5.305,74 Belum Melampaui 1.517,38
Telah Melampaui 1.661,90 Telah Melampaui 498,54
4 | Cidahu 3.701,61 20 | Karangkancana 6.524,07
Belum Melampaui 3.585,16 Belum Melampaui 5.396,54
Telah Melampaui 116,44 Telah Melampaui 1.127,53
5 | Cigandamekar 2.240,35 21 | Kramatmulya 1.685,43
Belum Melampaui 1.344,26 Belum Melampaui 726,12
Telah Melampaui 896,09 Telah Melampaui 959,31

Bab || Gambaran Umum Kondisi Daerah | 33



1

No Kecamatan Luas (Ha) No Kecamatan I(.::)s
6 | Cigugur 3.524,98 22 | Kuningan 2.990,94
Belum Melampaui 2.674,26 Belum Melampaui 1.123,91
Telah Melampaui 850,72 Telah Melampaui 1.867,03
7 | Cilebak 4.263,13 23 | Lebakwangi 1.967,80
Belum Melampaui 3.856,94 Belum Melampaui 1.224,68
Telah Melampaui 406,19 Telah Melampaui 743,12
8 | Cilimus 3.525,75 24 | Luragung 4.070,16
Belum Melampaui 244412 Belum Melampaui 2.728,23
Telah Melampaui 1.081,63 Telah Melampaui 1.341,93
9 | Cimahi 5.834,15 25 | Maleber 5.730,58
Belum Melampaui 3.608,72 Belum Melampaui 5.277,90
Telah Melampaui 2.225,44 Telah Melampaui 452,68
10 | Ciniru 4.971,12 26 | Mandirancan 3.495,96
Belum Melampaui 4.560,54 Belum Melampaui 3.077,73
Telah Melampaui 410,58 Telah Melampaui 418,22
11 | Cipicung 1.900,16 27 | Nusaherang 1.807,29
Belum Melampaui 1.226,62 Belum Melampaui 1.018,22
Telah Melampaui 673,54 Telah Melampaui 789,07
12 | Ciwaru 5.193,00 28 | Pancalang 1.917,83
Belum Melampaui 4.179,55 Belum Melampaui 1.620,75
Telah Melampaui 1.013,45 Telah Melampaui 297,09
13 | Darma 5.442,98 29 | Pasawahan 4.921,65
Belum Melampaui 4.169,25 Belum Melampaui 4.401,45
Telah Melampaui 1.273,73 Telah Melampaui 520,20
14 | Garawangi 2.981,44 30 | Selajambe 3.657,44
Belum Melampaui 1.978,89 Belum Melampaui 3.657,44
Telah Melampaui 1.002,56 31 | Sindangagung 1.299,56
15 | Hantara 3.533,30 Belum Melampaui 746,04
Belum Melampaui 3.338,17 Telah Melampaui 553,52
Telah Melampaui 195,13 32 | Subang 4.744,19
16 | Jalaksana 3.916,06 Belum Melampaui 4,744 19
Belum Melampaui 2.573,02
Telah Melampaui 1.343,04

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029
Dalam mengatasi ketimpangan daya dukung pangan, kecamatan yang masih

dalam kondisi baik perlu diarahkan untuk mempertahankan produktivitasnya, sementara
kecamatan yang sudah mengalami tekanan perlu diintervensi dengan kebijakan yang
tepat melalu optimalisasi lahan pertanian dengan teknologi ramah lingkungan,
konservasi lahan, serta pengembangan sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap

perubahan iklim.
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Gambar 2.9 Peta Daya Dukung Pangan
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, 2025
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Daya Dukung lahan fungsi lindung, Dengan luas wilayah yaitu 206,906,543
Ha, guna lahan fungsi lindung terdapat hutan produksi, lindung setempat, perikanan
(tambak), pertanian (ladang), suaka alam, dan perumahan, perumahan perdagangan
dan jasa. Dilihat pada nilai Daya Dukung Lahan (DDL) tahun 2023 adalah 0,45 yang
berarti bahwa fungsi lindung sedang. Dilihat dari nilai 0,45 maka tergolong tingkat DDL

dalam kategori sedang yaitu antara nilai 0,40-0,60.

D. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Pangan adalah kebutuhan utama bagi manusia untuk bertahan hidup, oleh
karenanya Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban memastikan kecukupan pangan
bagi penduduk. Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil
produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin
pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas,
kualitas, keragaman dan keamanannya.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kuningan menunjukkan tren yang
bervariasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, ketersediaan pangan
utama tercatat sebesar 261,17 kg per kapita per tahun, kemudian meningkat menjadi
274,21 kg pada tahun 2021 dan mencapai 293,61 kg pada tahun 2022. Namun, pada
tahun 2023, angka ini sedikit menurun menjadi 266,9 kg per kapita per tahun, dan
meningkat kembali menjadi 272,03 kg.

Tingkat konsumsi pangan lokal juga mengalami peningkatan, pada tahun 2020,
persentase konsumsi pangan lokal tercatat sebesar 37%, dan terus meningkat menjadi
40% pada tahun 2021, 45% pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai 50% pada tahun
2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam program-program yang
mendorong masyarakat untuk lebih mengonsumsi produk pangan lokal, yang dapat
mendukung ketahanan pangan daerah, namun pada tahun 2024 kembali turun ke
angka 46%.

Selain itu, jumlah lumbung pangan di Kabupaten Kuningan menunjukkan
perkembangan positif, dengan peningkatan jumlah lumbung pangan yang tercatat dari
0 pada tahun 2020 menjadi 5 pada tahun 2023. Hal ini menandakan adanya upaya yang
lebih terorganisir untuk menyimpan dan mengelola cadangan pangan lokal guna
memastikan ketersediaan pangan yang stabil, namun pada tahun 2024 mengalami

penurunan kembali menjadi O.
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Skor pola pangan harapan (PPH) juga mengalami hasil yang stabil dan baik.
Skor PPH tercatat 82,4% pada tahun 2020 dan 2021, kemudian meningkat signifikan
menjadi 93,2% pada tahun 2022 dan 2023, serta meningkat kembali di tahun 2024
menjadi 93,8, yang menunjukkan peningkatan dalam kualitas pola konsumsi pangan
yang lebih bergizi dan seimbang di masyarakat.

Secara keseluruhan, Kabupaten Kuningan menunjukkan kemajuan yang baik
dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan,
konsumsi pangan lokal, dan pengelolaan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas
pola konsumsi pangan di masyarakat.

Tabel 2.15 Kondisi Indikator Pangan Tahun 2020-2024

] Tahun

No Indikator Satuan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1 | Ketersediaan Kg/kap./th | 261,17 | 274,21 | 293,61 | 266,9 | 272,03
Pangan Utama

o Tingkat Konsumsi Persen 37 40 45 50 55
Pangan Lokal

3 | Lumbung Pangan Buah 0 1 3 S 0

4 Skor Pola Pangan Persen 824 82.4 93,2 93,2 93,8
Harapan
Prevelensi

5 | [etdakeukupan Persen | 351 | 373 | 663 | 643 | 583
onsumsi Pangan
(PoU)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan melansir data
tentang desa-desa yang mengalami rawan pangan tahun 2024, sebagai berikut.
Tabel 2.16 Desa Rawan Pangan Tahun 2024

Kecamatan Desa
Karangkancana Jabranti
Ciwaru Sagaranten, Citikur
Cibingbin Sukaharja
Cibeureum Tarikolot
Cimahi Sukajaya, Cimulya
Subang Situgede, Jatisari
Selajambe Padahurip, Selajambe, Ciberung, Kutawaringin, Jamberama
Cilebak Legokherang, Bungurberes, Mandapajaya
Ci Cihideunggirang, Kertawinangun, Bunder, Cibulan, Nanggela,
idahu -
Jatimulya
Kalimanggis Kalimanggis Wetan, Kalimanggis Kulon
Hantara Pakapasan Girang, Cikondang, Tundagan, Bunigeulis, Hantara
Kramatmulya Karangmangu
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Kecamatan Desa
Luragung Benda
Pancalang Patalagan, Sumbakeling, Tenjolayar
Japara Wano
Maleber Garahaji, Padamulya
Darma Cimenga, Sukarasa, Tugumulya
Cipicung Pamulihan, Suganangan, Muncangela
Ciawigebang Lebaksiuh, Sukaraja
Pasawahan Pasawahan
Nusaherang Kertayuga, Windusari, Jambar
Kadugede Sindangjawa, Cisukadana, Margabakti
Garawangi Citiusari, Tembong, Sukaimut, Garawangi, Karamatwangi
Ciniru Pinara, Cipedes, Rambatan, Longkewang, Mungkaldatar
JUMLAH

Sumber: diolah dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan data desa rawan pangan yang tersebar di berbagai kecamatan,
tercatat sebanyak 24 kecamatan yang memiliki desa dengan kondisi rawan pangan.
Total terdapat 63 desa yang termasuk dalam kategori rawan pangan berdasarkan
informasi yang dihimpun. Jumlah desa rawan pangan di setiap kecamatan bervariasi,
yang mencerminkan tingkat kerentanan pangan yang berbeda-beda antar wilayah.
Kecamatan yang tidak terdapat Desa Rawan Pangan sebanyak 8 kecamatan, yaitu
Cigandamekar, Cilimus, Kuningan, Lebakwangi, Cigugur, Jalaksana, Mandirancan dan
Sindangagung.

Kecamatan yang memiliki jumlah desa rawan pangan terbanyak adalah Cidahu,
dengan total 6 desa, yaitu Cihideunggirang, Kertawinangun, Bunder, Cibulan, Nanggela,
dan Jatimulya. Menyusul di bawahnya adalah Selajambe, Hantara, Garawangi, dan
Ciniru, yang masing-masing memiliki 5 desa rawan pangan. Tingginya jumlah desa
rawan pangan di kecamatan-kecamatan ini menunjukkan adanya tantangan besar
dalam hal akses, ketersediaan, dan stabilitas pangan yang mungkin disebabkan oleh

faktor geografis, ekonomi, atau infrastruktur yang belum merata.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Isu lingkungan hidup yang berkembang di Kabupaten Kuningan di antaranya
berupa pencemaran air, persampahan, banjir dan longsor, perubahan fungsi lahan
serta kebakaran hutan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah
memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Meskipun dampak tersebut di atas belum meluas, namun perlu diupayakan
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penanganan secara serius yang melibatkan para pihak dan multisektor, sejak
perencanaan sampai pengawasan. Tidak kalah penting penyusunan database tentang
kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan sangat diperlukan sebagai basis
perencanaan pembangunan ke depan. Salah satu isu lingkungan yang
terdokumentasikan saat ini adalah data tentang layanan persampahan disajikan pada
Tabel berikut ini.

Tabel 2.17 Kondisi Pengelolaan Sampah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024

. Tahun
No Indikator Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
] Sampah Persen 55,94 60,11 61,09 61,75 59,76
' Pengurangan Ton 9.976,68 | 10.120,64 | 11.200 11.718,40 15,728
Sampah Persen 16,55 18,1 22 27,61 8,73
Indeks Kualitas
Lingkungan Poin 67,04 68,91 66,93 71,11 72,05
Hidup (IKLH)
2. - Indeks
. . Poin 48,89 50 51,11 53,83 54,44
Kualitas Air
- Indeks Poin 88,94 86,52 86.96 89,04 92,84
Kualitas Udara
- l';‘ﬁ:r'js tutupan | o0 57,73 68.8 57.05 64.19 63.82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan

Volume Penanganan Sampah meningkat dari tahun 2020 sebesar 95.637 ton
menjadi puncaknya pada tahun 2023 sebesar 111.055 ton, lalu sedikit menurun di tahun
2024 menjadi 108.189 ton. Persentase Penanganan Sampah relatif membaik dari
55,94% (2020) hingga mencapai 61,75% (2023), namun turun menjadi 59,76% di 2024.
Hal ini menunjukkan adanya tren positif dalam penanganan, meski terjadi sedikit
penurunan di akhir periode. Volume Pengurangan Sampah naik cukup signifikan, dari
9.976,68 ton (2020) menjadi 15.728 ton (2024). Namun, persentase pengurangan
sampah justru fluktuatif: meningkat dari 16,55% (2020) hingga mencapai puncaknya
27,61% (2023), lalu anjlok drastis menjadi hanya 8,73% pada 2024. Ini menandakan
ada kendala pada upaya pengurangan sampah di tahun terakhir, meskipun volume
absolutnya meningkat.

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten
Kuningan tahun 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi kualitas lingkungan. Pada tahun
2020 nilai IKLH tercatat sebesar 67,04 poin dan meningkat menjadi 68,91 poin di tahun
2021. Namun, pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan menjadi 66,93 poin,
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sebelum kembali meningkat pada 2023 (71,11 poin) dan 2024 (72,05 poin). Secara
umum tren IKLH menunjukkan perbaikan meskipun sempat menurun di tengah periode.
Jika dilihat dari komponen penyusunnya, Indeks Kualitas Air menunjukkan peningkatan
konsisten dari 48,89 poin di tahun 2020 menjadi 54,44 poin pada 2024. Hal ini
mengindikasikan adanya perbaikan kualitas sumber daya air. Sementara itu, Indeks
Kualitas Udara cenderung stabil di kisaran tinggi, meskipun sempat turun dari 88,94 poin
(2020) menjadi 86,52 poin (2021). Setelah itu, indeks kembali meningkat secara
bertahap hingga mencapai 92,84 poin pada 2024, yang menunjukkan kualitas udara di
Kabupaten Kuningan relatif sangat baik. Untuk Indeks Tutupan Lahan, terlihat fluktuasi
yang cukup signifikan. Pada 2020 berada di 57,73 poin, kemudian meningkat tajam
menjadi 68,8 poin di 2021. Namun, pada 2022 turun lagi menjadi 57,05 poin sebelum
naik kembali menjadi 64,19 poin di 2023, lalu sedikit menurun ke 63,82 poin pada 2024.
Fluktuasi ini menunjukkan dinamika pemanfaatan lahan yang dapat berpengaruh
terhadap daya dukung lingkungan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi antar
indikator, tren IKLH Kabupaten Kuningan menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan
secara umum dalam kurun waktu 2020-2024. Peningkatan terbesar terlihat pada
kualitas air dan udara, sedangkan tutupan lahan masih menunjukkan ketidakstabilan.
Tutupan Lahan, luas total lahan bervegetasi di Kabupaten Kuningan mencapai
87.479,4 Ha, atau sekitar 73,48% dari total penggunaan lahan. Lahan ini mencakup
hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman, belukar, perkebunan, serta lahan
pertanian. Namun, jika lahan pertanian baik pertanian lahan kering maupun pertanian
lahan kering campur Semak dikeluarkan dari perhitungan, maka luas lahan bervegetasi
murni tersisa 45.736,1 Ha, yang setara dengan 38,44% dari total lahan. Area ini terdiri
dari hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman, belukar, dan perkebunan, yang
memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman
hayati, serta fungsi hidrologis. Keberadaan lahan bervegetasi ini menunjukkan bahwa
meskipun terdapat aktivitas pertanian, Kabupaten Kuningan masih memiliki kawasan
hijau yang cukup luas untuk mendukung kelestarian lingkungan. Luasan wilayah
berdasarkan ketinggian disajikan tabel berikut, sementara sebarannya dapat dilihat

pada gambar berikut.
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Tabel 2.18 Luasan Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan

No Ketinggian Luas (ha)

1 Badan Air 576,5
2 Belukar 1.020,8
3 Hutan Lahan Kering Primer 216,7
4 Hutan Lahan Kering Sekunder 12.327,5
5 Hutan Tanaman 29.429,6
6 Perkebunan 2.741,5
7 Permukiman 9.453,8
8 Pertanian Lahan Kering 13.987,3
9 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 27.756,0
10 Sawah 21.572,2

Sumber: Data Penutupan Lahan tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tabel di atas menunjukkan bahwa lahan pertanian di Kabupaten Kuningan
mencakup 41.743,3 Ha, atau sekitar 35,04% dari total penggunaan lahan. Lahan ini
terdiri dari pertanian lahan kering seluas 13.987,3 Ha dan pertanian lahan kering
campur semak yang mencapai 27.756,0 Ha. Selain itu, terdapat sawah dengan luas
21.572,2 Ha, yang menunjukkan bahwa aktivitas pertanian di daerah ini cukup
beragam, mencakup tanaman pangan, hortikultura, serta sistem pertanian lahan basah

dan kering.
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Gambar 2.10 Peta Penutupan Lahan
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F. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan lklim

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kabupaten
Kuningan terus menunjukkan upaya peningkatan dalam hal ketertiban umum dan
penanggulangan bencana selama periode 2020 hingga 2024, Kesiapsiagaan dan upaya
pencegahan dalam rangka pengurangan risiko bencana juga mengalami peningkatan
signifikan, dengan persentase naik dari 85% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun
2024, menunjukkan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Penanganan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga menunjukkan perbaikan, meskipun
sempat menurun dari 85% pada tahun 2020 menjadi 80% di tahun 2021, namun kembali
meningkat hingga 93% pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya tantangan
dalam menjaga ketahanan wilayah secara menyeluruh. Jumlah desa tangguh bencana
yang terbentuk juga menunjukkan fluktuasi cukup tajam, dari hanya 2 desa pada 2020—
2021, melonjak menjadi 30 desa pada 2022, namun kembali menurun menjadi 18 desa
pada tahun 2024.

Tabel 2.19 Kondisi Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2020-2024

. Tahun

No Indikator Satuan 5520 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1 | Persentase pencegahan % 85 92,31 92 100 100
dan kesiapsiagaan
dalam rangka
pengurangan risiko
bencana

2 | Persentase penanganan % 85 80 81 97 93
rehabilitasi dan
rekonstruksi Pasca
Bencana

3 | Jumlah Desa Tangguh Desa 2 2 30 5 18
yang terbentuk

4 | Indeks Risiko Bencana Nilai | 154 | 147,14 | 142,33 | 133,71 | 134,40

Sumber : BPBD Kabupaten Kuningan, 2025
Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi

terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan
demografis maupun karena ulah manusia. Menurut Data BPBD Kabupaten Kuningan,
sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan (76,18 persen) diprediksi memiliki
kerawanan bencana alam tingkat menengah.

Tabel 2.20 Luasan Kawasan Rawan Bencana

No Tingkat Kerawanan Luas (Ha) Persentase

1. | Rendah 8.741,42 7,35
2. | Menengah 90.620,14 76,18
3. | Tinggi 19.588,31 16,47

Sumber : BPBD Kabupaten Kuningan, 2025
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Berdasarkan hasil inventarisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Kuningan dan UPT Pemadam Kebakaran (UPT Damkar), bencana alam
yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kuningan di antaranya yaitu gerakan tanah
terutama longsor, letusan gunung api, gempa bumi, kekeringan, banjir bandang, banjir
geomorfologis, dan cuaca ekstrem. Bencana yang paling sering terjadi yaitu tanah
longsor, angin kencang, dan banjir. Data kejadian bencana secara rinci ditampilkan tabel
berikut.

Tabel 2.21 Data Kejadian Bencana Alam Tahun 2020-2024

. Jumlah Kejadian

No Jenis Bencana

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 Tanah Longsor 158 161 228 161 154
2 | Gerakan Tanah 15 3 6 4 2
3 | Tanah Amblas 2 - - - 1
4 | Gempa Bumi 2 - 1 - 16
5 | Banjir 15 9 28 8 22
6 | Abrasi 1 - - -
7 | Angin Kencang / Puting Beliung 24 26 26 29 37
8 | Sambaran Petir 1 2 2 4 1
9 | Kebakaran Hutan/Lahan 6 - 3 48 25
10 | Kekeringan 1 - - 18 9
11 | Kebakaran Rumah / Gedung 14 8 16 15 29
12 | Bangunan Ambruk 21 13 20 10 25
13 | Orang Hanyut - 2 - 2 -
14 | Orang Tenggelam - 2 4 - 5
15 | Orang Hilang - - - 2 -

Total 260 226 334 301 326

Sumber: BPBD Kabupaten Kuningan dan UPT Damkar Kabupaten Kuningan 2025

Dalam lima tahun terakhir, kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kuningan
menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, tercatat
260 kejadian bencana, yang kemudian menurun menjadi 226 kejadian pada 2021,
namun kembali meningkat signifikan hingga mencapai 334 kejadian pada 2022.
Meskipun jumlah kejadian sedikit menurun pada 2023 (301 kejadian), angka tersebut
kembali naik pada 2024 menjadi 326 kejadian. Beberapa bencana dengan frekuensi
tinggi adalah tanah longsor, angin kencang/puting beliung, serta kebakaran rumah atau
gedung. Gempa bumi yang relatif jarang terjadi mengalami lonjakan signifikan pada 2024
dengan 16 kejadian. Selain itu, kebakaran hutan/lahan juga mengalami peningkatan

tajam pada 2023 sebelum kembali menurun pada 2024.
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Gambar 2.11 Peta Kawasan Rawan Bencana
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Kerentanan Gerakan Tanah, merupakan fenomena dinamis alam untuk
mencapai kondisi baru akibat adanya gangguan keseimbangan terhadap tanah yang
terjadi, baik terjadi secara alamiah ataupun buatan. Gerakan tanah mencakup berbagai
jenis pergerakan massa tanah dan batuan yang dapat terjadi akibat faktor alam maupun
aktivitas manusia. Beberapa bentuk gerakan tanah yang umum terjadi antara lain tanah
longsor, rayapan tanah, jatuhan, tanah amblas atau subsidence, pergerakan lateral,
aliran bahan rombakan atau debris flow. Gerakan tanah yang umum terjadi di
Kabupaten Kuningan yaitu longsor, rayapan, amblasan, dan aliran bahan rombakan.
Gerakan tanah biasanya terjadi pada kawasan berbukit ketika musim hujan.

Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, Badan Geologi
Kementerian ESDM, kawasan rentan gerakan tanah di Kabupaten Kuningan terbagi
menjadi kawasan rentan gerakan tanah sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, alur
aliran bahan rombakan, dan danau. Adapun luas kawasan rawan gerakan tanah dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22 Luasan Kerentanan Gerakan Tanah

No Kerentanan Gerakan Tanah Luas (Ha) Persentase
1. | Sangat Rendah 6.843,67 5,73
2. | Rendah 42.138,68 35,29
3. | Menengah 53.368,90 44,69
4. | Tinggi 15.893,92 13,31
5. | Alur Aliran Bahan Rombakan 814,17 0,68
6. | Danau 349,97 0,29
Jumlah 119.409,31 100,00

Sumber : Peta Zona Kerawanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan
berada pada kerentanan gerakan tanah rendah hingga menengah. Kawasan dengan
kerentanan tinggi umumnya berada di wilayah selatan yang kondisi topografinya
berbukit.
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Gambar 2.12 Peta Kerentanan Gerakan Tanah
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Kawasan Rawan Letusan Gunung Api, Gunung Ciremai yang terletak di
perbatasan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka merupakan gunung api
strato (stratovulkan) yang masih aktif hingga saat ini. Meskipun aktivitas vulkaniknya
relatif jarang dibandingkan gunung api lainnya di Indonesia, Gunung Ciremai memiliki
riwayat letusan yang tercatat dalam sejarah vulkanologi.

Letusan terakhir Gunung Ciremai terjadi pada tahun 1951 dan tergolong sebagai
letusan freatik. Letusan jenis ini terjadi akibat interaksi air dengan panas magma di
bawah permukaan, menghasilkan semburan uap panas, abu vulkanik, dan material
ringan lainnya. Letusan tersebut berskala kecil hingga sedang, tidak menimbulkan
kerusakan signifikan, tetapi cukup untuk mengingatkan masyarakat akan potensi
bahaya dari aktivitas vulkanik gunung ini. Selain itu, beberapa letusan kecil lainnya
diduga terjadi pada abad ke-17, menghasilkan aliran lava dan material piroklastik yang
membentuk sebagian lanskap gunung hingga saat ini.

Karakter letusan Gunung Ciremai umumnya bersifat eksplosif, meskipun dalam
skala yang terbatas. Potensi bahaya dari letusan ini meliputi lontaran material vulkanik,
sebaran abu yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, hingga aliran piroklastik
pada letusan besar. Selain itu, material vulkanik yang tertinggal di lereng gunung
berisiko terbawa air hujan, memicu lahar yang berbahaya bagi permukiman di sekitar
gunung.

Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Ciremai, luasan yang
berpotensi terlanda bencana dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73 Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api

No Kerentanan Gerakan Tanah Luas (Ha) Persentase
1. | Berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran 4.455,67 23,95%
lava, dan aliran lahar
2. | Berpotensi terlanda aliran lahar 2.514,23 13,51%
3. | Selalu terancam aliran awan panas, gas 231,80 1,25%
beracun, dan aliran lava
4. | Selalu terancam lontaran batu pijar dan hujan 417,43 2,24%
abu lebat
5. | Berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran 2.375,23 12,77%
lava, dan aliran lahar
6. | Berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan 8.609,59 46,28%
dapat terkena lontaran batu pijar
Jumlah 18.603,95 100%
Sumber: Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Ciremai, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana
Geologi.

Bab || Gambaran Umum Kondisi Daerah | 48



Gambar 2.13 Peta Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunu
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Kawasan Rawan Banjir Bandang, Kabupaten Kuningan, dengan karakteristik
geografis yang mencakup daerah pegunungan/perbukitan, lembah, dan aliran sungai,
memiliki potensi terjadinya banjir bandang, terutama pada musim hujan dengan
intensitas tinggi. Topografi Kuningan yang berbukit dan curam di beberapa wilayah,
terutama di kawasan hulu sungai, dapat memicu aliran air yang deras saat hujan lebat,
meningkatkan risiko banjir bandang di daerah hilir. Selain itu, berkumpulnya air di
sungai besar seperti Sungai Cisanggarung dan Sungai Cijangkelok berpotensi
menyebabkan terjadinya banjir geomorfologis di beberapa wilayah seperti Kecamatan
Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cimahi, dan
Kecamatan Luragung. Pada kondisi tersebut, meskipun tidak terjadi banjir bandang,
beberapa permukiman dapat terendam oleh luapan air sungai, seperti yang pernah
terjadi di Desa Datar Kecamatan Cidahu dan Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin.

Menurut BPBD Kabupaten Kuningan, kawasan rawan banjir memiliki luas sekitar
14.140,59 Ha. Dari luas tersebut, sebagian besar berada pada tingkat kerawanan
menengah (59,53 persen) dan hanya sebagian kecil berada pada tingkat kerawanan
tinggi (2,72 persen).

Tabel 2.24 Luasan Kawasan Rawan Banjir Bandang

No. Tingkat Kerawanan Luas (Ha) Persentase
1. | Rendah 5.337,86 37,75
2. | Menengah 8.417,72 59,53
3. | Tinggi 385,02 2,72

Sumber : BPBD Kabupaten Kuningan, 2024
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Gambar 2.14 Peta Kawasan Rawan Banjir Bandang
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Gempa Bumi, aktivitas gempa tektonik di Kabupaten Kuningan sering dikaitkan
dengan keberadaan Sesar Baribis. Sesar Baribis khususnya segmen Ciremai memiliki
karakteristik sebagai sesar geser aktif dengan potensi pergerakan yang dapat
menyebabkan gempa berkekuatan sedang hingga besar. Beberapa peristiwa gempa
bumi telah terjadi di Kabupaten Kuningan, seperti gempa berkekuatan 4,1 magnitudo
pada 25 Juli 2024 yang menyebabkan kerusakan bangunan. Selain itu, gempa
berkekuatan 3,8 magnitudo pada 22 Desember 2022 juga tercatat dipicu oleh aktivitas
Sesar Baribis. Selain sesar baribis, sesar yang teridentifikasi berada di Kabupaten
Kuningan yaitu Sesar Cibingbin. Sesar ini memiliki panjang sekitar 4,52 kilometer dan
membentang dari barat laut ke tenggara, melewati Desa Ciangir, Sindangjawa, dan
Cipondok. Dengan kondisi geologis yang rentan terhadap gempa bumi, penting bagi
masyarakat dan pemerintah setempat untuk meningkatkan mitigasi bencana guna
mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.

Cuaca Ekstrem, fenomena cuaca ekstrem, khususnya angin kencang, kerap
terjadi di daerah tropis, termasuk Kabupaten Kuningan, terutama saat peralihan dari
musim kemarau ke musim hujan. Hal ini diakibatkan karena adanya pengaruh
hembusan angin monsun yang datang dari arah Australia. Secara umum angin kencang
menerjang wilayah pegunungan atau dataran tinggi dan daerah-daerah dengan
vegetasi kurang, serta dipengaruhi pula oleh letak matahari dan kondisi topografi. Angin
ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca seperti
peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak
lurus dengan permukaan bumi (kulminasi). Adanya fenomena angin kencang ini
berpotensi mengakibatkan berbagai kerugian yang cukup besar seperti kerugian fisik
maupun ekonomi sehingga diperlukan upaya dalam penanggulangannya.

Klimatologi, Kabupaten Kuningan memiliki iklim tropis dengan dua musim
utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2024, rata-rata suhu udara
tahunan mencapai 28,1°C atau naik 0,1°C dari tahun 2023, suhu minimum rata-rata
tahunan sebesar 24,7°C atau naik 0,6°C dari tahun 2023, sedangkan suhu maksimum
rata-rata tahunan mencapai 33,2°C atau turun 0,7°C dari tahun 2023, dengan
kelembaban rata-rata 77,75 persen atau turun 0,6 persen dari tahun 2023, dan
kecepatan angin rata-rata 27,5 knot (Kuningan Dalam Angka tahun 2025).

Tabel 2.25 Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan

No Curah Hujan Luas (ha) Persentase
1 | 2000 - 2500 mm 18.254,9 15,33
2 | 2500 -3000 mm 70.310,2 59,04
3 | 3000 - 3500 mm 27.779,1 23,33
4 | 3500 -4000 mm 2.736,4 2,30
Jumlah 119.080,6 100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025
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Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.25, Wilayah Kabupaten Kuningan memiliki
curah hujan antara 2.000 sampai dengan 4.000 mm/tahun di mana sebagian besar

wilayahnya (58,91 persen) memiliki curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun.
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Gambar 2.15 Peta Curah Hujan
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Kondisi demografi pada tahun 2024 berdasarkan data Kuningan Dalam Angka

2025 (BPS), jumlah penduduk mencapai

1.213.927 jiwa (Laki-laki: 614.594 jiwa;

perempuan: 593.095 jiwa) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,04 persen.

Kepadatan penduduk pada tahun 2024 tercatat 1.016,61 jiwa per km?. Komposisi

penduduk menurut umur tergolong ke dalam piramida expansive atau piramida

penduduk muda, sesuai dengan gambar 2.16 dan tabel 2.22 di bawah ini.

Gambar 2.16 Piramida Penduduk Tahun 2024

PIRAMIDA PENDUDUK TAHUN 2024
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Tabel 2.26 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
Tahun 2020-2024
. Tahun
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Demografi
1. | Jumlah Penduduk 1.167.686 | 1.180.391 | 1.196.017 | 1.201.764 | 1.213.927
a. Laki-laki 592.009 598.254 602.415 608.669 614.594
b. Perempuan 575.677 582.137 586.596 593.095 593.095
c. Rasio 102,84 102,77 102,7 102,63 102,55
Kepadatan
2. Penduduk (jiwa/km) 978 989 995,74 1.006,42 | 1.016,61
Laju Pertumbuhan
3. Penduduk (persen) 1,17 1,09 1,04 1,05 1,04
Jumlah Penduduk
4. | menurut Kelompok
umur (jiwa)
a. 0-14 277.965 276.433 275.713 276.989 276.947
b. 15-64 798.083 806.294 816.115 821.316 828.867
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Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
c. 65+ 91.638 97.664 74.347 103.459 108.113
Angka Beban
5. Tanggungan (ABT) 46,31 46,40 46,55 46,32 46,46

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Jumlah penduduk pada periode tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2020 tercatat 1.167.686 jiwa, kemudian naik menjadi 1.213.927 jiwa pada
2024. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 1,04—1,17 persen, yang
menunjukkan laju pertumbuhan relatif stabil. Dari sisi jenis kelamin, jumlah penduduk
laki-laki konsisten lebih banyak dibanding perempuan, dengan rasio jenis kelamin
berada pada kisaran 102,55—-102,84. Artinya, terdapat sekitar 103 laki-laki untuk setiap
100 perempuan.

Jika ditinjau dari kepadatan penduduk, terjadi peningkatan dari 978 jiwa/km? pada
tahun 2020 menjadi 1.016,61 jiwa/km? pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan
tekanan terhadap lahan dan potensi meningkatnya kebutuhan layanan publik seiring
pertambahan jumlah penduduk. Berdasarkan kelompok umur, penduduk usia 0-14
tahun relatif stabil di kisaran 276 ribu jiwa, yang menandakan jumlah anak-anak
cenderung konstan. Sementara itu, kelompok usia 15-64 tahun (usia produktif)
meningkat dari 798.083 jiwa (2020) menjadi 828.867 jiwa (2024). Kenaikan ini
menunjukkan adanya potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas juga
meningkat cukup signifikan, dari 91.638 jiwa (2020) menjadi 108.113 jiwa (2024). Hal ini
menandakan adanya tren penuaan penduduk yang perlu diantisipasi dengan kebijakan
kesehatan dan perlindungan sosial. Sementara itu, Angka Beban Tanggungan (ABT)
berada di kisaran 46,31-46,55, yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif
menanggung sekitar 46 penduduk nonproduktif (usia 0—14 tahun dan 65+). Angka ini
relatif stabil sepanjang periode, sehingga beban demografi tidak mengalami perubahan

signifikan.
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Gambar 2.17 Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Kuningan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 - 2029

PETA
SEBARAN PENDUDUK

v
AR
R Y,

st

KABUPATEN CIREBON

i
11715

4 - > : = ' ®  Kanlor Cumal
KABUPATEN f - ; ! 2 { Batas Administrasi
MAJALENGKA 1 N == Ratas Kabupatan
== Bates Kecamatan

Pernubungan:

—— Juar) Nasional
— Jaan Provinel

s ——— Jaian Kaoupaten

s Perairan
~ S KABUPATEN BREBES SN Smget it Pt
At )

i~ % G Sungai | intas Kabupaten
; - | . PROVINSLIAWA TENGAH Gungel Kabepaten

S

Aa

Waduk
i Penduduk
] - a ar ] 020w
P T : N 4 : ; i | 3-150mwa
- = § i e T o-a2.me
; - ; f g - = 3 s B s-6rome
i Tl g . ! s B ce-c0ume

iwaru

J N=y % :.:lllll he ;i
= ) S

: N N
KABUPATEN CIAMIS

KABUPATEN CILACAP 5 E
PROVINSt JAWA TENGAH Sl pa L b R vt Pt o £ o 50 P
e N . (e

'\’a\,‘.

2z hun 3024

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah | 57



1
r ra I‘\CCIKE'..

Bappeda Kuningan

.\

1L

21.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi
Perkembangan PDRB tahun 2020-2024, pemerataan ekonomi tidak terlepas dari
perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju
pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan, lebih rinci
sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.27 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020-2024

. Tahun

Indikator | Satuan 550075021 | 2022 | 2023 | 2024
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
a. Nilai PDRB
Atas Dasar
Harga Miiar | 55 618,87 | 26.919,10 | 20.519,83 | 32.544,89 | 35.535,77
Berlaku Rupiah
(ADHB)
Atas Dasar
Harga Miliar | 46 882 76 | 17.483,02 | 18.450,34 | 19.418,73 | 20.507,27
Konstan Rupiah
(ADHK)
b. PDRB Ribu 21996 | 22,891 | 24,827,21 | 27,080,93 | 29.273,40
Per Kapita Rupiah

Sumber: Kuningan Dalam Angka 2025
Adapun untuk melihat nilai Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan

Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan per lapangan usaha dapat dilihat dalam tabel
sebagai berikut.

Tabel 2.28 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2020—2024

Lapangan Tahun

Usaha 2020 2021 2022 2023 2024**
Pertanian,
A Kehutanan, dan | 6.302,21 | 6.435,08 | 7.026,81 7.723,37 8.253,92
Perikanan
Pertambangan
dan Penggalian
c Industri 557,69 | 610,72 663,71 719,05 805,34

Pengolahan

Pengadaan
Listrik dan Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah, 26,32 28,56 30,01 31,11 36,69
Limbah dan
Daur Ulang

Kategori

312,73 369,59 375,77 407,76 419,64

22,38 25,49 27,32 28,79 27,63
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Kategori

Lapangan

Tahun

Usaha

2020

2021

2022

2023*

2024**

F

Konstruksi

2.090,20

2.342,69

2.533,80

2.750,90

2.868,04

Perdagangan
Besar dan
Eceran;
Reparasi Mobil
dan Sepeda
Motor

3.586,95

3.673,81

4.106,71

4.424,73

4.773,35

Transportasi
dan
Pergudangan

3.591,64

3.673,81

4.353,13

5.194,09

6.276,13

Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

466,23

484,72

568,47

641,89

692,77

Informasi dan
Komunikasi

1.094,15

1.154,70

1.211,23

1.306,64

1.483,02

Jasa Keuangan
dan Asuransi /

1.414,09

1.557,61

1.667,16

1.789,77

1.913,27

Real Estat

655,42

732,08

798,74

865,88

913,01

M,N

Jasa
Perusahaan

112,74

123,82

145,33

161,89

156,32

Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Waijib

940,97

932,41

919,34

958,83

1.045,15

Jasa
Pendidikan

3.182,13

3.374,44

3.638,16

3.924,13

4.127,25

Jasa Kesehatan
dan Kegiatan
Sosial

401,02

440,21

473,30

514,21

521,23

R,S,T,U

Jasa lainnya

842,00

847,60

980,84

1.101,86

1.223,00

Produk
Domestik
Regional Bruto

25.618,87

26.929,10

29.519,83

32.544,89

35.535,77

Sumber : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan Tahun 2020 sd 2024
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.29 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2020—2024

Kategori | Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023*) 2024**)

Pertanian,

A Kehutanan, dan 359162 | 367549 | 3.812.00 | 3.89439 | 3.64468
Perikanan

B Pertambangan 21743 | 24514 243 51 245,97 262,35
dan Penggalian

c Industri 41625 | 43015 45398 475,00 502,71
Pengolahan

D Pengadaan Listrk | 4 79 16,77 17,36 17.90 19,20
dan Gas

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah | 59




1
1/ /g !'qucggge..
Kategori | Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023%) 2024**)
Pengadaan Air,
E Pengelolaan
Sampah, Limbah 16,32 17,36 17,85 18,36 20,81
dan Daur Ulang
F Konstruksi 143351 | 153420 | 1.579,41 1.659,77 1.709,76
Perdagangan
G Besar dan Eceran; |, o596 | 275105 | 2.862,89 | 298216 | 299173
Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan 228791 | 229342 | 2.580,10 2.837,97 3.403,93
Pergudangan
Penyediaan
I Akomodasi dan 307,84 310,70 349,94 374,25 395,07
Makan Minum
J Informasi dan 1.142,56 | 1.223,60 | 1.304,80 1.402,17 1.655,75
Komunikasi
Jasa Keuangan 859,97 | 903,64 894,50 936,16 974,68
dan Asuransi /
L Real Estat 554,89 618,42 653,07 695,21 770,49
M,N Jasa Perusahaan 75,83 82,81 92,48 98,86 91,96
Administrasi
Pemerintahan,
o) Pertahanan dan 540,31 531,67 525,34 538,67 566,57
Jaminan Sosial
Waijib
P Jasa Pendidikan 1.843,53 | 1.896,95 | 2.020,36 2.130,30 2.280,56
Jasa Kesehatan
Q dan Kegiatan 292,77 314,78 333,66 350,25 372,65
Sosial
R,S,T,U | Jasa lainnya 631,27 636,86 708,17 761,35 844,38
Produk D°g‘§ftgk Regional | 4 28576 | 17.483,02 | 18.450,32 | 19.418.73 | 20.507,27

Sumber Data : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan Tahun 2020 sd 2024

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum menunjukkan percepatan
yang memadai membutuhkan kebijakan akselerasi pembangunan terutama peningkatan
potensi sektor-sektor unggulan. Dengan basis ekonomi dari sektor pertanian, pariwisata
dan jasa perdagangan serta usaha kecil dan menengah perlu memfokuskan prioritas
pembangunan ke sektor-sektor tersebut, di antaranya adalah:

a. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan masih merupakan penyumbang terbesar
perekonomian, namun setiap tahun distribusinya terus menurun. Data lima tahun
terakhir menunjukkan produksi dan produktivitas pertanian berfluktuasi dan cenderung
menurun, hal tersebut dimungkinkan disebabkan kondisi musim maupun terus
berkurangnya luas lahan yang dimiliki petani, sehingga perlu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut :
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1) Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;
2) Optimalisasi lahan tadah hujan;

3) Optimalisasi pemanfaatan lahan;

4) Pemotongan rantai perdagangan saprotan;

5) Perlindungan terhadap kegagalan panen; dan

6) Diversifikasi usaha pertanian.

b. Mengingat banyaknya pengurangan tenaga kerja perempuan, perlu ada upaya
terobosan untuk pengembangan industri rumah tangga yang didukung dengan
penyediaan sarana prasarana maupun pemasarannya serta peningkatan SDM.

c. Pengembangan destinasi dan usaha pariwisata daerah.

d. Peningkatan promosi pariwisata.

Laju Pertumbuhan Ekonomi, hal lain yang perlu disikapi dengan bijak adalah
tekanan terhadap lingkungan akibat kegiatan perekonomian. Sejalan dengan kebijakan
pembangunan Kabupaten Kuningan yang mengacu pada implementasi kabupaten
konservasi maka sektor ekonomi produktif diarahkan pada kegiatan ekonomi ramah
lingkungan.

Tabel 2.30 Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2020-2024

Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Target -2,42-1,51 | 1,75-2,65 | 1,90-3,00 2,00-3,45 0,19-7,20
Capaian 0,11 3,56 5,53 5,25 5,61

Sumber : RPJMD 2018-2023, RPD 2024-2026 dan BPS Kab. Kuningan, 2025
Capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi meningkat pada tahun 2022
sebesar 5,53, namun di tahun 2023 sedikit terkoreksi menjadi 5,25 dan di tahun 2024
naik menjadi 5,61, dari data tersebut sampai tahun 2024 capaian LPE masih di atas
Provinsi Jawa Barat (4,95) dan Nasional (5,03). Adapun perbandingan pertumbuhan
ekonomi dengan Kabupaten tetangga berada di atas Kabupaten Indramayu (2,18), di
bawah Kabupaten Cirebon (5,83) dan Kabupaten Majalengka (6,38).

Tabel 2.31 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Jawa Barat dan
Nasional Tahun 2020-2024

Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
LPE Kuningan 0,11 3,56 5,53 5,25 5,61
LPE Jabar (-2,52) 3,74 5,45 5,00 4,95
LPE Nasional (-2,07) 3,69 5,31 5,05 5,03

Sumber : BPS, Kab. Kuningan,2025
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Gambar 2.18 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan
dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

8
6
4
: ]
0 . . .
Kuningan Cirebon Majalengka Indramayu
s LPE 5.61 5.83 6.38 2.18

Sumber : data olahan Bappeda, Kab. Kuningan,2025
Indeks Gini Ratio, merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan
pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1.
Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian
pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan
ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga
kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk

meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat

diperkecil.
Tabel 2.32 Target dan Capaian Indikator Indeks Gini Ratio Tahun 2020-2024
Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Target <0,38 <0,38 <0,38 <0,38 0,336
Capaian 0,361 0,349 0,345 0,351 0,372

Sumber : BPS Kab. Kuningan,2025
Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2024 berada pada
level menengah dengan besaran 0,372, lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 0,351 poin,
kondisi ini masih dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah
0,4. Capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,421 dan Nasional
sebesar 0,381.

Tabel 2.33 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kuningan, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

Tahun 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Indeks Gini Ratio Kuningan 0,361 | 0,349 | 0,345 | 0,351 | 0,372
Indeks Gini Ratio Jabar 0,398 | 0,406 | 0,417 | 0,425 | 0,421
Indeks Gini Ratio Nasional 0,385 | 0,381 | 0,381 | 0,388 | 0,381

Sumber : BPS, Kab. Kuningan, 2025
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Gambar 2.1 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kuningan dan
Kabupaten Sekitar Tahun 2024

Indeks Gini Ratio Tahun 2024
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Sumber : data olahan Bappeda, Kab. Kuningan,2025
Kabupaten Kuningan berada pada level menengah dengan besaran 0,372 yang

masih cukup jauh di bawah angka Jawa Barat yang mencapai 0,421 Kondisi tersebut
menggambarkan pendapatan masyarakat Kuningan masih relatif lebih merata
dibandingkan Jawa Barat secara umum. Jika dihubungkan dengan pengeluaran per
kapita yang masih relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat
Kuningan cenderung merata di level menengah bawah. Kondisi tersebut juga didukung
oleh data hasil PPLS, di mana tercatat masih cukup tinggi penduduk yang tidak tergolong
miskin namun masih berada sedikit di atas garis kemiskinan (penduduk mendekati
miskin dan rentan miskin).

Dengan demikian intervensi pemerintah di bidang ekonomi perlu
mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulus sektor-sektor
yang digeluti oleh penduduk menengah bawah sehingga tercipta pertumbuhan yang
optimal dan sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan penduduk (redistribution with
growth). Seperti pengembangan industri yang berbasis bahan-bahan pertanian lokal
(agroindustriy yang selain efektif dalam menciptakan nilai tambah juga dapat
menstimulus perkembangan (efek pengganda) sektor pertanian di Kabupaten Kuningan.
Selain itu, pengembangan industri pariwisata juga sangat efektif menstimulus
pengembangan UKM, karena karakter pengeluaran wisatawan yang cenderung produk-
produk spesifik daerah selain untuk hotel dan restoran. Hal yang juga tidak kalah
pentingnya adalah memperbaiki daya beli masyarakat di wilayah Kuningan selatan yang
masih banyak terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena minimnya investasi diwilayah

tersebut. Pemerintah perlu memancing investor untuk menanamkan modal, dengan cara
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memperbaiki infrastruktur dan regulasi yang nyaman bagi investor.

Indeks Gini Ratio Kabupaten Kuningan selalu lebih rendah dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada tahun 2024 indeks gini ratio Kabupaten
Kuningan sebesar 0,372, sedangkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing
sebesar 0,421 dan 0,381 Selain itu, perbandingan indeks gini ratio Kabupaten Kuningan
sebesar 0,372 dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten

Indramayu masing-masing sebesar 0,379, 0,354, dan 0,306.

Kemiskinan, merupakan salah satu isu penting nasional. Kemajuan sosial dan
ekonomi saat ini masih menyisakan masalah kemiskinan, baik di tingkat nasional
maupun regional salah satunya terjadi di Kabupaten Kuningan. Adapun data dari
kemiskinan Kabupaten Kuningan dapat dilihat ditabel berikut.

Tabel 2.34 Kemiskinan Tahun 2020-2024

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Garis Kemiskinan
(Rp/Kap/bulan)
Jumlah Penduduk
Miskin (Ribu Jiwa)
Persentase Penduduk
Miskin (Persen)
Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

352,358 | 358,069 | 371.665 | 402.767 | 420.867

139,20 143,315 140,25 133,88 131,83

12,82 13,10 12,76 12,12 11,88

Meskipun garis kemiskinan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024, namun persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Dapat
dilihat pada tahun 2022 sebesar 12,76 persen, lalu mengalami penurunan sampai
dengan tahun 2024 sebesar 11,88 persen.

Dari hasil pendataan dengan metode Garis Kemiskinan hasil SUSENAS, diprediksi
pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dibandingkan tahun
sebelumnya, yakni sebesar 16.040 jiwa, atau dari semula 123.160 jiwa menjadi 139.200
jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut menyebabkan naiknya persentase
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tahun 2020 dan menjadi 13,10 persen
pada tahun 2021.

Memasuki tahun 2024, walau masih sangat terasa dampak kenaikan harga barang
di Kabupaten Kuningan namun pergerakan perekonomian membuat jumlah penduduk
miskin mengalami sedikit penurunan. Menurut cacatan BPS, pada tahun 2024 terjadi

penurunan penduduk miskin sebesar 2 ribu jiwa lebih, sehingga persentase penduduk
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yang berada di bawah GK menjadi sebesar 11,88 persen.

Persentase Penduduk Miskin selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi
Jawa Barat dan Nasional. Pada tahun 2024 persentase kemiskinan Kabupaten
Kuningan sebesar 11,88 persen, sedangkan di provinsi Jawa Barat dan Nasional
masing-masing sebesar 7,46 persen dan 9,03 persen.

Tabel 2.35 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan,
Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Kemiskinan | 1565 | 4310 | 1276 | 12,12 11,88
Kuningan
Persentase Kemiskinan 7 88 8.40 8.06 762 7 46
Jabar
Pergentase Kemiskinan 9.78 10,14 9,57 9.36 9,03
Nasional

Sumber : BPS, 2025

Pasca pandemi Covid-19, pemerintah pusat maupun daerah berusaha keras
untuk membangkitkan aspek ekonomi dan menjaga agar inflasi dapat tetap terkendali.
Upaya tersebut cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan. Jika dibandingkan
dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu,
karakteristik pergerakan angka kemiskinannya relatif sama sejak tahun 2020. Ketika
yang satu naik, yang lain juga naik dan ketika yang satu turun, yang lain juga turun
dengan besaran yang bervariasi. Hal ini kemungkinan karena kabupaten-kabupaten
tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama terutama dalam hal masih dominannya
sektor pertanian sehingga masih banyak warganya yang bekerja di sektor pertanian.

Masyarakat petani cenderung miskin karena berbagai faktor yang saling
berkaitan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun struktural. Salah satu penyebab
utamanya adalah kepemilikan lahan yang terbatas. Banyak petani hanya memiliki lahan
kecil (kurang dari 0,5 Ha), bahkan sebagian besar hanya bekerja sebagai buruh tani
dengan penghasilan yang rendah. Selain itu, harga komoditas pertanian yang tidak stabil
membuat pendapatan petani sering tidak menentu, terutama karena mereka tidak
memiliki daya tawar yang kuat terhadap tengkulak atau pasar. Di sisi lain, biaya produksi
yang tinggi akibat mahalnya pupuk, benih, dan pestisida semakin memperparah kondisi
mereka, sementara keuntungan yang diperoleh sering kali sangat kecil.

Ketergantungan petani terhadap tengkulak juga menjadi faktor yang
memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sulitnya akses terhadap modal menyebabkan

petani terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi, yang akhirnya membuat mereka
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terjebak dalam lingkaran utang. Selain itu, keterbatasan teknologi dan minimnya inovasi
dalam pertanian membuat produktivitas mereka tetap rendah, karena banyak yang
masih menggunakan metode tradisional. Tantangan lain yang dihadapi adalah
perubahan iklim dan risiko bencana alam seperti banjir atau kekeringan yang dapat
merusak hasil panen. Hal ini semakin diperburuk dengan akses pasar yang tidak
menguntungkan, di mana petani harus melewati rantai distribusi yang panjang, sehingga
keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara dibandingkan mereka sendiri.

Gambar 2.19 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan
dan Kabupaten Tetangga Tahun 2020-2024
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Kab. Indramayu 10.7 13.04 12.77 12.13 11.93
Kab. Majalengka 11.43 12.33 11.94 11.21 10.82

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem diperlukan keterpaduan dan
sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,
termasuk sektor swasta dan masyarakat umum. Kabupaten Kuningan ditunjuk sebagai
lokasi percontohan program linieritas pengentasan kemiskinan oleh Badan Percepatan
Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI). Strategi kebijakan
sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, meliputi :
a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan

c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka, merupakan perbandingan antara banyaknya
orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah
bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Adapun data tingkat

pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Kab. 11,22 11,68 9,81 9,49 7,78
Kuningan

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 sebesar 9,49 persen,
sedangkan pada tahun 2024 TPT mengalami penurunan sebesar 1,71 persen dari 9,49
persen menjadi 7,78 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat
7,78 persen dari penduduk usia angkatan kerja yang menganggur/tidak bekerja.

Meskipun angka pengangguran terus menurun, tantangan masih ada, terutama
dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Kabupaten Kuningan memiliki Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih di bawah rata-rata Jawa Barat,
menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat usia produktif yang belum terserap ke
dalam dunia kerja. Oleh karena itu, upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja,
investasi dalam pendidikan vokasi, serta pengembangan sektor industri yang lebih luas
masih diperlukan untuk memastikan penurunan angka pengangguran yang
berkelanjutan.

Tingkat pengangguran terbuka adalah angka yang dihitung dengan dasar
penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa
digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke
atas. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9,81 persen.
Sedangkan untuk tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan
menjadi 7,78 persen, namun hal ini masih berada di atas Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Sedangkan perbandingan Tingkat Pengangguran
Terbuka dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Kuningan sebesar 7,78 persen,
Kabupaten Cirebon sebesar 6,74 persen, Kabupaten Majalengka sebesar 4,01 persen
dan Kabupaten Indramayu sebesar 6,25 persen.

Tabel 2.37 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kuningan,
Provinsi dan Nasional

Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) Kuningan 11,22 11,68 9,81 9,49 7,78

Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) Jabar 10,46 9,82 8,31 7,44 6,75
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Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) Nasional

7,07 6,49 5,86 5,32 4,91

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan
Kabupaten Indramayu, hanya Kabupaten Kuningan yang mengalami kenaikan Tingkat
Pengangguran Terbuka pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perantau
yang bekerja di luar Kabupaten Kuningan, terpaksa kembali ke daerah dan menjadi
pengangguran karena terjadinya pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi berangsur
melandai Tingkat Pengangguran Terbuka di masing-masing daerah terus mengalami
penurunan hingga tahun 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kuningan yang lebih tinggi
dibandingkan kabupaten tetangga kemungkinan disebabkan oleh semakin
berkembangnya investasi manufaktur di ketiga kabupaten tersebut. Semakin banyak
investasi berarti semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, dan semakin banyak
pula tenaga kerja yang dapat diserap.

Gambar 2.20 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Kuningan dan Kabupaten Tetangga Tahun 2020-2024
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e=@==TPT Kab. Kuningan 11.22 11.68 9.81 9.49 7.78
TPT Kab. Cirebon 11.52 10.38 8.11 7.65 6.74
TPT Kab. Indramayu 9.21 8.3 6.49 6.46 6.25
TPT Kab. Majalengka 5.84 5.71 4.16 4.12 4.01

Sumber : Bappeda Kab. Kuningan, 2025

B. Kesehatan Untuk Semua

Persentase Balita Stunting mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga
2023. Pada tahun 2020, prevalensi balita stunting tercatat sebesar 7,38%, lalu menurun
menjadi 6,21% pada tahun 2021. Namun, angka ini kembali mengalami sedikit
peningkatan menjadi 6,6% di tahun 2022, dan melonjak lebih tinggi menjadi 7,81% pada
tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa setelah sempat mengalami perbaikan,
masalah stunting kembali meningkat dan memerlukan perhatian lebih serius, terutama

dalam hal pemenuhan gizi ibu dan anak, pelayanan kesehatan dasar, serta edukasi

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah | 68



keluarga.

1L

.\

Tabel 2.38 Persentase Balita Stunting Tahun 2020-2024

r ranco

Bappeda Kuningan

ge!

Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Balita Stunting (persen) 7,38 6,21 6,6 7,81 7,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2025

Selain itu kesehatan untuk semua yang dilaksanakan di Kabupaten Kuningan

dapat dilihat dari indikator Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi dan Angka

Kematian Ibu. Secara rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39 Indikator Umum Kesejahteraan Tahun 2020-2024

it sat 2020 2021 2022 2023 2024
ndikator atuan Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target Capaian Target Capaian
UHH Tahun 7328 | 7359 | 7337 | 7378 | 7345 | 7403 | 7353 74,91 74,60 75,22
. kasus per
fingka Kematian | 400 ribu 22 27 22 42 21 24 21 21 23 13
orang
Angka Kematian | kasus per |, g 4,14 4,04 2,95 4,03 513 4,02 9,25 6,32 8,46
Bayi 1000
Harapan Lama
Sokamt (LS, Tahun 12,1 1222 | 1214 | 1223 | 1219 | 12,24 12,23 12,26 12,68 12,27
Rata -Rata Lama
Sokaiah (RL8) Tahun 7.41 7.38 7.46 7,57 7,52 7,88 76 7.89 8,00 7.90
8.967- 9.042- 9.116- 9.190-
Pengeluaran 000 Rp 9003 9.459 9,092 9.409 9181 9.620 9271 10.011 9.933 10.418
Indeks Kesehatan | Poin 81,97 | 8245 | 8223 | 8274 | 8245 | 8312 | 8267 84,48 8832722' 82,74*
Indeks HLS Poin 6722 | 9789 | 6756 | 6756 | 6778 | 6800 | 6804 68,11 70,47 70,47
Indeks RLS Poin 4940 | 9047 | 5004 | 902 | 5047 | 5253 | 5061 52,60 53,32 53,32
Indeks Pendidikan | Poin 5831 | 59,18 | 60,41 | 59,97 | 6058 | 6027 | 6077 60,36 6611‘%%' 61,89*
. . 66,12- 66,22- 66,23- 66,33- 69,72-
Indeks Daya Beli Poin 66.39 68,44 66.59 68,27 66.70 68,95 66.91 70,17 7024 n/a
IPM Poin 6839 | 6938 | 6926 | 69,71 6945 | 70,16 | 69,66 70,99 77%‘2%' 71,56

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) Angka sementara

Berdasarkan tabel di atas, Perkembangan angka harapan hidup penduduk dari

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, seiring perbaikan pola hidup dan

peningkatan sarana pendukung kesehatan bagi penduduk. Menurut angka UHH tahun

2024, sejak umur nol tahun penduduk memiliki kesempatan hidup sampai dengan umur

75,22 tahun, untuk capaian angka kematian ibu dan kematian bayi cenderung fluktuatif

pada 3 (tiga) tahun terakhir.

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah | 69




1
r ra I‘\CCIKE'..

Bappeda Kuningan

.\

1L

C. Pendidikan berkualitas yang merata

Dimensi pengetahuan yang meliputi indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Kuningan
meningkat hingga mencapai kelas 3 SMA atau Diploma 1 sejak tahun 2022 sampai dengan
tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari kontribusi penduduk berumur 7 tahun ke
atas yang masih bersekolah pada pendidikan formal maupun non formal. Semakin besar
mereka yang sedang mengikuti pendidikan pada umur 7 tahun ke atas, maka akan
semakin tinggi harapan lama sekolah yang akan dicapai.

Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas sejak tahun 2022 sampai
dengan tahun 2024 sudah menginjak pada tingkatan kelas 1 SMP atau paling tinggi kelas
2 SMP. Kemampuan penduduk dalam capaian rata-rata lama sekolah masih berada pada
tingkatan pendidikan SMP ke bawah menunjukkan kualitas penduduk dilihat dari aspek
pendidikan masih relatif rendah, dengan capaian hanya sampai kelas 1 atau 2 SMP.
Pengeluaran per kapita mencapai 9.620 juta rupiah pada tahun 2022, 10.011 juta rupiah
pada tahun 2023 dan 10.418 juta rupiah pada tahun 2024. Pengeluaran per kapita
cenderung meningkat dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Sisi pengeluaran memberikan
dampak kepada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama
pada komoditas-komoditas yang sebagian besar dikonsumsi oleh penduduk.

Meskipun IPM terus mengalami peningkatan, akan tetapi lajunya relatif lebih lambat
dibandingkan dengan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten
Majalengka. IPM Kabupaten Kuningan pernah diatas ketiganya di tahun 2020, namun
Kabupaten Cirebon mengejar dan lebih unggul di tahun 2023 dan diperkirakan
Kabupaten Majalengka akan mendahului di tahun 2025, lalu Kabupaten Indramayu di
tahun 2027. Hal ini kemungkinan disebabkan terutama oleh adanya peningkatan daya
beli masyarakat. Salah satu faktor pengungkitnya yaitu meningkatnya investasi di bidang
industri/manufaktur di ketiga kabupaten tersebut. Keberadaan industri manufaktur dapat
meningkatkan daya beli masyarakat karena adanya upah yang stabil dan lebih tinggi

dibandingkan sektor informal.
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Gambar 2.21 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022-2024
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=@ |PM Kab. Kuningan ~ 69.38 69.71 70.16 70.99 71.56 72.11 72.65 73.20
IPM Kab. Cirebon 68.75 69.12 70.06 71.81 72.3 73.19 74.08 74.96

IPM Indramayu 67.29 67.64 68.55 70.19 70.72 71.58 72.44 73.29

IPM Majalengka 67.59 67.81 68.56 70.76 71.37 72.32 73.26 74.21

Sumber : Bappeda, Kab. Kuningan,2025
* Data proyeksi

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) adalah pendekatan sistematis untuk
membantu rumah tangga miskin dan rentan untuk lebih siap menghadapi, mengatasi,
dan beradaptasi dengan berbagai guncangan. Ini adalah evolusi dari perlindungan sosial
tradisional yang lebih berfokus pada risiko siklus hidup (misalnya, kemiskinan kronis,
usia tua, disabilitas), dengan menambahkan kemampuan untuk merespons guncangan
berskala besar dan tak terduga seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi.

Perlindungan sosial merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional yang
inklusif dan berkeadilan. Dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti bencana alam,
krisis ekonomi, pandemi, serta dampak perubahan iklim, diperlukan sistem perlindungan
sosial yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga adaptif dan antisipatif.

Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) hadir sebagai pendekatan integratif yang
menghubungkan program bantuan sosial, jaminan sosial, dan respons kebencanaan
untuk membangun ketangguhan masyarakat. Dalam kerangka PSA, jaminan sosial
tenaga kerja dan jaminan kesehatan memainkan peran penting dalam memberikan
kepastian perlindungan bagi masyarakat, khususnya pekerja sektor formal dan informal,

serta kelompok rentan.
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Program jaminan sosial tenaga kerja, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua, memberikan perlindungan atas risiko ekonomi yang
dihadapi pekerja. Sementara itu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memastikan akses

layanan kesehatan yang setara bagi seluruh penduduk, termasuk pada masa krisis.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju adalah dua konsep yang saling
melengkapi dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis,
inklusif, dan berkelanjutan. Keduanya sering kali diangkat sebagai visi dalam
pembangunan jangka panjang suatu bangsa. Kondisi ini dapat ditunjukkan oleh indikator
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) seperti pada tabel berikut.
Tabel 2.40 Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020-2024

Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
IKUB 67,46 72,39 78,27 76,02 76,49

Sumber: Kesbangpol, 2025

F. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
Pembangunan keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat
yang inklusif dapat ditunjukkan dengan ketercapaian pembangunan pada Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua
ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi
pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang
menunjukkan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang
harus diwujudkan bersama. Selama kurun waktu lima tahun ke belakang pencapaian
IDG daerah menunjukkan posisi di atas capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat, namun
pencapaian IPG pada kurun waktu yang sama masih menunjukkan posisi daerah di
bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat. Pada indikator yang berkontribusi
terhadap pencapaian IPG dan IDG, selain dipengaruhi faktor eksternal yaitu kebijakan
pemerintah, aksesibilitas perempuan terhadap sumber daya pembangunan, juga karena
belenggu stereotype bahwa perempuan harus berada di ranah publik, tidak dapat
dielakkan. Oleh karena diperlukan langkah-langkah afirmatif untuk mewujudkan
pencapaian IPG dan IDG yang terus meningkat dari waktu ke waktu, melalui peningkatan

capaian indikator pembentuknya.
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Tabel 2.41 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender
Tahun (IDG) dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Indikat Tahun
ndikator 2020 2021 2022 2023 2024
Kabupaten
PG | Kaninean 86,81 86,97 87.17 87,31 88
Jawa Barat 89.20 89.36 89.80 90,23 90.17
Kabupaten 70,54 73.04 73.67 73,47 78.86
IDG Kuningan
Jawa Barat 70.24 70.62 71.22 71.74 72.76

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing
(competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan
ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai
tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri
dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi

dan sumber daya manusia.

Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), pada tahun 2025 Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN) menyusun buku Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024. Data
yang digunakan dalam perhitungan IDSD ini distandardisasi dengan rumus minmax
sehingga didapat skor 0-5. Skor pilar daya saing merupakan agregasi skor indikator
pembentuknya yang dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik. Setiap pilar daya
saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama
dalam perhitungan skor indeks. Skor akhir IDSD dihitung melalui agregasi skor pilar daya
saing dengan menggunakan metode perhitungan yang sama. Skor IDSD Kabupaten
Kuningan menurut pilar-pilarnya sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.42 Skor Pilar-Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024

Pilar Komponen Indikator Skor Indeks
Pilar 1 : Kejahatan Terorganisir 4,91
Institusi Keamanan Tingkat Pembunuhan

4,92
(Rate)
Transparansi Anggaran 5,00
Checks and balances Sistem Pemerintahan 500
Berbasis Elektronik ’
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Pilar Komponen Indikator Skor Indeks
Kinerja Instansi
Pemerintah 5,00
Pelaksangan RgformaS| 5,00
Birokrasi
Upaya Pence'gahan 467
Korupsi
Transparansi Hak Atas Kepemilikan 4,41
Kualitas Administrasi
Pertanahan 4,29
Orientasi Masa Depan Pemerintah ngl|<_at pengelolaan 5,00
ingkungan
Indeks Pilar Institusi 4,82
Pilar 2: Pemenuhan Standar
Infrastruktur Pelayanan Minimal 5,00
Infrastruktur Transportasi (Darat) Aksesibilitas Jalan
Kualitas Infrastruktur
5,00
Jalan
Infrastruktur Transportasi (Jalur Layanan Infrastruktur 0.00
Kereta Api) Kereta Api ’
Infrastruktur Transportasi (Udara) Layanan Infrastruktur 0,25
Bandara
Infrastruktur Transportasi Layanan Infrastruktur 2 40
(Pelabuhan) Pelabuhan ’
Infrastruktur Utilitas (Kelistrikan) Rasio Elektrifikasi 5,00
. , Akses Air Minum Layak 4,83
Infi k I A
nfrastruktur Utiitas (Air) Tingkat Kehilangan Air 2.26
Indeks Pilar Infrastruktur 3,09
Pilar 3: Adopsi Pengguna Telepon 460
TIK ) Seluler ’
Adopsi TIK Jangkauan Jaringan 4G 5,00
Pengguna Internet 3,72
Indeks Pilar Adopsi TIK 444
Pilar 4: Pertumbuhan Deflator 317
Stabilitas PDRB '
Ekonomi Kapasitas Fiskal Daerah 2,31
Makro . : Stabilitas Pertumbuhan
Stabilitas Ekonomi Makro Ekonomi (2021-2023) 4,56
Indesz) Ketahanan 455
angan
Nilai Investasi 2,38
Indeks Pilar Stabilitas Ekonomi Makro 3,39
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Pilar Komponen Indikator Skor Indeks
Pilar 5: .
Kesehatan Angka Harapan Hidup 411
Indeks Pilar Kesehatan 411
Pilar 6: Rata-rata Tahun Sekolah 4,30
Keterampilan i
p Tenaga Kerja Saat Ini Keterampilan Lulusan 0,00
Kemudahan Menemukan
; . 4,26
Pekerja Terampil
Angka Harapan Sekolah 4,41
Berpikir Kritis dalam 318
Tenaga Kerja Masa Depan Mengajar ’
Rasio Murid-Guru 4.41
Sekolah Dasar ’
Indeks Pilar Keterampilan 3,43
Pllagrz:dlzisar Persaingan Domestik Persaingan Sektor Jasa 5,00
Indeks Pilar Pasar Produk 5,00
Pilar 8: Pasar Kebijakan Pasar Tenaga 157
Tenaga Kerja Fleksibilitas Kerja Aktif ’
Upah Pekerja 4,01
Meritokrasi dan Insentif Kesetaraan Upah . 4,33
Perempuan dan Laki-laki
Indeks Pilar Pasar Tenaga Kerja 3,31
Pilar 9: Sistem Kredit Swasta Terhadap 500
Keuangan PDRB Harga Berlaku ’
Nilai Akad Kredit Usaha 131
Kedalaman Rakyat (Ruplah).
Persentase premi
asuransi jiwa dan non- 046
jiwa terhadap PDRB '
ADHB
Indeks Pilar Sistem Keuangan 2,25
Pilar 10: PDRB ADHK 2010 (Miliar
Ukuran Pasar Ukuran Pasar Rupiah) 4,40
Indeks Pilar Ukuran Pasar 4,40
Pilar 11: Pertumbuhan Nomor 456
Dinamika Persyaratan Administrasi Induk Berusaha (NIB) ’
Bisnis Kinerja Pelayanan Publik 4,89
Indeks Pilar Dinamika Bisnis 472
Pllar'1.2: Keanekaragaman dan Kolaborasi Keanekaragaman 2,74
Kaabilitas Tenaga Kerja
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Pilar Komponen Indikator Skor Indeks
Inovasi Pengembangan Klaster 3,39
Publikasi limiah 3,28
Aplikasi Kekayaan

Riset FI)ntelektual (BP/(I) 4,20
Belanja Riset 1,78
Indeks Keunggulan 086

Lembaga Riset '
Komersialisasi Aplikasi Merek Dagang 4,19
Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi 2,92
Total Indeks Kab. Kuningan IDSD 2024 3,82

Sumber : IDSD 2024, BRIN

Berdasarkan hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kuningan tahun
2024, diperoleh skor total sebesar 3,82 dari skor maksimal 5,00, yang mencerminkan
tingkat daya saing daerah yang cukup baik namun masih memiliki ruang untuk perbaikan
di beberapa sektor. Pilar dengan skor tertinggi adalah Pilar 7: Pasar Produk dengan nilai
sempurna 5,00, menunjukkan tingkat persaingan sektor jasa yang sangat kuat. Disusul
oleh Pilar 1: Institusi dengan skor 4,82, yang mencerminkan tata kelola pemerintahan
yang baik, transparansi tinggi, dan keamanan yang cukup terjaga. Pilar lain yang
menonjol adalah Pilar 11: Dinamika Bisnis (4,72), Pilar 10: Ukuran Pasar (4,40), dan
Pilar 3: Adopsi TIK (4,44), mengindikasikan pertumbuhan administrasi bisnis dan adopsi
teknologi yang positif.

Namun demikian, terdapat beberapa pilar dengan skor rendah yang perlu
mendapatkan perhatian khusus, seperti Pilar 9: Sistem Keuangan (2,25) yang
dipengaruhi oleh rendahnya nilai akad Kredit Usaha Rakyat dan premi asuransi, serta
Pilar 2: Infrastruktur (3,09) yang terkendala oleh layanan infrastruktur transportasi jalur
kereta api dan bandara dengan skor sangat rendah. Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro
juga menunjukkan skor

moderat 3,39, yang menandakan perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah dan
nilai investasi. Pilar 6: Keterampilan (3,43) memperlihatkan masih lemahnya
keterampilan lulusan dan aspek berpikir kritis dalam pendidikan. Pilar 12: Kapabilitas
Inovasi menjadi salah satu tantangan terbesar dengan skor 2,92, terutama pada

indikator belanja riset dan kualitas lembaga penelitian.

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah | 76



1
r ra I‘\CCIKE'..

Bappeda Kuningan

.\

1L

Tabel 2.43 Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tetangga, Jawa Barat dan Nasional

Tahun 2024
No. Kab./Kota Skor IDSD

1 Kab. Kuningan 3,82
2 | Kab. Cirebon 3,80
4 | Kab. Majalengka 3,68
3 | Kab. Indramayu 3,34
5 | Kab. Sumedang 3,92
6 | Kab. Subang 3,68
7 | Kota Cirebon 3,95
Prov. Jawa Barat 3,88

Nasional 3,43

Sumber : IDSD 2024, BRIN

Secara umum, Kabupaten Kuningan menunjukkan performa yang baik pada aspek
kelembagaan, persaingan pasar, dan transformasi digital. Namun, untuk meningkatkan
daya saing secara menyeluruh, diperlukan strategi yang lebih terfokus pada peningkatan
infrastruktur, sistem keuangan, inovasi, serta kualitas tenaga kerja dan pendidikan.
Upaya kolaboratif lintas sektor dan keberlanjutan program menjadi kunci dalam

mendorong pertumbuhan dan daya saing yang lebih tinggi di masa depan.

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan, Pengeluaran konsumsi rumah
tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang
menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio
atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan
kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat
diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata
pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan
pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai
tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, di mana semakin rendah persentase
pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat
perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan
makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat
berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan
untuk membeli makanan.

Data pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di Kabupaten Kuningan
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menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total
Rp1.157.538,
Rp1.211.685 di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup

pengeluaran mencapai kemudian meningkat signifikan menjadi
tajam menjadi Rp1.100.725. Meski demikian, angka ini kembali meningkat menjadi
Rp1.155.616 pada 2023 dan Rp1.161.901 di tahun 2024.

Pengeluaran untuk makanan secara umum tetap menjadi komponen terbesar,
dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp668.912. Sedangkan
pengeluaran bukan makanan cenderung stabil, walaupun sempat turun pada 2022
menjadi Rp479.513, sebelum kembali mendekati angka sebelumnya di tahun-tahun
berikutnya. Data ini mencerminkan pola konsumsi masyarakat yang relatif seimbang
antara kebutuhan makanan dan bukan makanan, dengan kecenderungan beradaptasi
terhadap kondisi ekonomi tahunan.

Tabel 2.44 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan
Tahun 2020-2024

. Tahun
= fellgter Satuan —5-9 2021 2022 2023 2024
1| Makanan Rp. |614.074 |668.912 |621.212 |612.843 |627.711
2 | Bukan Makanan | Rp. | 543464 |542.773 |479513 |542.773 |534.190
Jumiah Rp. | 1.157.538 | 1.211.685 | 1.100.725 | 1.155.616 | 1.161.901

Sumber: BPS Kab. Kuningan

B. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional
llImu Pengetahuan dan Teknologi, IPTEK merupakan investasi strategis dalam
pembangunan nasional yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang,
termasuk pada level daerah seperti Kabupaten Kuningan. Inovasi, sebagai hasil dari
penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, menjadi indikator penting daya saing
daerah. Hubungan antara IPTEK dan inovasi bersifat timbal balik, di mana IPTEK
melahirkan inovasi, dan inovasi mendorong perkembangan IPTEK. Dalam konteks ini,
Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat
peran IPTEK dan inovasi di daerah. Melalui partisipasinya dalam Program Smart City
dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bekerja sama
dengan Telkom University, Kuningan berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang berbasis teknologi digital. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong

pemanfaatan teknologi di sektor pertanian, seperti irigasi tetes dan budidaya hidroponik,
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guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Inisiatif seperti Kuningan
Digital Valley turut dikembangkan untuk memperkuat literasi digital dan pemberdayaan
SDM lokal, termasuk generasi muda. Berbagai inovasi ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Kuningan serius dalam menjadikan IPTEK sebagai fondasi pembangunan
daerah yang berkelanjutan, adaptif, dan berdaya saing tinggi, baik secara sosial maupun
ekonomi.

Dari aspek inovasi untuk mengukur keberhasilan dari inovasi daerah, dapat
ditunjukkan dengan capaian nilai Indeks Inovasi Daerah (1ID). Indeks Inovasi Daerah
merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu
menciptakan dan menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik. Indeks ini mencerminkan kapasitas daerah dalam menjawab
tantangan pembangunan melalui pendekatan yang kreatif, efektif, dan adaptif. Dengan
penguatan inovasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing,
efisiensi layanan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pada tahun
2024, IID Kabupaten Kuningan mencapai 29,82 poin.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan
yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam
kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tabel 2.45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

Indikator Tahun
2020 2021 2022 | 2023 | 2024
TPAK (persen) 60,01 60,23 6180 | 6195 | 6584

Sumber: KDA tahun 2024 dan tahun 2025
Berdasarkan data BPS Kabupaten Kuningan, TPAK menunjukkan fluktuasi namun

secara umum cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan,
dalam periode 2020-2024, TPAK naik 5,83 poin persentase, dari 60,01% menjadi
65,84%. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami gangguan akibat
pandemi, partisipasi tenaga kerja pada akhirnya berhasil pulih dan bahkan melampaui

tingkat sebelum pandemi.

C. Transformasi Digital
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian

dari transformasi digital pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
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efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui
integrasi sistem dan layanan digital, SPBE diharapkan dapat menyederhanakan proses
birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implementasi SPBE juga
menjadi indikator penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif
terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus mendukung pencapaian
reformasi birokrasi secara berkelanjutan

Tabel 2.46 Capaian SPBE Tahun 2020-2024

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

SPBE N/A 2,24 2,88 3,39 3,57
Sumber: Kemenpan-RB, 2024

Indeks SPBE sudah mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 0,18 poin
menjadi 3,57 poin, namun dalam pelaksanaannya masih perlu upaya peningkatan
penerapan SPBE dengan menyiapkan manajemen peningkatan SPBE, Arsitektur SPBE

dan evaluasi kinerja SPBE daerah.

D. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Identifikasi dan Analisis Pusat Pertumbuhan

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah tersebut dapat dikembangkan melalui program
strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah secara signifikan, antara lain
dengan pengembangan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan hasil
pertanian dan perkebunan dan Pengembangan pariwisata. Berikut pusat-pusat
pertumbuhan wilayah.

1. Pusat Pertumbuhan Wilayah Perkotaan

Kecamatan Kuningan, Ciawigebang, Cilimus, Luragung, dan Mandirancan
merupakan pusat pertumbuhan wilayah perkotaan yang memiliki wilayah pelayanan
kabupaten. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah perkotaan di daerah dapat
dilakukan melalui program/proyek strategis berikut:

a. Pembangunan jalan tol Kuningan-Cirebon: Jalan tol ini akan menghubungkan
daerah dengan Cirebon, sehingga akan meningkatkan konektivitas antar wilayah
dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah.

b. Pengembangan kawasan wisata: Pengembangan kawasan wisata perkotaan akan

mendorong pertumbuhan pariwisata di daerah.
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2. Pusat Pertumbuhan Wilayah Pedesaan

Desa Cibingbin, Cidahu, Cigugur, Darma, dan wilayah pedesaan lainnya
merupakan pusat pertumbuhan wilayah pedesaan di daerah. Pengembangan pusat
pertumbuhan wilayah pedesaan di daerah dapat dilakukan melalui program/proyek
strategis kawasan perdesaan sebagai berikut:

a. Pengembangan infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi
umum untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

b. Pengembangan pertanian dan perkebunan: Pengembangan pertanian dan
perkebunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pedesaan.

c. Pengembangan pariwisata: Pengembangan pariwisata alam dan budaya untuk
meningkatkan daya tarik wisata daerah.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan program/proyek strategis
tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat daerah secara merata.

E. Stabilitas Ekonomi Makro

Inflasi, merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan
kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung
secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya
permintaan (demand) dan penawaran (supply). Pada tahun 2024, perhitungan inflasi
Kabupaten Kuningan, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota
Cirebon, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan
tahun sebelumnya, di mana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah
mencapai 1,34 persen.

Tabel 2.47 Capaian Inflasi Kota Cirebon Tahun 2020-2024

Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

Capaian 1,16 1,81 4,86 3,22 1,34
Sumber : BPS, 2025
Berdasarkan data BPS, inflasi Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir

menunjukkan dinamika yang cukup beragam, mencerminkan pengaruh situasi nasional
dan global terhadap stabilitas harga di tingkat daerah. Dalam periode tersebut, inflasi
mengalami puncak di tahun 2022 dengan 4,86% dan titik terendah di 2024 sebesar
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1,34%. Pola ini menunjukkan bahwa setelah guncangan harga tinggi pada 2022,
pengendalian inflasi berjalan efektif hingga mampu menurunkan tekanan harga secara
signifikan dalam dua tahun berikutnya.

Tabel 2.48 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

el 2020 2021 2022 2023 2024
Inflasi Kota 116 1,81 4,86 3.22 1,34
Cirebon
Inflasi Jabar 218 1.69 6.04 248 1.64
Inflasi Nasional 1.68 1.87 551 261 154

Sumber : BPS, 2025
Inflasi Kota Cirebon lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi Jawa Barat dan

Nasional masing-masing pada tahun 2024 berturut-turut sebesar 1,10 persen, 1,64
persen dan 1,54 persen. Pada tahun 2024 inflasi mengalami penurunan yang cukup

besar baik di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja
yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, baik pada urusan wajib dan
urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum
dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan
hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan
desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan
informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan
olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata,
pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian,

perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

A. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar
maupun tidak terkait pelayanan dasar.
1. Pendidikan

Pendidikan adalah pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Negara agar

dimungkinkan untuk diakses oleh warga, terutama pada jenjang pendidikan dasar, di
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mana jenjang ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten untuk menjamin akses
dan kualitas pelayanan pendidikan dasar. Kondisi pendidikan terus mengalami
perbaikan dari waktu ke waktu, terutama dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan hingga akses masyarakat terhadap pendidikan. Berikut adalah sajian data-

data terkait dengan bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.49 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2020-2024

. . Tahun
No.| Jenjang Pendidikan =550 501 T 2022 | 2023 | 2024
1 | SD/MI/Sederajat 9521 | 9526 | 99,99 | 99.78 | 98,52
2 | SMP/MTs/ Sederajat 79.90 | 79,82 | 79,63 | 83,64 | 81,30
3 | SMA/SMK/MA/Sederajat | 64,73 | 67,61 | 66,86 | 64,01 | 6555

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025
Angka Partisipasi Murni (APM) selama periode 2020-2024 menunjukkan tren

positif terutama pada jenjang pendidikan dasar. APM jenjang SD/MI/Sederajat
konsisten tinggi, meningkat dari 95,21% pada 2020 menjadi hampir sempurna pada
2022 (99,99%), dan tetap di atas 98% hingga 2024, mencerminkan keberhasilan dalam
menjangkau anak usia sekolah dasar. Di jenjang SMP/MTs/Sederajat, APM relatif stabil
di kisaran 79-83%, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada 2023 (83,64%), meskipun
sedikit di APM
SMA/SMK/MA/Sederajat cenderung lebih rendah dan fluktuatif, berada di kisaran 64—

67%, menunjukkan bahwa partisipasi siswa pada jenjang pendidikan menengah atas

menurun tahun  berikutnya. Sementara itu, jenjang

masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2020-2024

. i Tahun
— ey Feelellen 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | SD/MI/Sederajat (%) 98,60 | 100,72 | 101,70 | 104,68 | 102,72
2 | SMP/MTs/ Sederajat (%) 97,63 | 96,55 | 80,53 | 8594 | 90,03
3 | SMA/SMK/MA/Sederajat (%) | 78,03 | 79,03 | 77,93 | 77,88 | 85,86

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025
Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa tingkat

keterlibatan penduduk dalam pendidikan cukup tinggi, terutama pada jenjang
pendidikan dasar. APK jenjang SD/MI/Sederajat konsisten melebihi 100% sejak tahun
2021, mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 104,68%, yang mengindikasikan
bahwa tidak hanya anak usia sekolah dasar yang terdaftar, tetapi juga mereka yang di

luar usia resmi, seperti yang terlambat masuk sekolah. Di jenjang SMP/MTs/Sederajat,
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terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 80,53%, namun angka ini
kembali meningkat hingga mencapai 90,03% di tahun 2024, menunjukkan adanya
perbaikan partisipasi. Sementara itu, jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat memiliki APK
terendah, meskipun terdapat tren peningkatan dari 78,03% pada tahun 2020 menjadi
85,86% pada tahun 2024. Secara umum, APK menunjukkan bahwa akses pendidikan
di Kabupaten Kuningan cukup baik, terutama di jenjang dasar, namun tetap diperlukan
upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pada jenjang menengah dan atas.

Tabel 2.51 Ketersediaan Gedung Sekolah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2020-2024

. Tahun
No. Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 |SD
Jumlah gedung sekolah 657 658 656 657 658
2 |SMP
Jumlah gedung sekolah 108 109 111 120 120

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2025
Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), jumlah gedung tercatat sebanyak 657 unit

pada tahun 2020, mengalami sedikit peningkatan menjadi 658 pada tahun 2021, lalu
menurun menjadi 656 pada tahun 2022. Namun demikian, jumlah tersebut kembali
meningkat menjadi 657 pada tahun 2023 dan stabil di angka 658 pada tahun 2024.
Sementara itu, jumlah gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan tren
peningkatan yang lebih konsisten. Tercatat sebanyak 108 gedung pada tahun 2020,
kemudian bertambah menjadi 109 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut dengan
111 gedung pada tahun 2022 dan melonjak signifikan menjadi 120 gedung pada tahun
2023, serta tetap pada jumlah yang sama di tahun 2024.

Tabel 2.52 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2020-2024

. Tahun
e el 2020 2021 2022 | 2023 | 2024
1 | SD
~ Jumlah Guru 6.753 6.570 | 6.668 | 6.939 | 6.101
~ Jumlah Murid 101.438 | 99.346 | 98.302 | 96.947 | 97.345
~Rasio 01:15,0 | 01:151 | 01:14,7 | 01:14,0 | 01:16,0
2 | SMP
- Jumlah Guru 2.537 2494 | 2502 | 2674 | 2.490
~ Jumlah Murid 40.396 | 41.145 | 40.397 | 40.668 | 41.879
_Rasio 01:15,9 | 01:16,5 | 01:16,2 | 01:15.2 | 01:16,8

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2025
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Menengah Pertama (SMP) menunjukkan dinamika yang menarik selama periode tahun
2020 hingga tahun 2024. Pada jenjang SD, jumlah guru sempat menurun dari 6.753
pada tahun 2020 menjadi 6.570 pada tahun 2021, lalu mengalami kenaikan menjadi
6.939 pada tahun 2023, namun kembali turun menjadi 6.101 pada tahun 2024.
Sementara itu, jumlah murid SD menunjukkan tren penurunan dari 101.438 murid di
tahun 2020 menjadi 96.947 pada tahun 2023, meskipun sedikit meningkat menjadi
97.345 pada 2024. Rasio guru terhadap murid di jenjang SD tercatat sekitar 1:15 hingga
1:16 selama periode ini.

Untuk jenjang SMP, jumlah guru relatif stabil, yaitu dari 2.537 guru pada tahun
2020 menjadi 2.490 pada 2024, dengan fluktuasi kecil di antara tahun-tahun tersebut.
Jumlah murid SMP pun tidak jauh berbeda, dengan kisaran antara 40.000 hingga
42.000 murid. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 40.396 murid dan meningkat menjadi
41.879 murid pada 2024. Rasio guru terhadap murid di jenjang SMP juga menunjukkan
keseimbangan yang cukup baik, berada di kisaran 1:15 hingga 1:17. Secara
keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, Kabupaten
Kuningan tetap menjaga ketersediaan tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan
pendidikan dasar dan menengah secara proporsional.

Tabel 2.53 Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2020-2024

No. Uraian Lelilr
2020 2021 2022 2023 2024
1| SD (persen) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04
2 | SMP(persen) 0,16 0,15 0,15 0,14 0,27

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kuningan, 2025

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak
bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.
Persentase angka putus sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) menunjukkan tren yang relatif stabil bahkan cenderung
menurun selama periode 2020 hingga 2024. Pada jenjang SD, angka putus sekolah
tercatat sebesar 0,1% setiap tahun dari 2020 hingga 2023, bahkan pada tahun 2024
tercatat sebesar 0,04% hal ini mencerminkan tingkat keberlangsungan pendidikan
dasar yang cukup baik.

Periode 2020-2023, APS menunjukkan tren menurun secara bertahap dari 0,16%
(2020) menjadi 0,14% (2023). Penurunan ini relatif kecil namun konsisten,
mengindikasikan adanya upaya yang cukup berhasil dalam mempertahankan siswa agar
tetap bersekolah di tingkat SMP. Pada tahun 2024 terjadi lonjakan APS menjadi 0,27 %,
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naik signifikan dibanding tahun 2023 (0,14%). Kenaikan ini sebesar +0,13 poin
persentase atau sekitar 93% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, lonjakan yang
cukup besar ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dapat
mengindikasikan adanya faktor penghambat baru, diantaranya: dampak ekonomi yang
membuat sebagian keluarga tidak mampu membiayai sekolah anak, migrasi penduduk
atau perpindahan domisili, faktor sosial seperti pernikahan dini atau anak yang memilih
bekerja atau perubahan metode pembelajaran atau transisi kurikulum yang membuat
sebagian siswa kesulitan beradaptasi.

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada
setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur
keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang
berkaitan dengan pendidikan daerah, sejak tahun 2020 angka kelulusan sudah
mencapai 100 persen.

Tabel 2.54 Angka Kelulusan Tahun 2020-2024 dalam persen

No. Uraian Lahtin
2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024
1 |Sekolah Dasar (SD/MI) 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 Sekolah Menengah Pertama 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
(SMP/MTs)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan 2025
Ket : *) SMA Ditarik ke Wewenang Provinsi

Dalam upaya sinkronisasi mutu pendidikan dasar yang menjadi kewenangan
kabupaten dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan provinsi, Pemerintah
Kabupaten Kuningan telah melaksanakan berbagai program untuk memastikan
kesinambungan dan keselarasan standar pendidikan antar jenjang. Salah satu inisiatif
utama adalah pembentukan Tim Akselerasi Kuningan Menuju Kabupaten Pendidikan,
yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan serta Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, guna memperkuat
koordinasi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang.

Pemerintah Kabupaten Kuningan juga telah mengakses bantuan dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat berupa pengadaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) untuk mendukung proses belajar mengajar berbasis teknologi informasi di sekolah-
sekolah dasar dan menengah pertama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan

di jenjang pendidikan berikutnya. Program-program inovatif seperti Pimda Nyawah,
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Gerbang Berkah, dan Mini Teater Edukatif juga telah diluncurkan untuk memperkuat
karakter siswa dan mendorong kebersamaan di lingkungan sekolah. Pencapaian ini
tercermin dalam peningkatan Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Kabupaten Kuningan, yang mencapai 96,07% pada tahun 2024.

2. Kesehatan
a. Angka Kematian Bayi

Tren Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan,
dengan puncak tertinggi pada tahun 2023. Meskipun tahun 2024 menunjukkan sedikit
perbaikan, angka tersebut tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah,
dibutuhkan intervensi terintegrasi mencakup peningkatan gizi ibu hamil, pemerataan
tenaga kesehatan terlatih, perbaikan sarana perawatan bayi baru lahir, dan edukasi
kesehatan bagi keluarga.

Tabel 2.55 Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024

Indikator Aty
2020 2021 2022 2023 2024
Angka Kematian Bayi per
Tahun (kasus per 1000) 4,14 5,23 5,91 9,25 8,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2025

b. Angka Kematian lbu (AKI)

Kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus dipastikan dapat diakses oleh
masyarakat dengan mudah, termasuk seorang ibu hamil harus dipastikan
kesehatannya. Banyak kematian perempuan terjadi pada saat hamil atau selama 42
hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang
disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.

Informasi mengenai tingginya Mumps Measles Rubella (MMR) akan bermanfaat
untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan
kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy
safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan,
penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan
keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan
untuk mengurangi Angka Kematian |bu dan meningkatkan derajat kesehatan
reproduksi.

Di periode tahun 2020-2021 terjadi lonjakan signifikan dari 27 kasus (2020)
menjadi 49 kasus (2021), atau naik sekitar 81%. Di periode tahun 2022-2024, setelah
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tahun 2021 AKI menurun drastis menjadi 24 kasus di tahun 2022 (turun sekitar 51%).
Penurunan berlanjut menjadi 21 kasus (2023) dan mencapai titik terendah 13 kasus
(2024). Tren ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam layanan kesehatan
ibu, seperti peningkatan kualitas antenatal care, pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan terlatih, serta program pencegahan komplikasi kehamilan. Meskipun tahun
2024 AKI sudah lebih rendah, tetap perlu mempertahankan dan memperluas program
yang telah terbukti efektif, seperti: pemeriksaan kehamilan minimal 6 (enam) Kkali,
Peningkatan fasilitas kesehatan ibu di daerah terpencil, dan sistem rujukan cepat untuk
kasus komplikasi persalinan, selanjutnya penting untuk dilaksanakan evaluasi
mendalam terkait faktor yang menyebabkan lonjakan kasus di tahun 2021 agar tidak
terulang di masa depan.
Tabel 2.56 Angka Kematian Ibu Tahun 2020-2024

Indikator Tahun
2020 | 2021 2022 2023 2024
Jumlah Kasus Kematian Ibu
(kasus per 100 ribu) 27 49 24 21 13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2025

c. Persentase Balita Stunting

Tren prevalensi stunting tahun 2020-2024 menunjukkan penurunan di tahun
2021, namun mengalami kenaikan hingga 2024. Capaian 2024 sebesar 7,87% adalah
yang tertinggi dalam periode lima tahun terakhir, sedikit melampaui angka awal 2020
sebesar 7,38%. Hal ini menandakan perlunya intervensi lintas sektor yang lebih
terintegrasi, mencakup perbaikan gizi ibu dan anak, peningkatan layanan kesehatan,
edukasi pola makan, serta perbaikan sanitasi lingkungan.

Tabel 2.57 Persentase Balita Stunting Tahun 2020-2024

Indikator Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Balita Stunting (persen) 7,38 6,21 6,6 7,81 7,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2025

d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagian besar indikator sarana dan prasarana lingkup pekerjaan umum
menunjukkan tren positif selama 2020-2024, khususnya kemantapan jalan/jembatan,
kondisi irigasi, dan sanitasi layak. Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan tahun
2020-2024 menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 76,50% menjadi 82,35%,
kenaikan tertinggi terjadi pada 2020-2021 (+2,56 poin persentase), kemudian
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meningkat stabil tiap tahun. Hal ini mengindikasikan adanya program pemeliharaan dan
peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang cukup efektif. Persentase Jaringan
Irigasi dengan Kondisi Baik tahun 2020-2021 stagnan di 60,93%, lalu meningkat secara
bertahap hingga 66,97% di tahun 2024. Peningkatan 6,04 poin dalam lima tahun
mencerminkan adanya upaya rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi, walaupun laju
perbaikan relatif moderat. Akses Air Minum Layak mengalami kenaikan dari 88,12%
(2020) ke 91,75% (2024), dengan puncak 91,10% pada 2022. Tahun 2023 sedikit
menurun (90,98%), namun kembali naik pada 2024. Fluktuasi ini terjadi dipengaruhi
faktor ketersediaan sumber air, cuaca ekstrem, dan gangguan distribusi. Rumah
Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak sempat turun signifikan pada 2021 menjadi
89,89% dari 93,25% di 2020, namun kembali meningkat hingga mencapai 96,68% pada
2024. Peningkatan tajam pasca-2021 menunjukkan adanya intervensi yang cukup
berhasil, seperti pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sanitasi. Akses Air Minum
Perpipaan mengalami peningkatan yang tidak konsisten, naik 34,65% (2020) dan
36,69% (2021), lalu turun di 2022-2023, kemudian melonjak signifikan pada 2024
menjadi 42,44%. Lonjakan di 2024 (+6,64 poin dari tahun sebelumnya) sebagai
dampak adanya perluasan jaringan perpipaan yang cukup besar pada tahun tersebut.

Tabel 2.58 Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Pekerjaan Umum
Tahun 2020-2024

Tahun

No. Indikator Satuan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Persentase Kemantapan

Persen | 76,5 | 79.063 | 80,699 | 82,357 | 82,352
Jalan dan Jembatan

Persentase jaringanirigasi | 5o <. | 6003 | 60,93 | 62,23 | 63.81 | 66,97
dengan kondisi baik

3 | Akses Air Minum Layak Persen | 88,12 | 88,23 | 91,1 90,98 | 91,75

Rumah Tangga Yang
4 | Memiliki Akses Sanitasi Persen | 93,25 | 89,89 | 93,65 | 93,99 | 96,68
Layak

5 | Akses Air Minum Persen | 34.65 | 36,69 | 35.87 | 35.80 | 42,44
Perpipaan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 2025

Rencana Tata Ruang Kabupaten Kuningan telah ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan tahun 2011-2031. Sejak tahun 2016 sampai
sekarang, RTRW Kabupaten Kuningan sedang dalam proses revisi lima tahunan

pertama sejak ditetapkan.
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Salah satu kebijakan tata ruang yang bersifat strategis dalam revisi RTRW, antara
lain telah merencanakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan
ekonomi berupa KSK Pariwisata Waduk Darma dan sekitarnya serta KSK dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kebun Raya Kuningan

dan sekitarnya di Kecamatan Pasawahan.

e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kuningan terus berkembang
sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk hingga ke perdesaan. Namun,
perkembangannya belum sepenuhnya sesuai dengan data backlog dan standar
permukiman yang layak huni, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Kondisi hunian menunjukkan perbaikan yang konsisten selama periode 2020
hingga 2024. Persentase rumah layak huni meningkat dari 95,57% pada tahun 2020
menjadi 97,63% pada tahun 2024. Capaian ini menjadi dasar sebagai tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas perumahan masyarakat, baik melalui program rehabilitasi rumah
tidak layak huni, pembangunan perumahan baru yang sesuai standar, maupun
peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana dasar.

Tabel 2.59 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase rumah

: Persen 95,57 97,00 | 97,21 97,54 | 97,63
layak huni

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Indikator Satuan

f. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Kuningan terus menunjukkan upaya peningkatan dalam hal
ketentraman, ketertiban umum dan perlidungan masyarakat selama periode 2020
hingga 2024. Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap prinsip Ketertiban,
Ketenteraman, dan Keindahan (K3) menunjukkan tren positif, dari 83% pada tahun 2020
menjadi 86% di tahun 2024. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) justru mengalami
penurunan dari 0,68 di tahun 2020 menjadi 0,68 pada tahun 2024, yang mengindikasikan

adanya tantangan dalam menjaga ketahanan wilayah secara menyeluruh.
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Tabel 2.60 Kondisi Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2020-2024

. Tahun
No. AL B Satuan 5000 T 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tingkat Penyelesaian
1 | Pelanggaran K3 (Ketertiban, Persen 83 84 84 85 86
Ketenteraman dan Keindahan)
2 z?gg‘)‘s Ketahanan Daerah Nilai | 068 | 072 | 068 | 064 | 0,68

Sumber : Sat Pol PP Kab Kuningan, 2025

g.

Sosial

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar pemerintah sampai saat ini, hal itu

rentan memunculkan persoalan-persoalan sosial. Dinas Sosial mencatat beberapa

persoalan sosial yang ada, antara lain tergambar pada tabel berikut.
Tabel 2.61 Kondisi Indikator Sosial Tahun 2020-2024

. Tahun
No. Indikator Satuan 5500 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Sarana Sosial seperti

1 | asuhan, panti jompo dan Panti 35 32 32 32 32
panti rehabilitasi
Persentase Penyandang
cacat baik fisik dan

p | Mental, serta lanjutusia | po 0| 8002 | 1339 | 24,00 | 63,93 | 57,11
yang tidak potensial yang
telah menerima jaminan
sosial

3 | PMKS yang memperoleh | oo oo | 708 | 1029 | 86,82 | 9391 | 57,24
bantuan sosial

4 | Jumlah PMKS yang PMKS | 53.423 | 10.223 | 126.779 | 190.747 | 116.261
ditangani

Sumber: Dinas Sosial Kab. Kuningan, 2025

Sarana Sosial (Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi) menurun dari 35 unit

(2020) menjadi 32 unit pada 2021, dan kemudian tetap stagnan hingga 2024. Penurunan

awal ini mungkin akibat penggabungan fasilitas dan penutupan karena kondisi tertentu

serta efisiensi pengelolaan. Persentase Penyandang Disabilitas dan Lansia Tidak

Potensial yang Menerima Jaminan Sosial tahun 2020 cukup tinggi di 80,02%, lalu turun

drastis pada 2021 menjadi 13,39%, tahun-tahun berikutnya meningkat bertahap hingga
63,93% (2023), sebelum turun kembali ke 57,11% (2024). Fluktuasi besar ini
mengindikasikan adanya perubahan kebijakan penyaluran bantuan, ketersediaan

anggaran, atau mekanisme pendataan penerima manfaat. PMKS yang Memperoleh
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Bantuan Sosial turun sangat tajam dari 70,80% (2020) menjadi 10,29% (2021), lalu
melonjak tinggi ke 86,82% (2022) dan 93,91% (2023) dan tahun 2024 kembali menurun
ke 57,24%. Pola fluktuasi ekstrem ini menunjukkan ketidakstabilan penyaluran bantuan
sosial, yang dipengaruhi perubahan prioritas program, penyesuaian data penerima, dan
faktor eksternal seperti bencanalkrisis. Jumlah PMKS yang Ditangani mengalami
penurunan drastis pada 2021 (10.223) dibanding 2020 (53.423), Setelah itu melonjak
signifikan pada 2022 (126.779) dan mencapai puncak di 2023 (190.747), lalu turun ke
116.261 pada 2024. Perubahan tajam ini terkait dengan perubahan cakupan program
atau peningkatan pendataan dan penjangkauan di tahun-tahun tertentu.
h. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan
yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam
kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tabel 2.62 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

TPAK (persen) 60,01 60,23 61,80 61,95 65,84

i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mainstreaming keadilan gender sudah mulai kuat menjadi perspektif dalam
kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Prinsip inklusi sosial yang menjadi
perspektif dalam penyusunan RPJMD ini salah satunya turut memperhatikan ruang-
ruang yang memungkinkan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses
pembangunan di daerah, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Kuningan menunjukkan
peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPG
tercatat sebesar 86,81, dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 86,97 pada tahun 2021.
Tren positif ini berlanjut, dengan IPG mencapai 87,17 pada tahun 2022 dan 2023, serta
diperkirakan meningkat menjadi 88,00 pada tahun 2024. Peningkatan IPG ini
mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu

diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih optimal di semua aspek kehidupan.
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Tabel 2.63 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender
Tahun 2020-2024

Indik Tahun
ndikator 2020 2021 2022 2023 2024
IPG 86,81 86,97 87.17 87,31 88

Sumber: Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025
j- Pangan

Pangan adalah kebutuhan utama bagi manusia untuk bertahan hidup, oleh
karenanya Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban memastikan kecukupan pangan
bagi penduduk. Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil
produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin
pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas,
kualitas, keragaman dan keamanannya.

Ketersediaan pangan utama menunjukkan tren yang bervariasi selama periode
2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama tercatat sebesar
261,17 kg per kapita per tahun, kemudian meningkat menjadi 274,21 kg pada tahun 2021
dan mencapai 293,61 kg pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, angka ini sedikit
menurun menjadi 266,9 kg per kapita per tahun, dan meningkat kembali menjadi 272,03
kg pada tahun 2024.

Tingkat konsumsi pangan lokal juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020,
persentase konsumsi pangan lokal tercatat sebesar 37%, dan terus meningkat menjadi
40% pada tahun 2021, 45% pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai 50% pada tahun
2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam program-program yang
mendorong masyarakat untuk lebih mengonsumsi produk pangan lokal, yang dapat
mendukung ketahanan pangan daerah, namun pada tahun 2024 kembali turun ke angka
46%.

Selain itu, jumlah lumbung pangan menunjukkan perkembangan positif, dengan
peningkatan jumlah lumbung pangan yang tercatat dari 0 pada tahun 2020 menjadi 5
pada tahun 2023. Hal ini menandakan adanya upaya yang lebih terorganisir untuk
menyimpan dan mengelola cadangan pangan lokal guna memastikan ketersediaan
pangan yang stabil, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi O.

Skor pola pangan harapan (PPH) juga mengalami hasil yang stabil dan baik. Skor
PPH tercatat 82,4% pada tahun 2020 dan 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi
93,2% pada tahun 2022 dan 2023, serta meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 93,8,
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yang menunjukkan peningkatan dalam kualitas pola konsumsi pangan yang lebih bergizi
dan seimbang di masyarakat.

Secara keseluruhan, menunjukkan kemajuan yang baik dalam meningkatkan
ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, konsumsi pangan lokal,
dan pengelolaan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas pola konsumsi pangan
di masyarakat.

Tabel 2.64 Kondisi Indikator Pangan
Tahun 2020-2024

_ Tahun
No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 | 2024
1 Eteatfnf zed'aa” Pangan Kg/kap./th | 261,17 | 274,21 | 293,61 | 266,9 | 272,03
> Tingkat Konsumsi Persen 37 40 45 50 55
Pangan Lokal
3 | Lumbung Pangan Buah 0 1 3 5 0
4 | Skor Pola Pangan Persen 82.4 82.4 93,2 93,2 93,8
Harapan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melansir data tentang desa-desa yang

mengalami rawan pangan tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 2.65 Desa Rawan Pangan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Kecamatan Desa
Karangkancana Jabranti
Ciwaru Sagaranten, Citikur
Cibingbin Sukaharja
Cibeureum Tarikolot
Cimahi Sukajaya, Cimulya
Subang Situgede, Jatisari
Selajambe Padahurip, Selajambe, Ciberung, Kutawaringin, Jamberama
Cilebak Legokherang, Bungurberes, Mandapajaya
Ci Cihideunggirang, Kertawinangun, Bunder, Cibulan, Nanggela,
idahu .
Jatimulya
Kalimanggis Kalimanggis Wetan, Kalimanggis Kulon
Hantara Pakapasan Girang, Cikondang, Tundagan, Bunigeulis, Hantara
Kramatmulya Karangmangu
Luragung Benda
Pancalang Patalagan, Sumbakeling, Tenjolayar
Japara Wano
Maleber Garahaiji, Padamulya
Darma Cimenga, Sukarasa, Tugumulya
Cipicung Pamulihan, Suganangan, Muncangela
Ciawigebang Lebaksiuh, Sukaraja
Pasawahan Pasawahan
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Kecamatan Desa
Nusaherang Kertayuga, Windusari, Jambar
Kadugede Sindangjawa, Cisukadana, Margabakti
Garawangi Citiusari, Tembong, Sukaimut, Garawangi, Karamatwangi
Ciniru Pinara, Cipedes, Rambatan, Longkewang, Mungkaldatar

Sumber: diolah dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan data desa rawan pangan yang tersebar di berbagai kecamatan di
Kabupaten Kuningan, tercatat sebanyak 24 kecamatan yang memiliki desa dengan
kondisi rawan pangan. Total terdapat 63 desa yang termasuk dalam kategori rawan
pangan berdasarkan informasi yang dihimpun. Jumlah desa rawan pangan di setiap
kecamatan bervariasi, yang mencerminkan tingkat kerentanan pangan yang berbeda-
beda antar wilayah. Kecamatan yang tidak terdapat Desa Rawan Pangan sebanyak 8
kecamatan, yaitu Cigandamekar, Cilimus, Kuningan, Lebakwangi, Cigugur, Jalaksana,
Mandirancan dan Sindangagung.

Kecamatan yang memiliki jumlah desa rawan pangan terbanyak adalah Cidahu,
dengan total 6 desa, yaitu Cihideunggirang, Kertawinangun, Bunder, Cibulan, Nanggela,
dan Jatimulya. Menyusul di bawahnya adalah Selajambe, Hantara, Garawangi, dan
Ciniru, yang masing-masing memiliki 5 desa rawan pangan. Tingginya jumlah desa
rawan pangan di kecamatan-kecamatan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam
hal akses, ketersediaan, dan stabilitas pangan yang mungkin disebabkan oleh faktor
geografis, ekonomi, atau infrastruktur yang belum merata.

k. Konsumsi Beras Per Kapita

Data ketersediaan beras menunjukkan penurunan setiap tahunnya sebagaimana
tergambar pada tabel di atas, akan tetapi sebaliknya, data konsumsi beras terus
meningkat dari tahun ke tahun, yang menandakan ada ketergantungan masyarakat
Kuningan terhadap beras, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.66 Konsumsi Beras per Kapita Tahun 2020-2024

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Konsumsi Beras per kapita
(kg/kapita/tahun) 76,02 77,90 73,57 75,39 74,83

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2025

Konsumsi beras per kapita mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024.
Pada tahun 2020, konsumsi beras per kapita tercatat sebesar 76,02 kg per kapita per
tahun. Angka ini sedikit meningkat menjadi 77,90 kg pada tahun 2021, namun kemudian
mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 73,57 kg. Pada tahun 2023, konsumsi

beras kembali meningkat menjadi 75,39 kg, meskipun sedikit menurun lagi pada tahun
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Pengadaan tanah oleh pemerintah daerah merupakan salah satu prasyarat penting

untuk terlaksananya pembangunan fisik. Sebelum proses pengadaan tanah seyogyanya

dilakukan kajian atau studi kelayakan dengan mempertimbangkan aspek teknis,

geografis, sosial budaya dan lingkungan.

Persentase bidang tanah yang bersertifikat milik pemerintah daerah (Pemda)

menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, hanya

60% dari bidang tanah milik Pemda yang telah memiliki sertifikat. Angka ini turun menjadi

46% pada tahun 2021, namun kemudian meningkat tajam menjadi 73,89% pada tahun
2022, mencapai 81,97% pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 naik lagi menjadi

87,63%. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang lebih intensif dalam menyelesaikan

proses sertifikasi tanah yang dimiliki oleh Pemda.

Tabel 2.67 Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat milik Pemda
Tahun 2020-2024

. Tahun
el Satuan 000 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase Bidang Tanah
yang bersertifikat milik Pemda | F€rsen | 60 46 | 73,89 | 81,97 | 87,63

Sumber : BPKAD Kab. Kuningan,2025

m. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap warga negara berhak memiliki identitas diri, dan dalam rangka itu,

Pemerintah Kabupaten menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan pelayanan

publik terkait administrasi kependudukan dengan memberikan kartu identitas diri kepada

warganya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.68 Data Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024

. Tahun
No. Lellee Satuan 5 0o0 1 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 ff%em'“ka” KartuKeluarga | b oo | 8014 | 946 | 100 | 99,94 | 983
Kepemilikan Kartu Tanda
2 | par duduk (KTP-6L.) Persen | 995 | 9853 | 994 | 9916 | 9852
Kepemilikan Kartu Identitas
3 Anak (KIA) Persen | 40,62 | 54,68 | 43,46 | 47,77 | 55,18
Kepemilikan Akta Kelahiran
4 | e e Tahun Persen | 91,86 | 92,67 | 9421 | 96,07 | 9648

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kepemilikan dokumen identitas menunjukkan perkembangan selama periode
tahun 2020 hingga tahun 2024, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam
meningkatkan administrasi kependudukan dan memberikan akses lebih luas kepada
masyarakat terhadap dokumen penting.

Pada tahun 2020, persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tercatat sebesar
89,14%, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 99,16% pada tahun
2023 dan sedikit turun menjadi 98,52% pada tahun 2024, menunjukkan hampir semua
keluarga telah memiliki KK. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-elL) juga sangat
tinggi, dengan angka 99,5% pada tahun 2020 dan tetap tinggi di atas 98% hingga 2024,
meskipun sedikit menurun menjadi 98,52% pada tahun 2024.

Untuk kepemilikan Kartu ldentitas Anak (KIA), yang dimulai dengan persentase
40,62% pada tahun 2020, angka ini meningkat signifikan menjadi 54,68% pada tahun
2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, angka tersebut menurun menjadi 43,46% dan
47,77%, dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 55,18%.

Kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0 hingga 18 tahun meningkat secara
stabil, dari 91,86% pada tahun 2020 menjadi 96,48% pada tahun 2024.

n. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menunjukkan kemajuan yang
pesat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah BUMDES tercatat
sebanyak 185 unit, dan angka ini meningkat signifikan menjadi 361 pada tahun 2024.
Peningkatan jumlah BUMDES ini

pemberdayaan ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal untuk meningkatkan

mencerminkan upaya yang berhasil dalam
kesejahteraan masyarakat. Indikator pemberdayaan masyarakat desa disajikan pada
tabel di bawah ini.

Tabel 2.69 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2020-2024

. Tahun
No. Indikator Satuan 5500 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Jumlah BUMDES Unit 185 229 349 349 361
2 | Status Desa :
- Tertinggal Desa 4 0 0 0 0
- Berkembang 220 165 116 48 12
- Maju 115 160 183 218 215
- Mandiri 22 36 62 95 134
3 | PKK aktif Persen 100 100 100 100 100
4 | Posyandu Aktif Persen 100 100 100 100 100
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Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kuningan, 2025

Terkait dengan status desa, pada tahun 2020, masih terdapat 4 desa yang
tergolong desa tertinggal, namun pada tahun 2021 hingga 2024, status desa tertinggal
berhasil dihapuskan, dengan semua desa mengalami peningkatan status. Desa yang
berkembang menurun signifikan dari 220 desa pada tahun 2020 menjadi 12 desa pada
tahun 2024, sementara desa yang maju mengalami peningkatan yang cukup pesat, dari
115 desa pada tahun 2020 menjadi 215 desa pada tahun 2024. Selain itu, jumlah desa
mandiri juga meningkat pesat, dari 22 desa pada tahun 2020 menjadi 134 desa pada
tahun 2024, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan
sosial desa.

Di sisi lain, kegiatan sosial yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa,
seperti Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu, terus aktif dengan
tingkat partisipasi yang sangat tinggi. PKK aktif di seluruh desa dengan persentase 100%
pada setiap tahun, yang menunjukkan peran penting PKK dalam meningkatkan kualitas
hidup keluarga di desa. Demikian pula, Posyandu tetap beroperasi secara maksimal
dengan 100% posyandu aktif pada setiap tahun, yang mendukung program kesehatan

masyarakat dan tumbuh kembang anak.

o. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi
kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia
20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua
melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk
meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan
masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan
batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk
meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta
perempuan.

Tabel 2.70 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk

Tahun

No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 | 2023 2024

Prevalensi Pemakaian
1 Kontrasepsi/ Contaceptive Persen 71,15 7161 | 71,94 | 72,24 66,40
Prevalence Rate (CPR)

Persentase Angka Pasangan

Usia Subur (PUS) Ingin Ber- Persen 13,25 | 17,49 | 11,04 | 7,45 10,30
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. Tahun
No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
KB Tidak Terpenuhi
(Unmetneed)
Rata-rata Usia Kawin
3 Pertama (RKP) Wanita Tahun 20,90 20,80 | 22,70 | 22.80 22,90

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan,2025

Prevalensi pemakaian kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
mengalami sedikit fluktuasi dalam periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020,
persentase penggunaan kontrasepsi tercatat sebesar 71,56%, dan angka ini sedikit
meningkat menjadi 72,24% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 prevalensi
penggunaan kontrasepsi turun menjadi 66,40%. Penurunan ini menjadi perhatian
khusus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam program
keluarga berencana.

Sementara itu, persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi
tidak terpenuhi (unmet need) mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2020,
unmet need tercatat sebesar 13,25%, yang meningkat menjadi 17,49% pada tahun
2021, dan terus meningkat menjadi 20,86% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023,
angka ini turun drastis menjadi 7,45%, dan mengalami peningkatan kembali di tahun
2024 menjadi 10,30%.

Adapun rata-rata usia kawin pertama (RKP) wanita mengalami peningkatan
selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 hingga 2022, rata-rata usia kawin
pertama wanita tercatat stabil di angka sekitar 19 tahun, namun pada tahun 2024, angka
tersebut meningkat menjadi 22,90 tahun. Peningkatan ini dapat mencerminkan
perubahan dalam pola pernikahan yang semakin mengarah pada pernikahan yang lebih
matang, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga.

p. Perhubungan
Sarana prasarana dan fasilitas perhubungan dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.71 Ketersediaan Fasilitas Perhubungan Tahun 2020-2024

Tahun

Indikator Satuan 2020 | 2021 | 2022 2023 2024

Persentase ketersediaan
prasarana dan fasilitas Persen 58 59 50 60 55,58
perhubungan
Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kuningan
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Ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan di Kabupaten Kuningan dalam
periode 2020-2024 belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, kondisi ini bisa
mengindikasikan adanya tantangan dalam keberlanjutan pembangunan infrastruktur
transportasi, baik dari segi pendanaan, perawatan fasilitas, atau faktor lain seperti
kerusakan dan keterbatasan kapasitas. Perlu strategi perencanaan yang lebih
berkesinambungan agar peningkatan yang sempat dicapai (seperti di tahun 2023) bisa
dipertahankan dan terus berkembang di tahun-tahun berikutnya.

Berkaitan dengan isu perhubungan yang dapat dianggap krusial saat ini adalah
penataan lahan parkir, terutama pada kawasan wisata dan di sekitar jalan protokol ketika
banyak pengunjung.

q. Komunikasi dan Informatika

Jumlah Base Transceiver Station (BTS) menunjukkan tren peningkatan yang
konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan usaha yang terus-menerus dalam
meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan telekomunikasi di wilayah ini. Pada tahun
2020, jumlah BTS tercatat sebanyak 283 unit, dan angka ini meningkat menjadi 319 unit
pada tahun 2021. Peningkatan terus berlanjut, dengan jumlah BTS mencapai 325 unit
pada tahun 2022, dan terus bertambah menjadi 326 unit sampai dengan tahun 2023,
namun tidak ada penambahan pada tahun 2024.

Peningkatan jumlah BTS ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperluas cakupan
layanan telekomunikasi, yang penting untuk mendukung konektivitas masyarakat di
seluruh wilayah Kabupaten Kuningan. Pemasangan BTS yang terus meningkat ini juga
mendukung perkembangan ekonomi, pendidikan, serta sektor-sektor lainnya yang
bergantung pada akses internet dan komunikasi yang stabil.

Tabel 2.72 Jumlah BTS Tahun 2020 - 2024

] Tahun
Indikator Satuan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah BTS BTS 283 319 325 326 | 326

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan
r. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Sektor KUKM merupakan sektor strategis yang dapat menumbuhkan insentif
ekonomi dalam masyarakat sekaligus menyerap tenaga kerja. Serta mampu
menggerakkan perekonomian masyarakat. Pembinaan koperasi dan UKM diarahkan

kepada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, permodalan, kelembagaan,
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serta teknologi dan informasi.

Jumlah wirausahawan di Kabupaten Kuningan berfluktuasi, sempat mencapai
puncak pada tahun 2023 dengan 480 orang, namun turun kembali menjadi 160 orang di
2024. UMKM yang dibina juga mengalami lonjakan pada 2022 (1.317 UMKM) tetapi
menurun di tahun berikutnya. Sementara itu, jumlah koperasi aktif menunjukkan tren
peningkatan konsisten dari 460 unit (2020) menjadi 573 unit (2024). Kondisi koperasi
sehat sempat turun di 2023, namun membaik di 2024 dengan 85 koperasi.

Jumlah koperasi yang dibina berfluktuasi tajam, bahkan sempat menurun drastis
pada 2022-2023 (100 koperasi), lalu meningkat signifikan pada 2024 (799 koperasi).
Namun, koperasi yang memberikan pelayanan kepada UMKM menurun drastis setelah
2021 dan hanya bertahan di angka 30 unit pada 2023—-2024.

Di sisi lain, jumlah produk UMKM yang memiliki legalitas PIRT meningkat pesat
dari 40 produk (2020) menjadi 369 produk (2024). Begitu juga dengan UMKM yang
memiliki akses pasar luar daerah, relatif stabil di angka 500 sejak 2021 dan naik menjadi
523 pada 2024. Perkembangan KUKM dapat dilihat pada tabel yang disajikan sebagai
berikut.

Tabel 2.73 Indikator kinerja KUKM Tahun 2020 — 2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 | 2024
Jumlah Wirausahawan (org) 100 262 220 480 160
Jumlah UMKM yang dibina (buah) 100 464 1.317 400 252
Jumlah Koperasi Aktif (buah) 460 491 492 520 573
Jumlah Koperasi Sehat (buah) 60 75 75 50 85
Jumlah Koperasi yang dibina (buah) 490 515 100 100 799
Jumlah Koperasi yang memberikan
pelayanan terhadap usaha UMKM 456 465 10 30 30

(Buah)

Jumlah Produk UMKM yang memiliki

legalitas produk PIRT (produk) 40 65 100 269 369

Jumlah.UMKM yang memiliki akses 400 500 500 500 523
pasar di luar daerah (buah)

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Kuningan

s. Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan
pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik
oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)

untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman
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modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk
menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih
teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Tabel 2.74 Jumlah Nilai Investasi dan Kerja Sama Investasi
Tahun 2020 — 2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah

nilai 383.012.406.831|1.800.363.869.952 | 7.004.865.478.704 |8.884.931.828.574| 16.426.903.363.817
investasi

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

Investasi pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif, pada
tahun 2020 jumlah nilai investasi tercatat sebesar Rp 383.012.406.831,-. yang
mencerminkan kontribusi awal sektor investasi terhadap perekonomian daerah. Namun,
angka tersebut mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021, dengan jumlah nilai
investasi mencapai Rp 1.800.363.869.952,-. Peningkatan ini mencerminkan upaya
pemerintah daerah yang semakin intens dalam menarik investor dan meningkatkan
minat investasi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2022, nilai investasi mengalami lonjakan lebih besar lagi, mencapai
Rp.7.004.865.478.704,- dan pada tahun 2024, nilainya semakin meningkat menjadi
Rp.8.884.931.828.574,- Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Kuningan berhasil menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi para
investor, yang juga berkontribusi pada pengembangan sektor-sektor industri dan
infrastruktur di daerah ini. Pada tahun 2024, nilai investasi mencapai angka yang sangat
tinggi, yakni Rp.16.426.903.363.817,- yang menjadi bukti jelas dari semakin
berkembangnya perekonomian dan potensi investasi.

t. Kebudayaan

Kabupaten Kuningan menunjukkan komitmennya dalam pelestarian seni, budaya,
dan sejarah dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemeliharaan
kekayaan budaya. Dari tahun 2020 hingga 2024, penyelenggaraan Festival Seni dan
Budaya berlangsung secara konsisten dengan 12 kegiatan yang diadakan setiap
tahunnya.

Selain itu, sarana untuk penyelenggaraan seni dan budaya tetap terjaga dengan
stabil, di mana pada setiap tahun antara 2020 hingga 2024, jumlah sarana yang tersedia
tetap tercatat sebanyak 2 unit. Keberadaan sarana ini mendukung keberlangsungan

berbagai kegiatan budaya yang diadakan di Kabupaten Kuningan.
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Di sisi lain, Kabupaten Kuningan juga tetap berkomitmen penuh dalam

melestarikan benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Setiap tahun, pelestarian ini

tercatat dengan persentase 100%, menunjukkan upaya maksimal dari pemerintah dan

masy

arakat dalam menjaga warisan budaya yang ada.
Tabel 2.75 Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024

. Tahun
No. Indikator Satuan 15020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1 Penyelenggaraan Festival Kegiatan 12 12 12 12 12
Seni dan Budaya

2 | Sarana Penyelenggaraan Sarana 2 2 2 2 2
Seni dan Budaya

3 | Benda, Situs dan Kawasan Persen 100 100 100 100 100
Cagar Budaya yang
Dilestarikan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Rumpun bahasa yang umum digunakan di Kabupaten Kuningan adalah Bahasa

Sunda Kuningan (BSK), yang merupakan dialek bahasa sunda yang termasuk dalam

rumpun dialek Cirebon. BSK memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan

Bahasa Sunda Priangan, seperti variasi leksikon dan perubahan fonem.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait bahasa Sunda Kuningan:

a)

Dialek Cirebon:

BSK termasuk dalam rumpun dialek Cirebon, yang meliputi beberapa daerah di
sekitar Cirebon, termasuk Kuningan.

Kekhasan BSK:

BSK memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan bahasa Sunda
Priangan, seperti variasi leksikon dan perubahan fonem.

Penggunaan sehari-hari:

Bahasa Sunda Kuningan digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat
Kuningan, termasuk dalam proses penamaan objek wisata.

Pembelajaran dan Pemeliharaan:

BSK masih dipelihara dan dipertahankan oleh para penuturnya, seperti dibuktikan
dengan penerbitan Kamus Basa Sunda Wewengkon Kuningan.

Perbandingan Leksikon:

Leksikon BSK memiliki perbedaan dengan bahasa Sunda Priangan, yang dapat
dilihat dalam perbandingan kosakata.

Fonem:
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Tidak ada perbedaan jumlah dan jenis fonem antara BSK dengan bahasa Sunda

baku.
Selain itu Kabupaten Kuningan memiliki beberapa bangunan cagar budaya, situs
dan kesenian atau adat istiadat yang merupakan ciri khas. Berikut merupakan bangunan

cagar budaya, situs dan kesenian atau adat istiadat di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.76 Bangunan Cagar Budaya, Situs dan Kesenian atau Adat Istiadat

No. Bangunan Cagar Budaya Situs Kesenian/ Adat Istiadat
. . . Gedung Perundingan | Sapton dan Panahan
! Lingga Cikahuripan Linggarijati Tradisional
2 | Pendopo Kabupaten Kuningan m:ﬁlaarziSyekh Seren Taun
3 | Makam Arya Kamuning glitF;J:riPurbakala Kawin Cai
Pasarean Dipati Ewangga ,
4 | (Pangeran Arya Adipati .FFﬁieb:r Tri Panca Pesta Dadung
Ewangga) 99
5 Pgseban Tri Panca Tunggal Situs Bqtu Naga Sintren
Cigugur Jabranti
6 | Punden Berundak Hulu Lingga ?f(%l:]?r?gigﬂp Negeri Cingcowong
7 | SMP Negeri 1 Kuningan Gedung Graha Wangi | Reog Cengal
8 | Arca Nandi Gedung Syahrir Babarit
9 | Lingga Yoni Lingga Cikahuripan Tari Buyung
10 | Gedung Graha Wangi :zgrsﬁ:ﬁ;ngp‘rya
11 | Gedung Syahrir E?arﬁgga[)lpatl
12 | Situs Batu Naga E:(aswlfgevgc:%naan
13 | Eks Kewadanaan Ciawigebang Paseban Cigugur
14 Situs Batu Berundak
Sagarahiyang

Sumber : Disporapar Kabupaten Kuningan, 2025

u. Persandian

Persandian menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yang
bersinergi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam pelaksanaannya. Dalam
pelaksanaannya urusan persandian lebih dititikberatkan kepada pengamanan dan
pengelolaan informasi Pemerintahan Daerah.

Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian
menunjukkan fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, tercatat
sebesar 18%, kemudian meningkat menjadi 27,8% pada tahun 2021, menunjukkan

peningkatan upaya dalam pengamanan informasi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023,
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angka tersebut menurun drastis menjadi 3,14%, yang mungkin dipengaruhi oleh
perubahan kebijakan atau prioritas dalam pengelolaan informasi. Meskipun demikian,
pengamanan informasi tetap menjadi aspek penting dalam menjaga kerahasiaan dan
integritas data pemerintah daerah. Data untuk tahun 2024 menjadi 3,20%, namun
diharapkan langkah-langkah pengamanan informasi tetap diperkuat.

Tabel 2.77 Kondisi Persandian Kabupaten Kuningan Tahun 2020 — 2024

Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Indikator Satuan

Persentase informasi daerah
yang wajib diamankan dengan | Persen 18 27,8 3,14 3,14 3,20
persandian
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan, 2025

v. Perpustakaan
Pada tahun 2020-2024 koleksi buku di perpustakaan daerah terus mengalami
peningkatan jumlah, begitu juga terjadi peningkatan jumlah pengunjung secara signifikan
sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.78 Data Perpustakaan Tahun 2020-2024

. Tahun

No. Indikator Satuan o020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah Pengunjung

1 | Perpustakaan Per Orang 3.032 4.290 | 13.719 | 10.446 | 10.000
Tahun
Koleksi Buku yang

2 | Tersedia di Eksemplar | 22.802 | 24.742 | 24.742 | 29.005 | 30.150
Perpustakaan

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari
tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat 3.032 pengunjung, yang kemudian
meningkat pada tahun 2021 menjadi 4.290 pengunjung. Lonjakan terbesar terjadi pada
tahun 2022, dengan jumlah pengunjung mencapai 13.719 orang. Namun, pada tahun
2024, jumlah pengunjung mengalami penurunan menjadi 10.000 orang, yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sosial atau kondisi eksternal lainnya.

Sementara itu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan juga terus bertambah
dari sebanyak 22.802 tahun 2020, bertambah menjadi 30.150 eksemplar pada tahun
2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen perpustakaan untuk terus memperkaya

koleksi buku, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi.
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w.Kearsipan

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami
peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, persentase
ini tercatat sebesar 75%, dan terus meningkat menjadi 80% pada tahun 2021, 85% pada
tahun 2022, dan mencapai 92% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen yang
terus berkembang dalam pengelolaan arsip secara profesional dan sesuai dengan
standar yang ditetapkan.

Tabel 2.79 Persentase perangkat daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Tahun 2020-2024

Tahun

No. Indikator Satuan

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Persentase Perangkat Daerah
1 | yang Mengelola Arsip Secara | Persen 75 80 85 90 92
Baku

Jumlah Kegiatan Peningkatan .
2 SDM Pengelola Kearsipan Kegiatan 1 1 5 2

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan
2. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah di Provinsi Jawa Barat. Urusan pilihan meliputi pertanian,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

a. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan yang dikembangkan adalah jenis perikanan darat atau air tawar.
Meski sektor perikanan bukan menjadi unggulan daerah, akan tetapi sektor ini menjadi
penyangga pangan daerah. Capaian produksi perikanan menunjukkan trend yang positif
setiap tahunnya sehingga dapat menjadi usaha ekonomi produktif tradisional
masyarakat di perairan lahan milik maupun di perairan umum.

Pengembangan sektor perikanan dilaksanakan melalui pembinaan, penyediaan
bibit unggul, re-stocking benih ikan di perairan umum dan pelarangan eksploitasi
berlebihan terhadap sumber daya ikan di perairan umum.

Sarana dan prasarana perikanan mengalami peningkatan yang signifikan dari
tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, tercatat 37 unit sarana dan prasarana
perikanan, yang kemudian meningkat menjadi 40 unit pada tahun 2021. Peningkatan
lebih lanjut terjadi pada tahun 2022, dengan jumlah mencapai 55 unit, dan pada tahun

2023, jumlahnya melonjak menjadi 100 unit. Namun, pada tahun 2024, jumlah sarana
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dan prasarana perikanan mengalami penurunan menjadi 21 unit, yang mungkin
dipengaruhi oleh perubahan kebijakan atau kondisi lain yang memengaruhi sektor ini.
Di sisi lain, produksi ikan terus menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada
tahun 2020, total produksi ikan tercatat sebanyak 21.627 ton, yang meningkat menjadi
22.981 ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, produksi ikan terus mengalami
peningkatan masing-masing menjadi 24.567 ton dan 26.957 ton. Pada tahun 2024,
diperkirakan produksi ikan akan mencapai 27.523 ton, menunjukkan sektor perikanan
yang terus berkembang meskipun ada penurunan jumlah sarana prasarana.
Tabel 2.80 Sarana Prasarana Perikanan Tahun 2020 - 2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
(SL?r:iat;]a prasarana Perikanan 37 40 55 100 21
Produksi ikan (Ton) 21.627 22.981 | 24.567 | 26.957 | 27.523

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025

b. Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat strategis, mengingat ada banyak
sumber daya alam yang sudah terkelola dengan baik dan mendatangkan banyak
wisatawan. Selain wisata alam, ada juga wisata budaya, sejarah dan wisata buatan
lainnya, yang secara perlahan sudah mulai bergerak maju.

Perkembangan sarana pariwisata menunjukkan peningkatan yang signifikan pada
sektor perhotelan dari tahun 2020 hingga 2023. Jumlah hotel berbintang tercatat terus
meningkat, dengan hotel berbintang 4 mengalami penambahan satu unit pada tahun
2023, mencapai total satu hotel. Hotel berbintang 3 tetap stabil dengan jumlah 3 unit dari
tahun 2020 hingga 2023, sementara hotel berbintang 2 dan 1 juga tetap konstan, masing-
masing sebanyak dua dan satu unit. Pada tahun 2024, jumlah hotel berbintang
diperkirakan akan mencapai delapan unit, dengan penambahan hotel berbintang 3 dan
4.

Sementara itu, jumlah hotel non-bintang juga menunjukkan pertumbuhan yang
stabil, dengan peningkatan dari 126 unit pada tahun 2020 menjadi 155 unit pada tahun
2023, meskipun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 153 unit.
Restoran dan rumah makan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 63 unit
pada tahun 2020 menjadi 89 unit pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan perkembangan
sektor pariwisata yang semakin berkembang, diiringi dengan peningkatan fasilitas yang

mendukung kebutuhan wisatawan.
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Kekayaan potensi wisata menarik banyak wisatawan datang dan berdampak pada
semakin maraknya berdiri sarana dan prasaran pendukung, seperti: hotel, penginapan,
homestay, restoran dan lain-lain, yang jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun,
sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.81 Potensi Sarana Prasarana Pariwisata Tahun 2020 — 2024

No Sarana Ul i

2020 2021 2022 2023 2024

1 | Hotel Berbintang 6 6 6 7 8

a. 4 - - - - 1

b.3 3 3 3 4 4

c. 2 2 2 2 2 2

d. 1 1 1 1 1 1
2 | Hotel Non Bintang 126 131 154 155 153
3 | Restoran/Rumah Makan 63 70 71 85 89

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2025

Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Kuningan menunjukkan tren positif dengan
fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kunjungan tercatat sebanyak 2.480.718
orang dan meningkat menjadi 2.668.442 orang pada tahun 2021. Puncaknya terjadi pada
tahun 2022, dengan 3.448.917 orang, mencerminkan pemulihan sektor pariwisata
setelah pandemi. Meskipun pada tahun 2023 jumlah kunjungan sedikit menurun menjadi
2.785.126 orang, namun pada tahun 2024, jumlah kunjungan kembali melonjak
mencapai 3.824.520 orang, menandakan keberhasilan dalam pemulihan dan
peningkatan daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.82 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2020 - 2024

. TAHUN
Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
Kunjungan Wisata 2.480.718| 2.668.442 [3.448.917|2.785.126 | 3.824.520

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2025

c. Pertanian

Menurut data BPS, produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya tetap
stabil sepanjang periode 2020 hingga 2024, dengan rata-rata 6,19 ton per Ha setiap
tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya produksi padi,
memiliki konsistensi yang baik dalam menghasilkan bahan pangan utama, meskipun
terdapat tantangan yang dihadapi oleh para petani.

Namun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Produk Domestik Regional

Bruto) cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020,
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kontribusinya tercatat sebesar 24,6%, dan terus menurun menjadi 23,9% pada tahun
2021, 23,8% pada tahun 2022, 23,7% pada tahun 2023, hingga mencapai 23,2% pada
tahun 2024. Penurunan ini dimungkinkan terjadinya diversifikasi sektor ekonomi
Kabupaten Kuningan yang semakin berkembang, dengan sektor lain yang turut
berkontribusi lebih besar terhadap PDRB.

Tabel 2.83 Produktivitas dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Tahun 2020 - 2024

No Uraian VLT
2020 2021 2022 2023 2024
1 | Produktivitas padi atau bahan pangan 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19
utama lokal lainnya per Ha (ton) ’ ’ ' ’ ’
2 | Kontribusi sector pertanian terhadap
PDRB (%) 24,6 23,9 23,8 23,7 23,2

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan,2025
d. Kehutanan
Kabupaten Kuningan memiliki sumber daya hutan yang melimpah, yang
penyebaran sumber daya tersebut hampir di seluruh kecamatan. Potensi kehutanan
yang dimiliki di antaranya, yaitu hutan negara seluas 33.479,92 ha terdiri atas :

e Taman Nasional Gunung Ciremai 8.837 Ha
e Hutan produksi 24.634 Ha
e Taman Wisata Alam Linggarjati 8,92 Ha

Selain hutan Negara terdapat juga hutan rakyat yang tersebar di seluruh kecamatan
dengan luas 8.021 Ha.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Kuningan memiliki beberapa potensi sumber daya energi dan mineral,
di antaranya:

- Sumber daya mineral yang meliputi pasir, andesit, bentonit, onyx dan marmer, sirtu,

kaolin, diatomit, tras, kalsit, batu gamping dan emas yang hampir semuanya telah
diusahakan/ditambang, sehingga kegiatan pertambangan berpotensi untuk
meningkatkan perekonomian.
Potensi energi baru terbarukan yang dimiliki adalah potensi Panas Bumi/Geotermal
yang berada di Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar, Desa Pajambon
Kecamatan Kramatmulya, Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana, dan yang terletak di
Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Pemanfaatan bahan galian yang sudah intensif dilakukan terutama adalah bahan
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Tabel 2.84 Potensi Bahan Galian C di Kabupaten Kuningan
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No Jenis Kecamatan Desa AT Ket.
Cadangan
1 Batu Luragung Gunungkarung Sumberdaya
Gampling
Cirahayu
Luragung
2 Bentonit Luragung Cikaduwetan Tereka 490 m3
Cimahi Karangkancana
Ciawigebang Bendungan Sumberdaya
3 Kalsit Ciniru Rambatan Sumberdaya
4 Lempung Ciniru Bunigeulis, Tundagan Sumberdaya
5 Andesit Jalaksana Sidamulya Cadangan Tambang
Hipotenik Rakyat
Cigugur Cisantana 251.583.445 m3
6 Diatomit Darma Wadukdarma, Hipotenik
Kawahmanuk 25,000 Tons
7 Kaolin Luragung Margamukti Hipotenik
25,000 Tons
8 Onyx Ciniru Ciniru, Rambatan, Sumberdaya
Cipedak
¢) Pasir Cigugur Cisantana Cadangan Tambang
Hipotenik Rakyat
Gunung Api | Cilimus Linggasana, Linggajati | Cadangan
Hipotenik
Mandirancan Mandirancan, 50.606.950 Ton
Kertawinangun
Pasawahan Cibuntu, Singkup
10 Pasir Cidahu S. Ciparay, S. Ciberes,
S. Cisanggarung, S.
Cihirup
Ciawigebang Sumberdaya
telah
diusahakan
Lebakwangi
Luragung
11 Sirtu Garawangi S. Cisanggarung Cadangan
Hipotenik
Ciniru S. Cipedak 650.000 m3
12 Tras Jalaksana Nanggerang Sumberdaya
13 Emas Ciniru Citapen Sumberdaya
Hantara Gunungmanik Sumberdaya KP
Lebakwangi Cipakem Penelitian
14 Panas Cigandamekar | Sangkanurip Sumberdaya Dalam
bumi/ proses
Geotermal
Kramatmulya Pajambon Sumberdaya oleh Dep.
ESDM

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, 2018
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Berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar

tradisional di Kabupaten Kuningan, tercatat bahwa pada tahun 2020 pendapatan

mencapai 502.993 ribu rupiah. Nilai ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi
466.562 ribu rupiah dan kembali sedikit menurun pada tahun 2022 sebesar 462.173 ribu
rupiah. Namun, pada tahun 2023 terdapat kenaikan kembali menjadi 468.051 ribu rupiah.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85 Target dan Realisasi PAD dari Pasar Kabupaten Kuningan

Pasar . 2020. _ 2021_ _ 2022_ _ 2023. . 2024.
(ribu rupiah) | (ribu rupiah) | (ribu rupiah) | (ribu rupiah) |(ribu rupiah

Pasar Kepuh 296.648 275.450 276.277,5 276.487 374.178
Pasar Baru 170.045 162.120 170.617,5 170.617,5 199.262
Pasar Cilimus 35.000
(Pujasera)
Pasar Ciputat 31.500 13.125
Pasar Kadugede 4.800 4.800 4.800 16.146 4.800
Pasar 11.067 10.478 4.800 1.000
Langlangbuana

Sumber: Bappenda Kab. Kuningan, 2025

g. Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Kuningan relatif stabil dengan
sedikit fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor

industri tercatat sebesar 2,2%, kemudian meningkat sedikit menjadi 2,3% pada tahun

2021 dan kembali menjadi 2,2% pada tahun 2022, sebelum mencapai 2,3% lagi pada

tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri terus memberikan sumbangan

penting terhadap ekonomi daerah, meskipun kontribusinya tetap berada dalam kisaran

yang stabil.
Tabel 2.86 Data Sektor Industri Tahun 2020-2024
. Tahun
e Il 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Kontribusi sektor Industri terhadap 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3
PDRB (persen)
2 | Pertumbuhan Industri 9,2 12,2 13 8,3 2
3 | Industri besar 2 2 4 3 3
4 | Industri menengah 1 1 0 0 1
5 | Industri kecil dan mikro 420 420 3.961 6.466 8.592

Sumber : Kuningan Satu Data, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, PDRB, dan SUSEDA, 2025
h.

Transmigrasi

Kabupaten Kuningan adalah kabupaten yang dikenal dengan jumlah migrasi
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yang tinggi, namun mayoritas adalah transmigrasi yang sifatnya tidak resmi dan tidak
tercatat oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan transmigran yang resmi dan tercatat
jumlahnya sangat sedikit, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.87 Jumlah Transmigran Tahun 2020-2024

Tahun
No Transmigran 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Orang
1 | Jumlah Transmigran yang 42 )
Dibina 40 40 100 (Provinsi)

2 | Jumlah Transmigran yang
Diberangkatkan secara - - - - -

resmi oleh Pemkab
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Perencanaan

Pelaksanaan fungsi perencanaan secara umum dilaksanakan oleh seluruh PD
yang di koordinasikan melalui musyawarah pembangunan di semua tingkatan dari mulai
desa, kecamatan dan kabupaten. Dalam perencanaan pembangunan daerah
dititikberatkan kepada penyusunan program dan kegiatan tahunan melalui Rencana
Kerja pemerintah daerah (RKPD) serta penyediaan data dan informasi serta kajian
permasalahan pembangunan yang terdiri dari bidang ekonomi, infrastruktur lingkungan
hidup dan lingkungan, sosial budaya dan pemerintahan.

Dokumen perencanaan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) merupakan landasan strategis dalam pembangunan di tingkat
daerah. Dokumen ini mencakup berbagai rencana jangka panjang, menengah, maupun
pendek yang disesuaikan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional
maupun daerah. Beberapa dokumen utama yang disusun Bappeda antara lain RPJPD,
RPJMD, dan RKPD. Melalui dokumen-dokumen tersebut, Bappeda mengintegrasikan
aspirasi masyarakat, data sektoral, serta arah pembangunan berkelanjutan guna
memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berjalan secara
sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan dokumen ini juga
melibatkan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan

perencanaan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
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Tabel 2.88 Kinerja Perencanaan per Program Tahun 2020-2024

Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Indikator Satuan

Persentase partisipasi
masyarakat dalam Persen | >90 >90 >90 >90 >90
perencanaan

Sumber: Bappeda Kab. Kuningan

b. Keuangan

Tujuan fungsi keuangan yaitu melaksanakan pengelolaan keuangan agar dapat
berjalan efisien, efektif tepat sasaran dan tercapainya target yang direncanakan. Hal ini
sebagai upaya memberikan dukungan terhadap kegiatan pembangunan yang
diprogramkan. Selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2020 hingga 2023,
Kabupaten Kuningan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerahnya. Opini
WTP ini mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun secara
wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum. Konsistensi pencapaian ini menjadi indikator positif atas tata kelola keuangan
yang akuntabel dan transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Namun
pada Tahun 2024 capaian turun menjadi WDP, hal ini tentu menjadi perhatian khusus
bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan agar bisa ditingkatkan lagi menjadi WTP. Berikut
merupakan Indikator kinerja keuangan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.89 Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Tahun

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Opini BPK terhadap Opini | WTP WTP | WTP | WTP | WDP
Laporan Keuangan

Sumber: Inspektorat Kab. Kuningan

c. Pengawasan

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan  dan
pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mencegah agar tidak terjadi
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan fungsi pengawasan terus
ditingkatkan, baik pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal
pemerintah (APIP) maupun pengawasan langsung oleh masing-masing pimpinan
perangkat daerah di semua tingkatan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan

desa. Beberapa indikator kinerja pengawasan diuraikan dalam tabel berikut.
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Tabel 2.90 Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2020-2023

. Tahun
e il Satuan 5050 T 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Maturitas SPIP Level 3 3 3 3

Persentase rekomendasi

RI yang ditindaklanjuti

2 | Hasil Pemeriksaan BPK Persen 84,17 85 82,01 | 72,47 | 69,43

3 Prosentase Pelanggaran
Pegawai

Persen n/a 0,09 0,07 0,12 0,07

Sumber: Inspektorat Kab. Kuningan

d. Sekretariat Daerah
1) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk
rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi
antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud
transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan diukur atas dasar penilaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil
penilaian dari laporan SAKIP beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.91 Nilai SAKIP Tahun 2020-2024

] Tahun
e Satuan 500 T 2021 | 2022 | 2023 2024
Nilai SAKIP Level B B B B B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) secara konsisten berada pada level B. Nilai ini menunjukkan bahwa
kinerja instansi pemerintah telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang cukup baik,
meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Pencapaian level B selama lima tahun
berturut-turut mencerminkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan,
penganggaran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan cukup baik,
namun tetap memerlukan penguatan untuk mencapai level yang lebih tinggi seperti BB

atau A.
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2) Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban
Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP
Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor
6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan
secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa
Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg,
BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan
Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan
daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hasil EKPPD
terhadap LPPD selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.92 Skor Kinerja LPPD Tahun 2020-2024

. Tahun
Tl Satuan 000 T 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Skor LPPD Poin 0 2,81 3,1486 n/a 3,3782

Sumber: website www.kemendagri.go.id

e. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1) Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilaksanakan oleh Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pendaftaran,
pendataan dan verifikasi organisasi masyarakat, organisasi sosial dan LSM sesuai
Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Selain itu, ada pula kegiatan rutin yang menjadi
tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan setiap tahun yaitu
forum komunikasi Ormas, Orsos, dan LSM.
2) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik. Kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan politik daerah antara lain berupa
penyusunan database partai politik, verifikasi bantuan partai politik, sosialisasi undang-

undang partai politik dan undang-undang pemilu bagi pemilih pemula, Forum komunikasi
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generasi muda partai politik, pendampingan pengurus partai politik, serta sosialisasi

pemilih pemula.

Tabel 2.93 Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2020-2024

. Tahun
No. Indikator Satuan o020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Kegiatan Pembinaan Politik Kegiatan 1 1 1 1 1
Daerah
2 | Kegiatan Pembinaan
Terhadap LSM, Ormas dan Kegiatan 1 1 1 10 15
OKP
Sumber : Bakesbangkpol Kabupaten Kuningan
4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja pada Pelaksanaan Program dan

Kegiatan RKPD dalam kerangka RPD

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dalam kerangka RPD Tahun 2024-
2026 Pemerintah Kabupaten Kuningan memuat 5 (lima) tujuan dan 18 (delapan belas)
sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan
bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi pembangunan dilakukan melalui
evaluasi terhadap berbagai indikator RPD Tahun 2024-2026, evaluasi terhadap
pelaksanaan program APBD Tahun 2024 dan evaluasi terhadap capaian indikator.
Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapaian misi

pembangunan Kabupaten Kuningan dapat diuraikan sebagai berikut.
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Tabel 2.94 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinrja Utama Daerah RPD Kab. Kuningan 2024 — 2026

1
y Lancade!

el Target Capaian Target Kondisi
No Tujuan Sasaran Tujuan/ Satuan 203 4 2%2 4 Akr(:ir:r RI';ID
Sasaran 2025 2026
Indeks Gini Poin 0,336 0,379 0,332 0,328 0,328
Meningkatnya
pomerataan | ndeksDesa | py, 0764 | 07936 | 0783 0,793 0,793
embangunan di Membangun
wilayah Perdesaan
Persentase
; Penduduk Persen | 11,12-12,72 11,88 10,82-12,86 | 10,68-12,98 | 10,68-12,98
T Meningkatkan Pemerataan Menlngkatnya Miskin (%)
Pembangunan Daerah Taraf Hidup
Masyarakat Pengeluaran
gel Ribu 9.933 10.418 10.071 10.210 10.210
per kapita
I\K/Iltjaglz?agskatnya Persentase
Perumahan dan rumah tangga | Persen 97,54 96,42 97,54 97,94 97,94
Permukiman hunian layak
Indeks
Pembangunan Poin 71,28 71,56 71,79 72,31 72,31
Manusia (IPM)
Meningkatnya [':r:f;ggkolah Tahun 12,68 7,90 12,79 12,89 12,89
Akses Pendidikan
T2 Membapgun SDM Unggul dan Masyarakat Rata-rata Tahun 8 12,27 8,09 8.18 8.18
Kompetitif Lama Sekolah
Angka
Meningkatnya Harapan Tahun 74,6 75,22 74,84 75,08 75,08
Derajat Kesehatan |-Hi1dup
Masyarakat Stnina | Persen 16 22,7 15 14 14
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i Target
No Tujuan Sasaran I:ﬂl.lazt&r Satuan UEIET: eI : Kondisi
] T s 2024 2024 2025 2026 Akhir RPD
Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan dan Indeks
Perlindungan Anak | Pembangunan | Poin 87,49 88,00 87,75 88,01 88,01
serta Gender
Pembangunan
Pemuda
Terkendalinya Laju
Pertumbuhan dan | pombuhan | Persen 1,28 1,04 1,26 1,24 1,24
Distribusi Penduduk
Penduduk
Indeks Daya
Saing Daerah Poin 3,46 3,82 3,51 3,56 3,56
(IDSD)
Indeks Risiko
E]‘Zrc‘)‘;aens?a Poin 130 105,27 129 128 128
(IRBI)
Meningkatnya IP?L?aellichs
Kualitas : Poin 65,98 72,05 66,28 66,58 66,58
Lingkungan Hidup Lingkungan
Mewujudkan Pengembangan dan Hidup
T3 Percepatan Daya Saing Daerah menuju .
Daerah Unggul Meningkatnya
Pembangunan Indeks Risiko
Rendah Karbon B Poin 129 105,27 128 128 128
encana
dan Menurunnya
Risiko Bencana
. Tingkat
Meningkatnya L
Konektivitas Antar Konektivitas
Wilayah dan Tingkat Persen 86 82,352 86.8 87,79 87,79
Pelayanan kemantapan
Infrastruktur jalan
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i Target
No Tujuan Sasaran I?ﬂ;I:::/r Satuan Target eI : Kondisi
Sasaran 2024 2024 2025 2026 Akhir RPD
Laju
porumounan | persen | 516-566 | 561 | 518571 | 566-576 | 566-576
onomi
(LPE)
Meningkatnya Nilai
Investasi dan
Kualitas Usaha
yang Disertai Tingkat
dengan Pengangguran | Persen | 8,51-9,21 7,78 8,32-9,05 8,13-8,89 8,13-8,89
Meningkatnya Terbuka
Daya Saing dan
Penempatan
Tenaga Kerja
Mewujudkan Perekonomian Kontribusi
T4 Daerah yang Unggul dan Meningkatnya Sektor
Kompetitif Pertumbuhan Penyediaan
Sektor Penyediaan | Akomodasi Persen 1,75-1,92 1,95 1,75-1,94 1,75-1,96 1,75-1,96
Akomodasi Makan | Makan dan
dan Minum Minum PDRB
/Pariwisata
Meningkatnya
Pertumbuhan Laju
Sektor pertumbuhan | Persen 2,31 5,83 2,32 2,34 2,34
Perindustrian dan Sektor Industri
Perdagangan
Laju
Pertumbuhan | persen | 4,83 0,32 4,84 4,85 4,85
sektor
perdagangan
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i Target
No Tujuan Sasaran I?ﬂ;I:::/r Satuan UEIET: eI : Kondisi
Sasaran 2024 2024 2025 2026 Akhir RPD
. Nilai Tukar .
Meningkatnya . Poin 104,91 113,86 105,22 105,52 105,52
Petani (NTP)
Pertumbuhan
Sektor Pertanian,
Kehutanan, Kontribusi
Kelautan, Sektor Persen n/a 23,23 24,49 24 57 24 .57
Perikanan, dan Pertanian
Ketahanan Pangan | Skor Pola
Pangan Poin 87,01 93,8 88,04 89,03 89,03
Harapan
Indeks
Reformasi Skor cC BB B B B
Birokrasi
Indeks
Kepuasan Persen | 85,7 82,23 86,4 87,1 87,1
Masyarakat
) (IKM)
Meningkatkan Tata Kelola .
T5 Pemerintahan yang Efektif dan I\K/Iue Qﬁ?fskﬁgg a
Efisien Kapasitas Tata Indeks
P Reformasi Skor cc BB B B B
Kelola ) .
. Birokrasi
Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya
Penerapan Inovasi | Indeks Inovasi Poin 45,03 29,82 53.76 62,49 62,49
Daerah dalam Daerah
Pembangunan

Sumber: perangkat daerah Kabupaten Kuningan, 2025
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Tabel 2.95 Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2024

=

-
=

CCIAE'-!

uningan

Kondisi

. 2022 2023 2024
No Indikator Satuan Awal
(2022) Target | Capaian| Target | Capaian| Target | Capaian
1 | Indeks Pembangunan Manusia Poin 70,16 69,45 70,16 69,66 70,99 70,86- 71,56
(IPM) 71,40
2 | Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 1,32 0,60 1,04 0,60 1,05 1,28 1,04
(LPP)
3 | Persentase Penduduk Miskin Persen 12,76 13,06 12,76 12,74 12,12 11,12- 11,88
12,72
4 | Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 9,81 11,01 9,81 10,14 9,49 9,04-11,21 7,78
(TPT)
5 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,53 1,90 - 5,53 2,00- 5,25 0,19-7,20 5,61
(LPE) 3,00 3,45
6 | Indeks Gini Poin 0,345 <0,38 0,345 <0,38 0,351 0.336 0,379
7 | Pendapatan per Kapita (ADHB) Juta 24,68 24,68 24,83 - 27,08 25,22 29,27
Rupiah

Sumber: BAPPEDA Kab. Kuningan, BPS Kab. Kuningan, 2025

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah | 121




d 1
. iy rancdge:
Tabel 2.96 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Sampai Tahun 2024
Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja SR b A Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Pertumbuhan PDRB Persen 5,53 -1,11-6,04 5,61 -1,50 - 5,66 -1,88 - 5,27 -1,88 - 5,27 BPS
. . 18,615,813 — 19.115.365 - 19.619.790 - 19.619.790 —
2 PDRB Per Kapita (ADHK) Rp. (juta) 18.450.340 20.580 520 16,89 21490552 22 395712 22 395 712 BPS
3 Indeks Gini Poin 0,345 0,336 0,379 0,332 0,328 0,328 BPS
4 Persentase Penduduk Miskin Persen 12,76 11,12-12,72 11,88 10,82-12,86 10,68-12,98 10,68-12,98 BPS
. - 374473 — 382.600 — 391.138 — 391.138 —
6 Garis Kemiskinan Rp 371.665 414.973 420.867 429 041 443.308 443.308 BPS
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan .
8 internasional (PPMI)/Miskin Ekstrem persen 10,83 9,02 8.80 8.92 8.12 8.12 Dinsos
Indeks Kedalaman Kemiskinan persen 2,14 1,09 — 2,52 2,02 1,06 — 2,51 1,04 — 2,49 1,04 — 2,49 BPS
10 IPM : Poin 70,16 70,86-71,40 71,56 71,31-71,85 71,76-72,52 70,86-71,40 BPS
- Indeks Pendidikan Poin 60,27 61,68-61,96 61,89 61,89-62,66 62,64-63,28 62,64-63,28 BPS
- Indeks Kesehatan Persen 83,12 83,78-84,24 84,14-84,70 84,62-84,83 84,62-84,83 BPS
- Indeks Pengeluaran Poin 68,95 69,72-70,24 71,39 70,18-70,68 70,62-70,98 70,62-70,98 BPS
11 Angka Harapan Lama sekolah / EYS Tahun 12,24 12,68 12,27 12,79 12,89 12,89 Disdikbud
12 Indeks Harapan Lama sekolah Poin 68 70,47 70,47 71,05 71,64 71,64 Disdikbud
13 Angka Rata-rata Lama Sekolah / MYS Tahun 7,88 8 7,9 8,09 8,18 8,18 Disdikbud
14 Indeks Rata-rata Lama Sekolah Poin 52,53 53,32 53,32 53,94 54,57 54,57 Disdikbud
15 Umur harapan hidup (UHH) Tahun 74,03 74,6 75,22 74,84 75,08 75,08 BPS
16 | Cakupan Desa Siaga Aktif Persen 55 65 79,83 70 75 75 Dinkes
17 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 61,8 62,57-65,03 65,84 63,54-66,02 64,51-67,01 64,51-67,01 BaB:pSe(/ia
18 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 9,81 9,04-11,21 7,78 9,26-11,49 9,47-11,77 9,47-11,77 BaB;pseéa
19 Persentase PAD terhadap pendapatan Persen 12,93 15,49 10,91 15,94 16,31 16,31 Bappenda
20 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Persen 1,89 1,75 -1,92 1,95 1,75 -1,94 1,75 - 1,96 1.75-1.96 BPS/Bappeda
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
21 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Persen 1,32+ 1,28 1,04 1,26 1,24 1,24 BPS/
Bappeda
22 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen 5,53 0,19-7,20 5,61 7,06 712 712 BPS/
Bappeda
23 | Pendapatan Per Kapita (ADHB) Juta (Rp) 24,68 25,22 29,27 25,76 26,3 26,3 BaB;?pSeéa
24 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Ribu (Rp) 9.620 9.933 10.418 10.071 10.210 10.210 BaB:)DpSec/ia
25 Rasio Penduduk yang Bekerja / Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Persen 86,07 86,5 92,22 86,75 87 87 Disnakertrans
26 Jumlah Angkatan Kerja Orang 542.782 552.782 618.129 562.782 572.782 572.782 Disnakertrans
27 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Ton 6 10 14,97 15 20 20 Diskatan
28 | Angka Kematian Bayi (/1000) Poin/ 1000 7.1 6,32 8,46 6,31 6.3 6.3 Dinkes
Kelahiran
28 | Angka Kematian Ibu (/100.000) Kasus 24 23 13 22 22 22 Dinkes
29 Persentase Stunting pada balita Persen 19.4 16 7,9 15 14 14 Dinkes
30 Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS Persen 93,33 93,5 98,41 94 95 95 Dinkes
31 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 87,17 87.02 88 87,04 87,06 87,06 BPS
32 Persentase desa/kelurahan dengan stop buang air besar Persen 66.49 80 100 83 85 85 Dinkes
sembarangan/ODF
ASPEK DAYA SAING DAERAH
. . N 1.195.965- 1.260.149- 1.324.436- 1.324.436-
1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Rp 1.211.684 1 580.871 1.161.901 1 655.840 1730.706 1.730.706 BPS/Bappeda
2 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 104,29 104,91 113,86 105,22 105,52 105,52 DKPP
3 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per papita (cek data) Persen 44,79* 28,40-62,57 45,98 26,22-64,67 24,25-66,56 24,25-66,56 BPS/Bappeda
8 Indeks Desa Membangun (IDM) Poin 0,7446 0,764 0,7936 0,783 0,793 0,793 DPMD
9 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Poin 106,49 130 105,27 129 128 128 BPBD
10 Indeks Ketahanan Daerah Poin 0,68 0,7 0,68 0,71 0,72 0,72 BPBD
11 Indeks Kepuasan Masyarakat Persen 85 85,7 82,23 86,4 87,1 87,1 Bappeda
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten
Kuningan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran DKUKMPERIN
12 belanja barang/jasa dalam merencanakan, mengalokasikan, dan Persen 40 50 40 55 60 60
o ) . DAG
merealisasikan untuk menggunakan produk usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi dari hasil Produk Dalam Negeri (PDN).
. Bag. Org /
13 Nilai SAKIP level / skor B B B B BB BB
Inspektorat
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
o . Bag. Org /
14 Indeks Reformasi Birokrasi level / skor CcC CcC BB CcC B B BKPSDM
. Satpol PP,
15 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persen 74,75 74 76,5 75 76 76 BPBD
16 Opini BPK Kategori / Opini WTP WTP WTP WTP WTP WDP BPKAD
17 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Skor 3,02 1,30 — 1,44 3,82 1,45 -1,60 1,61-1,95 1,61-1,95 Bappeda
ASPEK PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Wajib Dasar
PENDIDIKAN : Disdikbud
1 APK PAUD usia 5-6 tahun Persen 93,58 93,98 98,05 94,25 94,6 94,6
2 Jumlah lembaga PAUD Lembaga 910 920 933 925 930 930
3 Jumlah PAUD Holistik integratif Lembaga 100 150 200 200 300 300
4 APK SD/Paket A Persen 100,01 100,02 100 100,02 100,03 100,03
5 APM SD/Paket A Persen 99,99 99,91 98,52 99,92 99,92 99,92
6 APK SMP/Paket B Persen 99,35 99,52 100 99,65 99,8 99,8
7 APM SMP/Paket B Persen 79,63 93,65 81,30 93,95 94,05 94,05
8 Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI Lembaga 50 55 85 57 60 60
9 Angka Partisipasi usia 7-18 tahun pendidikan kesetaraan Persen 95,15 95,4 96,1 95,55 95,7 95,7
10 Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Persen 1,81 1,9 89,09 1,9 1,9 1,9
11 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Persen 1,7 1,8 85,31 1,8 1,8 1,8
12 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Persen 1,84 1,9 79,68 1,9 1,9 1,9
13 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Persen 1,73 1,8 75,64 1,8 1,8 1,8
14 Pt_en_lngkatan P_rop_ors_l 4umlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Persen 36,06 36,7 407 37.05 37.65 37,65
Minimal Akreditasi Minimal B
15 Persentase SD berakreditasi minimal B Persen 97,56 97,6 97,8 97,65 97,98 97,98
16 Persentase SMP berakreditasi minimal B Persen 84,82 85,1 92,5 85,55 85,8 85,8
17 Guru PAUD profesional Persen 23,37 23,5 67,85 23,87 24,17 24,17
18 Guru Profesional SD Persen 59,08 59,3 71,77 59,65 59,9 59,9
19 Guru Profesional SMP Persen 58,98 59,25 68,3 59,85 60,05 60,05
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Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
20 Persentase kepala sekolah profesional di SD dan SMP Persen 100 100 100 100 100 100
21 Persentase pengawas profesional di SD dan SMP Persen 100 100 100 100 100 100
22 Persentase Guru Layak PAUD Persen 74,08 74,28 76,94 74,75 74,94 74,94
23 Persentase Guru Layak SD Persen 95,56 95,76 97,74 95,9 96,1 96,1
24 Persentase Guru Layak SMP Persen 98,92 98,96 98,98 98,98 98,99 98,99
25 Rasio Kelas Layak PAUD Persen 73,69 73,94 87,08 74,19 74,5 74,5
26 Rasio Kelas Layak SD Persen 85,66 86,26 90,27 86,86 87,3 87,3
27 Rasio Kelas Layak SMP Persen 97,95 97,99 98,08 98,08 98,2 98,2
KESEHATAN :
1 Prevalensi Wasting pada Balita Persen 6,5 6 4,54 5,5 4 4 Dinkes
2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup F}gg;i?aono 71 6,32 8,46 6,31 6,3 6,3
3 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kasus 24 23 13 22 22 22
4 E;l:g:rtase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai Persen 56 56 54 57 58 58
5 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 100 100 127 100 100 100
6 Cakupan pgrtolgngan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Persen 98.16 08 72.4 08 08 08
kompetensi kebidanan
7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persen 94,59 95 54,3 96 97 97
8 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Poin/ 100.000 45 45 7 45 45 45
Penduduk
9 E:Skljjspan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC semua Persen 88 05 79 05 97 97
10 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) ps;;gga%?(o 54 40 7 35 35 35
11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Persen 100 100 100 100 100 100
12 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Persen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
13 Cakupan kunjungan bayi Persen 100 100 83,81 100 100 100
14 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Persen 90 95 70 95 96 96
15 Cakupan pelayanan nifas Persen 96,3 97 70 97 98 98
16 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persen 53,4 100 58 100 100 100
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
17 Cakupan pelayanan anak balita Persen 100 100 81,2 100 100 100
18 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persen 99,41 100 99,67 100 100 100
19 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan Persen 100 100 100 100 100 100
sarana kesehatan (RS)
20 Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS Persen 93,33 93,5 98,41 94 95 95
21 Jumlah PBI BPJS/KIS Orang 619.894 1.114.110 761.161 1.215.392 1.316.675 1.316.675
22 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persen 100 100 100 100 100 100
23 EeeILs:rgt;ﬂse Puskesmas yang melaksanakan PISPK dengan Intervensi Persen 9912 100 100 100 100 100
24 Persentgse_ puskegma_s yang melakukan tata kelola masyarakat Persen 13,51 25 4054 35 45 45
dengan indikator kinerja baik
25 t}::;si:ir;t:);e puskesmas yang melaksanakan program kesehatan Persen 100 100 100 100 100 100
26 Persgntase puskesmas yang melaksanakan asuhan keperawatan baik Persen 100 100 100 100 100 100
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
27 Persentase puskesmas yang melaksanakan layad rawat tidak Persen 0 40 40 60 70 70
terencana
28 Prevalensi Tekanan Darah Tinggi Persen 8,16 9,96 9,62 10,86 11,76 11,76
29 Proporsi kusta baru tanpa cacat Persen 67,3 70 50 80 90 90
30 Release From Treatment (RFT) rate kusta PB dan MB Persen 91 92 84,5 93 95 95
31 Persentase ODHA yang menjalani terapi ARV Persen 95 95 70 95 95 95
Per 1.000
32 Insidensi HIV Penduduk yang 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
tidak terinfeksi HIV
33 Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolosis Persen 92 92 83,2 92 92 92
34 | Prevalensi Malaria (Annual Parasite Incidience/API) API per 1000 0,0000009 <1 0 <1 <1 <1
penduduk
1 Persentgse pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Persen 49% 60% 53% 65% 70% 70% RSUD 45
Occupation Rate (BOR)
9 Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / hari 4 hari 6 hari 3 hari 6 hari 6 hari 6 hari RSUD 45
Length of stay (LOS)
3 Rata—ra‘ta. harll di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari RSUD 45
saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)
Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita per 54
4 | keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45 1000 per 1000 40 per 1000 | 51per 1000 | 38per 1000 | 38 per 1000 38 per 1000 RSUD 45
Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita 29
5 keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25 per 1000 per 1000 24 per 1000 23 per 1000 23 per 1000 23 per 1000 23 per 1000 RSUD 45
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam . . . . . . .
6 periode tertentu / Bed Turn Over (BTO) Kali 52 kali 50 kali 67kali 50 kali 50 kali 50 kali RSUD 45
7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit Persen 76.95 78 80,49 79 80 80 RSUD 45
8 Nilai Akreditasi Rumah Sakit di atas 80 standar akreditasi paripurna - Paripurna - paripurna paripurna RSUD 45
1 Persenta}se pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Persen 67.67 68.77 51,71 69,37 70 70 .RSUD. .
Occupation Rate (BOR) Linggarjati
Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / . RSUD
2 Length of stay (LOS) hari 3.67 4 2,69 5 6 6 Linggarjati
Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke . RSUD
3 saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI) hari 2,29 2,59 41 2,89 3 3 Linggarjati
Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita RSUD
4 | Keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45 persen 32,53 32 19,33 31,5 30 30 Linggarjati
Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita RSUD
5 keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25 persen 18,05 175 10,44 17 16,5 16,5 Linggarjati
Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam . RSUD
6 periode tertentu / Bed Turn Over (BTO) Kali 5145 51.3 47,04 51 50 50 Linggarjati
7 Nilai Akreditasi Rumah Sakit di atas 80 standar akreditasi paripurna - Paripurna - paripurna paripurna Lirzsél:l?ati
8 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit Persen 73,3 75 81,49 78 80 80 Li%%ggaﬁ
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : DPUTR
1 Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik Persen 63,23 64 66,97 65 66 66
2 Akses Pelayanan Air minum Persen 91,1 94,19 91,75 95,74 97,29 97,29
3 Akses Sanitasi Layak Persen 93,65 96,33 96,68 97,68 99,02 99,02
4 Persentase Kemantapan jalan Persen 80,69 86 82,352 86,8 87,9 87,9
5 Persentase keselamatan konstruksi Persen 100 100 100 100 100 100
6 Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Persen 30 60 - 75 100 100
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN : DPKPP
1 Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani Persen 100 100 100 100 100 100
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No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
2 Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati) Ha 54,35 2 9,6 2 2 60,35
3 Persentase rumah layak huni Persen 97,21 97,55 96,42 97,75 97,94 97,94
Panjang !alan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang Km 149,96 50 9582 50 50 299.96
tertangani
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT :
1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Persen n/a 90 90 91 92 92 Satpol PP
> T|n_gkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Persen 84 85 86 86 87 87
Keindahan)
3 Persentase Penegakan Perda dan Perkada Persen 93 95 96 96 97 97
4 Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar Persen 95 95 96 96 97 97
5 Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kab./Kota Persen 80 88 89 89 90 90
6 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK Persen 100 100 100 100 100 100
1 él;r:clzaa:;varga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Persen 90.98 100 100 100 100 100 BPBD
2 Jurr_mlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan Persen 92.02 100 100 100 100 100
kesiapsiagaan terhadap bencana
3 Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk Desa 30 10 18 10 10 30
4 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Persen 92 100 100 100 100 100
evakuasi korban bencana
5 Persentase penanganan pasca bencana Persen 81 75 93,47 80 85 85
SOSIAL : Dinsos
Persentase (%) penyandang disabillitas terlantar, anak terlantar, lanjut
1 usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan Persen 24.09 30 4,31 40 45 45
dasarnya di luar panti
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
2 kebutuhan dasarnya pada saat tanggap dan setelah tanggap darurat Persen 70.40 75 100 80 80 80
bencana daerah Kabupaten/ Kota
Layanan Urusan Wajib Non Dasar
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
TENAGA KERJA :
1 Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat Orang 470 304 426 336 368 1008 Disnakertrans
2 Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan persen 50 50 93 55 60 60
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : DPPKBP3A
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
1 penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
terpadu
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan
2 putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap Persen 100% 80% 11% 80% 80% 80%
perempuan dan anak
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan o o o o o o
3 layanan bantuan hukum Persen 100% 80% 76% 80% 80% 80%
4 Rasio KDRT Persen 0,0001 0,0001 0,000043 0,0001 0,0001 0,0001
5 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per- 100.000 per-100.000 8 8 6.9 78 76 76
penduduk perempuan)
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dari Belanja o o o o o o
6 Langsung APBD persen 55% 8% 32% 10% 12% 12%
7 Persentase perempuan kepala keluarga berdaya ekonomi yang dibina persen 0,626 0,645 0,645 0,657 0,669 0,669
PANGAN :
1 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Poin 93,2 87,01 93,8 88,04 89,03 89,03 Diskatan
2 Penanganan Daerah Rawan Pangan Desa 68 2 4 2 2 74 Diskatan
PERTANAHAN : DPKPP
1 Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi Bidang 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 160.000
LINGKUNGAN HIDUP : DLH
1 Penanganan Sampah Ton 107.441 103,946 108189 104.439 105.929 105.929
d P Persen 61,09 58,2 59,76 57,8 57,4 57.4
2 Penqurangan Sampah Ton 11.200 10.716 15.728 11.022 11.333 11.333
gurang P Persen 22 6 8,73 6.1 6.2 6.2
3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 66,93 65,98 72,05 66,28 66,58 66,58

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah | 129




d 1
. iy rancdge:
Kondisi
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
a. Indeks Kualitas Air Poin 51,11 50,1 54,44 50,2 50,3 50,3
b. Indeks Kualitas Udara Poin 86,96 84,5 92,84 84,6 84,7 84,7
c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Poin 57,05 59 63,82 60 61 61
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : Disdukcapil
1 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persen 100 83 98,34 84 85 85
2 Cakupan Kepemilikan KTP eL Persen 99,4 98,5 99,06 98,75 99 99
3 Cakupan Kepemilikan KIA Persen 43,46 35 55,20 37,5 40 40
4 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun Persen 94,21 89 96,36 90 91 91
5 Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan Persen 100 100 100 100 100 100
6 Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian Persen 100 100 100 100 100 100
7 Persentase OPQ yang telah memanfaatkan data kependudukan Persen 24 39 74.54 44 49 49
berdasarkan perjanjian Kerja sama
Persentase pemenuhan layanan pengolahan dan penyajian data
8 kependudukan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Persen 100 100 100 100 100 100
Kependudukan (SIAK)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : DPMD
Indeks Desa Membangun (IDM)
1 Desa Status : Mandiri Desa 183 10 134 10 10 213
2 Desa Status : Maju Desa 62 15 215 15 15 107
- Persentase Posyandu Strata Mandiri Persen 48 60 49,86 70 80 80
- Jumlah BUMDES yang berbadan hukum Unit 53 7 132 8 8 23
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA : DPPKBP3A
MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern :
1 Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW)) persen 67,24 67,24 66,4 67.34 68 68
2 i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga) point 52,73 52,73 62,68 52.93 53,15 53,15
3 Unmet-need ( Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi) persen 20,86 20,76 10,3 20,56 20,46 20,46
4 ASFR (Angka Kelahiran Remaja) kelahiran 17,1 17 18,7 16,9 16,8 16,8
5 MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) tahun 20 20 20,9 20,5 20,5 20,5
6 TFR (Angka Kelahiran Total) anak 2,3 2,3 2,03 2,25 2,2 2,2
PERHUBUNGAN :
1 Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan Persen 49 53 55,58 55 57 57 Dishub
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
2 Persentase orang yang menggunakan angkutan umum Persen 27,12* 30 30,20 32 34 34 Dishub
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Diskominfo
Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang . .
! disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (LPPD) Persen 100 100 100 100 100 100 Diskominfo
2 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat KIM 1,162 8 8 8 8 8 Diskominfo
3 Keterbukaan Informasi Publik Predikat Informatif Informatif Informatif Informatif Informatif Informatif Diskominfo
4 Indeks SPBE Point 2.88 3 3,57 3.1 3.2 3.2 Diskominfo
5 Pengentasan Desa Blank Spot Desa 1 5 2 5 5 5 Diskominfo
6 Pe_rsentasg layanan publik yang diselenggarakan secara online dan Persen 80 82 84 85 89 89 Diskominfo
terintegrasi (LPPD)
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH:
1| Jumlah koperasi aktif Unit Usaha 492 20 537 25 30 567 Diskopdagper
2 Jumlah koperasi sehat Unit usaha 75 75 85 75 75 300 Dlskopr(]jagpen
3 | Jumlah koperasi binaan Orang 100 50 799 50 50 250 D'SkoF’gagPe”
4 | Jumiah koperasi modern Orang n/a 50 70 50 50 150 Diskopdagperl
5 | Jumlah UKM binaan Unit Usaha 1317 100 254 100 100 1617 Diskopdagper!
6 | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Unit Usaha 200 200 563 250 300 950 Diskopdagper!
PENANAMAN MODAL: DPMPTSP
1 Regulasi Penye!enggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Regulasi 1 3 0 3 3 10
Terpadu Satu Pintu
2 Jumlah Data Potensi Investasi Objek Potensi 3 2 2 2 2 9
3 Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian Laporan 1 2 2 2 2 2
4 JumIah_J_enls Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Jenis 9 4 4 4 4 4
Nonperizinan
5 Media informasi perizinan dan nonperizinan Media 2 2 2 2 2 2
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA : Dispora
1 Tlngkgt Pz_art|S|_paS| pemuda dalam organisasi kepemudaan dan Persen 9.03 05 05 05 05 10.53
organisasi sosial kemasyarakatan
2 Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan Orang 150 200 200 250 300 300
3 Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 19 6 58 8 10 43
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No Satuan
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STATISTIK :
1 Jumlah Produsen Data SKPD/NON SKPD 60 60 70 70 80 80 Diskominfo
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data
2 statistik dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Persen 100 100 100 100 100 100 Diskominfo
Daerah
3 Per§eptase Organisasi Perangkat paerah yang menggunakan data Persen 100 100 100 100 100 100 Diskominfo
statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
4 Jumlah Metadata Statistik OPD/NON OPD 26 40 60 50 60 60 Diskominfo
PERSANDIAN :
1 Jumlah Sertifikat TTE yang diterbitkan Sertifikat TTE 997 1200 1350 1400 1600 1600 Diskominfo
KEBUDAYAAN : Disdikbud
1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kegiatan 12 12 12 12 12 12
2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan buah 143 143 143 143 143 143
3 Terlestarikannya Cagar Budaya Persen 100 100 100 100 100 100
4 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Jurgljgal;zrya 24 24 24 24 24 24
5 Jumlah Pengunjung Museum Orang 34.489 36.390 38.392 40.192 40.192
PERPUSTAKAAN : Dinas Arsip
Perpus
1 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan daerah buku 26150 30150 16943 32150 34150 34150
2 Jumlah Perpustakaan Binaan perpustakaan 70 100 1180 125 150 150
3 Jumlah SDM Perpustakaan Binaan orang 70 100 207 125 150 150
4 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun orang 8750 10000 101052 11000 12000 12000
5 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (LPPD) Persen 0 32,5 79,85 34,5 36 36
6 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (LPPD) Poin 0 68,5 70,85 69 70 70
KEARSIPAN : Dinas Arsip
Perpus
1 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku Persen 85 90 90 92 93 93
2 Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang dibina Orang 62 124 80 186 186 186
3 Tingkat Ketersediaan Arsip (LPPD) Box 0 5 5 8 10 10
Layanan Urusan Pilihan
PARIWISATA : Dispar
1 Kunjungan Wisata Orang 3.448.917 3.793.809 3.824.520 4.173.190 4.590.509 4.590.509
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2 Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan Daya ;I'S%Ijv\;Vlsata 12 3 15 4 5 24
Pembinaan Fasilitasi HAKI Ekonomi Kreatif Orang n/a 50 50 50 75 175

4 Jumlah_Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Orang 25 50 75 50 75 200
Bersertifikat
PERTANIAN :

1 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Persen n/a n/a 23,23 24,49 24,57 24,57 Diskatan
Meningkatnya Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil Ekor 4678 4702 4725 4725 DISKANNAK
Produksi Daging (Ton) : DISKANNAK

1 1. Daging Sapi Ton 2.352 2.259 2.866 2.282 2.305 2.305 DISKANNAK

2 2. Daging Domba/Kambing Ton 1.430 1.348 1.488 1.361 1.375 1.375 DISKANNAK

3 3. Daging Ayam Buras Ton 591 648 716 681 715 715 DISKANNAK

4 4. Daging Ayam Ras Petelur Ton 1.777 1.479 2.179 1.509 1.539 1.539 DISKANNAK

5 5. Daging Ayam Ras Pedaging Ton 30.006 31.679 33.415 32.63 33.609 33.609 DISKANNAK
Produksi Telur (Ton) : DISKANNAK

6 1. Telur Ayam Buras Ton 1.361 1.493 1.496 1.568 1.646 1.646 DISKANNAK

7 2. Telur Ayam Ras Petelur Ton 21.823 18.168 26.763 18.531 18.902 18.902 DISKANNAK

8 3. Telur ltik Ton 469 484 559 499 514 514 DISKANNAK

9 Produksi Susu Sapi (Ton) : DISKANNAK

10 Susu Sapi Perah Ton 18.402 18.979 18.107 19.074 19.17 19.17 DISKANNAK

Populasi Ternak (Ekor) : DISKANNAK
11 1. Sapi Perah Ekor 7.278 7.943 7.943 8.022 8.102 8.102 DISKANNAK
12 2. Sapi Potong Ekor 30.631 30.559 30.559 31.17 31.794 31.794 DISKANNAK
13 | 3. Kerbau Ekor 4.647 4.678 4.678 4.702 4.725 4.725 DISKANNAK
14 | 4. Domba Ekor 136.620 133.79 133790 134.459 135.131 135.131 DISKANNAK
15 | 5. Kambing Ekor 7.725 7.718 7.718 7.756 7.795 7.795 DISKANNAK
16 | 6. Ayam Buras Ekor 634.796 696.545 696.545 731.373 767.941 767.941 DISKANNAK
17 | 7. Ayam Ras Petelur Ekor 1.908.399 1.588.772 2.340.353 1.620.548 1.652.959 1.652.959 DISKANNAK
18 | 8. Ayam Ras Pedaging Ekor 3.814.651 4.027.412 4.248.100 4.148.235 4.272.682 4.272.682 DISKANNAK
19 | 9. Itik Ekor 74.710 75.836 89.072 76.595 77.361 77.361 DISKANNAK
20 Bahan Pangan Asal Hewan (Ton) Ton - surplus Surplus surplus surplus surplus DISKANNAK
21 Penanggulangan Kemiskinan (RTP) RTP 304 731 733 774 774 DISKANNAK
22 Terlaksananya kegiatan pen_gendallan kesehatan hewan dan Persen ) 7 ) 8 10 10

kesehatan masyarakat veteriner

PERDAGANGAN :
1 Jumlah pasar yang direvitalisasi Unit 4 1 - 1 1 7 Dlskop:agpen
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No Satuan
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2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
2 Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah Laporan 8 5 5 5 5 23 D|skopr(11agper|
3 | Nilai ekspor bersih perdagangan uss 6.861.579 1.772.802 3.579.914 1.882.802 1.992.802 12.509.985 D'S"Opr?agpe”
4 Jumlah alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) Unit 6.392 5.000 5.528 5.000 5.000 21392 Diskopdagperi
yang ditera/tera ulang n
5 Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan produk n/a 50 352 50 50 150 D|skoprt11agper|
PERINDUSTRIAN :
1| Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Persen 2,27 2,31 1 2,32 2,34 2,34 Diskopdagperl
2 | Pertumbuhan Industri Persen 13 2 2 2 2 2 Diskopdagperl
3 | Jumlah pendataan SIINAS Dokumen 40 50 77 50 50 190 D'S"Opr?agpe”
TRANSMIGRASI : Disnakertrans
1 Jumlah Translok yang diberdayakan Orang n/a 40 n/a 60 80 80
KELAUTAN DAN PERIKANAN :
1 Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Ikan Kecil Ton 24.567,65 28.500 27.000 30.500 32.500 32.500 Diskanak
2 Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan (NTP) Persen 102,75 104,2 113,86 104,5 105 105 Diskanak
3 Tingkat produksi perikanan budidaya Ton 24.567,65 28,5 27.000 30,5 32,5 32,5
4 Cakupan kelompok pembudidaya ikan Kelompok 700 1000 680 1100 1200 1200
5 Jumlah Rumah Tangga perikanan Orang 12.238 23 22.026 24 25 25
6 Pem_bangunan kampung perikanan budidaya air tawar berbasis Unit n/a 2 0 4 6 6
kearifan lokal
7 Peningkatan Produksi Non Kosumsi Persen n/a 10.5 0 15 20 20
8 Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Ton 350,95 420 440 450 475 475
9 Tingkat kesejahteraan nelayan (NTN) Persen 102,95 102,75 101 103 103,25 103,25 Diskanak
10 Tingkat produksi perikanan tangkap Ton 350,95 420 440 450 475 475
11 Cakupan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kelompok 13 20 13 25 30 30
12 | Jumlah Rumah Tangga Nelayan Orang 1,85 1.800 1.500 1.900 2.000 2.000
13 Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Ton 210,59 250 923 260 275 275
14 Tingkat kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan Persen 102,1 101,5 99 102,25 103 103 Diskanak
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No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
15 Tingkat produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Ton 210,59 250 923 260 275 275
16 Cakupan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kelompok 37 40 40 50 60 60
17 Jumlah Rumah Tangga pengolah dan pemasar Orang 1.750 3.000 3.000 3.500 4.000 4.000
18 Tingkat konsumsi ikan Kg/Kapita/Tahun 25 27 31 27 27 27
19 Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ha 200 200 200 200 200 200
20 Rasio Kawasan Perairan terhadap total lindung luas nelayan Ha 200 200 200 200 200 200 Diskanak
21 Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap Persen 14 8 14 5 9 9
peraturan perundang-undangan
22 cakupan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan Kelompok 3 4 4 5 6 6
Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
SEKRETARIAT DAERAH : Setda
1 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Nilai n/a 70-75 100 75-80 >80 >80 Barjas
2 Tingkat Ketepatan Waktu Proses Pengadaan Barang dan Jasa Persentase n/a 85 100 90 95 95
Persentase Nilai Paket Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
3 | (RUP) yang diinput pada Aplikasi SIRUP LKPP Persentase n/a 90 100 95 100 100
4 Persentasg Perumusan Kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, Persentase n/a 80 100 80 80 80 Adpem
pengendalian dalam aspek Pembangunan
5 Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pembangunan Persentase n/a 80 100 80 80 80
6 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari BUMD dan BLUD Persentase n/a 5 1,5 5 5 5 Ekonomi
7 Persentasg perumusan kgbuakan umum serta koordinasi, fasilitasi, Persentase n/a 85 100 85 85 85
pengendalian perekonomian dan Sumber daya Alam
8 Nilai LPPD Kabupaten di Tingkat Provinsi/Nasional Level & Score n/a 3,1 t::eslgcri]?a 3,2 3,3 3,3 Tapem
9 Persen_tase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Persentase n/a 84 100 85 86 86
Pemerintahan
10 Persentase Penyelesaian Perkara Hukum Persentase n/a 100 100 100 100 100 Hukum
Persentase Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan : Jumlah Bahan
" Kebijakan Daerah yang diusulkan sebagai Produk Hukum Persentase n/a >80 100 >90 >90 >90
12 Pengelolaan Sistem Informasi Hukum terintegrasi Persentase n/a 100 100 100 100 100
13 Perseqtqse Lemb.aga./‘Org.amsaS| Sosial/ Kemasyarakatan/ Individu Persentase 20 20 100 20 20 20 Kesra
yang dibina dan difasilitasi
14 Persen.tgse Bahgn.Kebuakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat Persentase n/a 80 100 80 80 80
yang ditindaklanjuti
15 Persentase bahan kebijakan umum pembinaan, pemahaman, Persentase n/a 80 66,69 80 80 80
pengamalan keagamaan
16 Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal SETDA Persentase n/a 80 100 80 80 80 Umum
17 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Program, Penganggaran Persentase n/a 80 100 80 80 80 Perencanaan
dan Pelaporan Perangkat Daerah & Keuangan
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18 Persentase ‘K.etepatan waktq pelaksanaan dar) penatausahaan Persentase n/a 80 100 80 80 80
keuangan di lingkungan bagian pada Sekretariat Daerah
19 Persentase Kepatuhan Terhada]p Sistem Pengendalian Intern Persentase n/a 80 100 80 80 80
Pengelolaan Keuangan Berbasis SPBE
20 Tingkat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Persentase n/a 80 100 80 80 80 Prokompim
keprotokolan
21 Persentase Kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan Persentase n/a 80 100 80 80 80
22 Jumlah viewer hasil publikasi dan Dokumentasi Orang n/a 750 750 1000 1080 1080
23 Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja yang Efektif dan Efisien Persentase n/a 80 100 80 85 85 Organisasi
Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN : Bappeda
1 Persentase keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100
dan Kabupaten
2 Persentase kesesuaian Program/kegiatan di RKPD dan APBD Persen 100 100 100 100 100 100
3 Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan Dokumen 4 4 4 4 4 12
4 Dokumen Perencanaan (RPJP; RPD dan RKPD) Dokumen 2 4 4 4 2 10
KEUANGAN :
1 Penetapan APBD tepat waktu Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BPKAD
2 Persentase Laporan Aset Daerah Persen 100 100 100 100 100 100
1 Persentase Peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah Persen 0.5 1 0,42 1.5 1.5 1.5 Bappenda
2 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah Persen 68 70 80 75 80 80
3 Jumlah Layanan Pajak Daerah WP 3630 800 5335 900 1000 1000
4 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Persen 89,98 95 94,99 96 97 97
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN : BKPSDM
1 Indeks Profesionalitas ASN Persen 57 57 78,23 60 63 63
2 Indeks Sistem Merit Point 282 290 289 290 325 325
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN : Bappeda
1 Kajian Isu Pembangunan Dokumen 5 2 2 2 2 6
2 Inovasi Daerah Buah 1 1 1 1 1 3
i Sekretariat
SEKERTARIAT DPRD : DPRD
1 Pelayanan Administrator Pemerintahan Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
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Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk
melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan .
2 Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) AdalTidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
PENGAWASAN : Inspektorat
1 Eﬁasisg;e;]se tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kabupaten Persen 71,65 70 76 71 72 72
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat Persen 76,7 74 75 74 75 75
3 Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Persen 82,31 82 69 83 83 83
4 Jumlah SKPD yang memiliki nilai SAKIP minimal BB OPD 26 10 29 12 15 15
5 Level SPIP Level 3 2 3 2 3 3
6 Capaian Nilai MCP Nilai 91 70 88 73 75 75
7 Level Kapabilitas APIP Level 2 3 3 3 3 3
Layanan Unsur Pemerintahan Umum
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : Kesbangpol
1 Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu Persen (724011;) 75 76,44 - - 75
2 Pembinaan Kesadaran Politik Masyarakat Orang 340 300 450 300 300 300
3 Pembinaan Ideologi Negara dan Karakter Kebangsaan Orang 400 300 558 300 300 300
4 Indeks Toleransi Beragama Poin 72,39 70 76,49 70 70 70
Layanan Unsur Kewilayahan
KECAMATAN : 32 Kecamatan
1 dP;g(:?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 63 64 65 65 66 66 Karangakancan
9 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 63 65 66 } } 65
Kecamatan Karangkancana
3 Tingkat partisipasi masyarakat. dalam forum musyawarah Persen 100 100 100 100 100 100
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 190 195 196 200 210 210
5 Jumlah KK Miskin KK 300 309 310 290 261 261
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 70 60 61 40 25 25
Karangkancana
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 71 75 76 83 95 95

kapasitas
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9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 76 77 78 78 79 79
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 83 84 85 85 86 86
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 251 252 253 253 254 254
tahunnya
1 gi(;rtzz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 80 100 100 100 Ciniru
5 Tingkat partisipasi masyarakat (I_Demlllh) dalam demokrasi politik di Persen ) 20 80.30% } } 90
Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)
3 Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Persen 75 78 75% 80 85 85
pembangunan tingkat Kecamatan
4 Jumlah UMKM vyang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan UMKM 815 820 810 850 870 870
5 Jumlah KK Miskin KK 409 390 380 350 330 330
6 nglah keluargg n_nskln yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 380 350 345 300 280 280
diberdayakan di wilayah Kecamatan
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100% 100 100 100
8 \Iiumla_h aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 97 97 315 97 99 99
apasitas
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau KeIL_Jrahan dalam Persen 89 92 90% 5 96 96
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 85 90 87 95 96 96
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 394 395 304 330 335 335
tahunnya
1 (I;’izrtzeszintase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 40 60 60 70 80 80 Jalaksana
5 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 20 70 72 ) ) 70
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat_ dalam forum musyawarah Persen 100 100 100 100 100 100
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan 302 302 302 302 302 302 302
5 Jumlah KK Miskin KK 7768 7768 7768 7768 7768 7768
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 7768 7768 7768 7768 7768 7768
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 90 90 60 90 90 90
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8 \Ii:g\;zir;ae;paratur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 168 168 168 168 168 168
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 100 100 100 100 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 24 24 24 24 o4 24
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 600 600 600 600 600 600
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 200 200 200 200 900 900
tahunnya
1 dPi(:lrtzz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 20 93 65 96 100 100 Lebakwangi
5 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 100 100 66 ) } 100
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat_ dalam forum musyawarah Persen 70 79 100 74 76 76
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 331 365 196 400 450 450
5 Jumlah KK Miskin KK 100 95 310 90 85 85
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 1705 1875 1896 2062 2268 2268
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 iumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 155 155 15 155 155 155
apasitas
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 100 100 83 100 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
1 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 450 470 303 525 575 575
tahunnya
1 (I;’izrtzeszintase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 90 100 100 100 Darma
5 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen ) 85 90 } ) 85
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat_ dalam forum musyawarah Persen 90 100 90 100 100 100
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 550 600 600 650 700 700
5 Jumlah KK Miskin KK 6.125 5.500 55 5.000 4.500 4.500
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 6.125 5.500 5,5 5.000 4.500 4.500
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
8 \Ii:g\;zir;ae;paratur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 100 100 100 100 100 100
9 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
10 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 1 1 90 1 1 1
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 150 200 90 250 300 300
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 150 181 90 217 230 230
tahunnya
1 zizl;zz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 80 85 85 20 95 95 Maleber
9 Tingkat partisipasi masyarakat (Eemlllh) dalam demokrasi politik di Persen 80 80 70 } ) 80
Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)
3 Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Persen 75 80 100 85 90 90
pembangunan tingkat Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan UMKM 2148 2198 2158 2248 2298 2298
5 Jumlah KK Miskin KK 268 750 750 98 48 48
6 nglah keluargg m|sk|n yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 940 900 900 880 850 850
diberdayakan di wilayah Kecamatan
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 i:;ﬁaizirtmae;paratur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 185 185 185 185 185 185
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 92 95 05 97 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 957 1000 960 1070 1100 1100
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 384 404 385 408 412 412
tahunnya
1 dP;g(:?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 100% 100 100 100 Ciwaru
9 'I};mgkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 80 90 58.53% ) ) 90
ecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat. dalam forum musyawarah Persen 80 80 80% 80 85 85
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 745 715 603 625 550 550
5 Jumlah KK Miskin KK 4294 3894 1800 KK 2294 1294 1294
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 0 0 0 0 0 0
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100% 100 100 100
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
8 \Ii:g\;zir;ae;paratur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 137 137 85% 137 137 137
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 80 100 90% 100 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan .
Jenis 1 1 1 1 1 1
11 kepada Camat
12 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 125 130 140 150 150
13 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 208 300 196 310 320 320
tahunnya
1 gizrtzzintase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 62 63 70 64 66 66 Pancalang
5 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 62 65 65 ) ) 65
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat_ dalam forum musyawarah Persen 100 100 95 100 100 100
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 128 140 140 154 169 169
5 Jumlah KK Miskin KK 342 308 308 278 251 251
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 66 50 50 35 22 22
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 Jumla_h aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 70 77 65 84 92 92
kapasitas
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 75 76 76 78 79 79
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 84 85 80 86 87 87
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 250 251 240 250 253 253
tahunnya
1 gi(;rtzz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 75 80 75 85 90 90 Cimanhi
> Tingkat partisipasi masyarakat (F_’emlllh) dalam demokrasi politik di Persen ) 87 67.87 ) ) 87
Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)
3 Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Persen 78 80 85 85 20 20
pembangunan tingkat Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan UMKM 1231 350 355 380 400 400
5 Jumlah KK Miskin KK 2415 1875 1880 1573 1180 1180
6 nglah keluargg n_nskln yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 2415 1875 1880 1573 1180 1180
diberdayakan di wilayah Kecamatan
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 50 60 70 75 85 85
8 \Iiumla_h aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 70 85 90 95 111 111
apasitas
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau KeIL_Jrahan dalam Persen 70 85 88 85 20 20
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 9 9 o 9 5 5
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 230 245 75 250 280 280
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 115 135 67.87 145 175 175
tahunnya
1 Z’g;:z?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 05 100 100 100 Kadugede
9 Tingkat partisipasi masyarakat (E’emilih) dalam demokrasi politik di Persen ) 85 756 ) } 85
Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)
3 Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Persen 75 80 75 85 90 90
pembangunan tingkat Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan UMKM 1500 1725 91 2000 2314 2314
5 Jumlah KK Miskin KK 3724 3500 2997 3000 2500 2500
6 Jl_JmIah keluargg rr_nskln yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 3724 3500 2997 3000 2500 2500
diberdayakan di wilayah Kecamatan
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 85 100 100 100
8 iggzirtmaasparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 100 120 133 120 120 120
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 70 85 80 95 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 9 2 2 2 2 2
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 90 95 95 100 130 130
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 80 85 756 120 150 150
tahunnya
1 Zgzz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 79 81 80 83 87 87 Cibingbin
9 Tingkat partisipasi masyarakat (Eemilih) dalam demokrasi politik di Persen } 82 82 ) ) 82
Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)
Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Persen 80 82 80 84 88 88
pembangunan tingkat Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan UMKM 700 705 700 710 750 750
5 Jumlah KK Miskin KK 5854 5854 5850 5854 5854 5854
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
6 nglah keluargg mlskln yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 5854 5854 5850 5854 5854 5854
diberdayakan di wilayah Kecamatan
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 i:;)n;iir:aasparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 200 200 200 200 200 200
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau KeIL_Jrahan dalam Persen 90 92 92 95 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 513 515 515 517 519 519
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 120 125 122 127 130 130
tahunnya
1 Z’ie;rtzzintase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 70 80 80 82 84 84 Cigandamekar
5 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 77 80 65.8 ) ) 80
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat_ dalam forum musyawarah Persen 100 100 100 100 100 100
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 1.744 1.918 1,918 2.110 2.321 2.321
5 Jumlah KK Miskin KK 7.096 6.386 6,386 5.748 5.173 5.173
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 7.096 6.386 6,386 5.748 5.173 5.173
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 \Iiumla_h aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 107 117 117 128 140 140
apasitas
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau KeIL_Jrahan dalam Persen 90 92 92 95 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 490 500 500 550 600 600
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 301 331 331 364 400 400
tahunnya
1 Z’ie;rtzzintase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 100 100 100 100 Mandirancan
5 Tingkat partisipasi masyarakat (I_’emilih) dalam demokrasi politik di Persen 70 70 70 ) ) 70
Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)
Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Persen 75 77 74 80 83 83
pembangunan tingkat Kecamatan
Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan UMKM 600 620 615 650 700 700
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
5 Jumlah KK Miskin KK 1570 1410 1320 1294 1120 1120
6 Jl_JmIah keluarg_a rr_nskln yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 700 750 750 950 1050 1050
diberdayakan di wilayah Kecamatan
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 \Ii:g:aslirtmaasparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 130 130 140 130 130 130
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 20 92 80 95 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 9 2 > 2 2 2
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 70 75 75 80 85 85
12 Jumlah Rekomen.da3| yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 245 250 250 255 260 260
tahunnya(katagori Perizinan)
1 (I;’izl;zz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 80 85 75 90 95 95 Japara
9 Tingkat partisipasi masyarakat (I_Demlllh) dalam demokrasi politik di Persen 60 65 65 } } 65
Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)
3 Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Persen 75 77 80 80 85 85
pembangunan tingkat Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan UMKM 1007 1015 1010 1025 1035 1035
5 Jumlah KK Miskin KK 3075 2767 2499 2490 2241 2241
6 nglah keluargg m|sk|n yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 480 500 2958 525 550 550
diberdayakan di wilayah Kecamatan
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 i:;)n;zir:aasparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 108 108 108 108 108 108
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 85 20 20 5 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 350 355 98 360 365 365
12 | Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 110 115 794 120 125 125
tahunnya
1 Z’ie;rtzzintase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 100 100 100 100 Garawangi
5 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen ) 80 96 } ) 80
Kecamatan
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
3 Tingkat partisipasi masyarakat. dalam forum musyawarah Persen 75 80 80 85 90 90
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 500 550 550 600 630 630
5 Jumlah KK Miskin KK 2415 1875 231 1573 1180 1180
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 2415 1875 231 1573 1180 1180
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 60 60 65 60 60 60
8 \Ii:g:aslirtmaasparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 178 178 05 178 178 178
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 85 90 90 95 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 9 2 2 2 2 2
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 90 95 139 100 160 160
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 80 85 426 100 120 120
tahunnya
1 (I;’izl;zz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 80 100 100 100 Cilebak
9 Tingkat partisipasi masyarakat (I_Demlllh) dalam demokrasi politik di Persen ) 85 75 } } 85
Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)
3 Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Persen 75 80 80 80 85 85
pembangunan tingkat kecamatan
4 Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan UMKM 237 262 250 300 300 300
5 Jumlah KK Miskin KK 415 400 300 385 360 360
6 nglah keluarg.a rmskm yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 109 109 260 100 100 100
diberdayakan di wilayah kecamatan
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 85 100 100 100
8 iumla_h aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 79 80 80 80 80 80
apasitas
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 100 100 85 100 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 60 70 60 70 70 70
12 Jumlah Rekomenqa3| yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 250 255 245 255 260 260
tahunnya (katagori perizinan).
1 Persentase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 100 100 100 100 Subang

diatasi
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Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
9 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen } 85 75 } } 85
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat. dalam forum musyawarah Persen 79 75 75 77 79 79
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 500 545 560 670 700 700
5 Jumlah KK Miskin KK 1300 1150 1050 1000 875 875
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 565 650 630 825 900 900
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 105 105 112 105 105 105
kapasitas
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 83 20 85 95 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis y 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 125 170 145 200 235 235
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 150 181 183 217 230 230
tahunnya
1 zizl;zz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 70 73 71 75 78 78 Ciawigebang
9 Tingkat partisipasi masyarakat (I?emlllh) dalam demokrasi politik di Persen 75 80 70.30% } } 80
Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)
3 Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Persen 100 100 95% 100 100 100
pembangunan tingkat kecamatan
4 Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan UMKM 4.520 4.957 9,253 5.000 5.500 5.500
5 Jumlah KK Miskin KK 10.113 9.102 10,343 8.192 7.373 7.373
6 nglah keluargg rmskln yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 4.181 4.520 4528 4.957 5.000 5.000
diberdayakan di wilayah kecamatan
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100% 100 100 100
8 i:;ﬁalzir;aasparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 300 312 315 320 305 305
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 75 90 75% 05 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 9 2 > 2 2 2
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 513 515 71 517 519 519
12 Jumlah Rekomenqam yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 250 280 70.30% 285 290 290
tahunnya (katagori perizinan).
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
1 S’izr;z?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 99 100 100 100 100 100 Cibeureum
9 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 80 95 63 } ) 05
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat. dalam forum musyawarah Persen 77 93 85 04 95 05
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 0 0 0 0 0 0
5 Jumlah KK Miskin KK 576 500 480 450 400 400
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 0 0 0 0 0 0
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 \Iiumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 95 95 89 95 95 95
apasitas
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau KeIL_Jrahan dalam Persen 89 92 90 95 97 97
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 85 90 92 95 100 100
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 210 230 295 245 250 250
tahunnya
1 Z’g;z?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 05 100 100 100 Nusaherang
9 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen ) 85 72.36% ) } 85
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat. dalam forum musyawarah Persen 75 75 80% 77 79 79
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 550 600 550 650 700 700
5 Jumlah KK Miskin KK 1300 1150 14,539 1000 875 875
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 565 650 120 825 900 900
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100% 100 100 100
8 \Iiumla_h aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 90 90 100% 20 90 90
apasitas
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau KeIL_Jrahan dalam Persen 85 90 90% 95 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 100 125 1,425 140 200 200
12 iJalthrrL]Irz:\r?ysekomendaS| yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 150 181 220 217 230 230
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
1 z’izr;zz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 80 80 80 82 84 84 Kramatmulya
9 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 77 80 80 } } 80
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat. dalam forum musyawarah Persen 100 100 100 100 100 100
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 297 471 471 663 874 874
5 Jumlah KK Miskin KK 3.065 2.355 2,355 1.717 1.142 1.142
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 3.065 2.355 2,355 1.717 1.142 1.142
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 \Iiumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 100 100 100 100 112 112
apasitas
9 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis y 1 1 1 1 1
kepada Camat
10 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 230 250 600 280 310 310
1 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 250 280 80 313 349 349
tahunnya
1 Persen_tase_penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Persen 100 100 100 100 100 100 Cigugur
yang diatasi
9 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 80 80 80 ) : 80
Kecamatan
3 Tingkat Partisipasi Masyarakatl Dalam Forum Musyawarah Persen 90 >90 =90 =90 =90 =90
Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah P.err'lbangunan Sarana d.an Prasarana di Kelurahan yang Lokasi 78 >78 8 >78 >78 >78
Berada di wilayah Kecamatan Cigugur
5 Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan Kelompok 5 5 15 10 15 15
6 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 550 600 500 620 640 640
7 Jumlah Keluarga Miskin Yang Diberdayakan di Wilayah Kecamatan Keluarga 462 82 82 100 130 130
8 \Iiumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Mendapat Peningkatan Orang 100 20 70 100 120 120
apasitas
9 Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelu.rahan Dalam Persen 90 100 100 100 100 100
Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
10 Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Jenis 9 2 > 2 2 2
Kepada Camat
11 Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
12 EJ{:r:'ﬂIr.:,lr:1yz{¢ekomenda3| yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 107 316 132 316 316 316
13 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 2041 646 1840 650 650 650
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
1 S’izr;z?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 20 100 100 100 Cidahu
9 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 79 82 65% } ) 82
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat. dalam forum musyawarah Persen 75 80 75 85 90 90
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 297 350 325 400 500 500
5 Jumlah KK Miskin KK 1.349 1.200 1,1 1.000 900 900
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 1.290 1.000 700 900 800 800
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 90 100 100 100
8 \Ii:?;z;irtlaasparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 144 150 150 150 150 150
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau KeIL_Jrahan dalam Persen 20 92 90 95 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 477 490 305 510 530 530
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 250 300 175 320 350 350
tahunnya
1 Z’g;z?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 75 100 100 100 Hantara
9 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 70 79 81% ) } 79
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat. dalam forum musyawarah Persen 70 72 75% 74 76 76
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 705 776 327 854 862 862
5 Jumlah KK Miskin KK 1586 1427 379 1284 1156 1156
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 777 855 340 941 1035 1035
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100% 100 100 100
8 i:;n;zir:aasparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 172 172 100% 172 172 172
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau KeIL_Jrahan dalam Persen 75 80 90% 85 20 20
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 84 92 87 101 111 111
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 304
tahunnya
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
1 z’izr;zz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 100 100 100 100 Pasawahan
9 Tingkat partisipasi masyarakat (I?emilih) dalam demokrasi politik di Persen } 76 76 } ) 76
Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)
3 partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Persen 80 82 82 84 88 88
pembangunan tingkat Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan UMKM 156 159 159 162 165 165
5 Jumlah KK Miskin KK 2051 1876 1876 1576 1500 1500
6 nglah keluargg m|sk|n yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 0 0 0 0 0 0
diberdayakan di wilayah kecamatan
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 110 110 110 110 110 110
kapasitas
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 100 100 100 100 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 9 2 2 2 2 2
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 486 506 100 528 548 548
12 Jumlah Rekomendga yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 568 588 76 608 628 628
tahunnya (Kategori Perizinan)
1 (I;’izl;zz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 0 10 8% 10 10 10 Cipicung
9 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 80 85 78% ) ) 85
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat. dalam forum musyawarah Persen 65 70 65% 74 77 77
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 500 885 850 950 1055 1055
5 Jumlah KK Miskin KK 1476 1358 1458 1277 1179 1179
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 1476 1358 1358 1277 1179 1179
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 50 70 68 80 100 100
8 Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 70 80 80 90 130 130
kapasitas
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 80 100 90 100 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 120 130 125 140 150 150
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 576 720 700 750 780 780
12 El{:r:'[wjl::yiekomenda3| yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 120 240 240 360 480 480
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
1 gi(:rtzz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 100 100 100 100 Selajambe
5 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen ) 85 80 ) ) 85
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat_ dalam forum musyawarah Persen 79 75 73 77 79 79
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 500 545 560 670 700 700
5 Jumlah KK Miskin KK 1300 1150 1050 1000 875 875
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 565 650 635 825 900 900
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 i:;ﬁalzir:ae;paratur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 105 105 105 105 105 105
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 83 20 20 5 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 125 170 182 200 235 235
1 gizrtzzintase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 86 100 100 100 Sindangagung
5 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 85 20 80 ) ) 20
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat_ dalam forum musyawarah Persen 85 90 >90 95 100 100
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 3139 3139 3139 3139 3139 3139
5 Jumlah KK Miskin KK 3898 3508 3508 3157 2841 2841
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 842 757 757 682 613 613
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 i:;)n;zir:aasparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 137 137 137 137 137 137
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 92 04 04 96 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 300 350 1000 375 400 400
12 iJal:r:ralna:yiekomenda5| yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 200 205 55 250 275 275
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
1 Egtsaesr;tase Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Persen 100 100 100 100 100 100 Kuningan
9 Tingkat partisipasi masyarakat (I?emilih) dalam demokrasi politik di Persen 76 77 77 } } 77
Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)
Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan o o o o o o
3 pembangunan tingkat kecamatan Persen 90% >90% >90% >90% >90% >90%
4 Jumlah P_embangunan Sarana dan_ Prasarana di Kelurahan yang Lokasi 70 75 75 85 95 95
Berada di wilayah Kecamatan Kuningan
5 Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan Kelompok 20 20 20 20 20 20
6 Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Untuk Diberdayakan UMKM 32 32 20 32 32 32
7 Jumlah KK Miskin KK 8042 7882 7882 7725 7571 7571
8 nglah keluargg mlskln yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 1203 1180 1180 1157 1134 1134
diberdayakan di wilayah kecamatan
9 Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 80 90 90 100 120 120
kapasitas
10 Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelu'rahan Dalam Persen 100 100 100 100 100 100
Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1 Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Jenis 2 2 2 2 2 2
Kepada Camat
12 Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
13 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Dokumen 900 1000 1000 1000 1000 1000
14 Jumlah Rekomenqa3| yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Pelayanan 540 600 600 660 726 726
tahunnya (katagori perizinan).
1 Z’ie;rtzzintase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 20 92 92 95 08 08 Gilimus
5 Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen 80 80 80 ) ) 80
Kecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat_ dalam forum musyawarah Persen 75 80 80 85 20 20
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 1.600 1,65 1,6 1700 1750 1750
5 Jumlah KK Miskin KK 2.838 2,5 2500 2,3 2,1 2,1
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 2.520 2.600 2,6 2.710 0.282 0.282
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 i:;)n;'c;ir:aasparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 507 507 507 507 507 507
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 20 92 92 5 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 477 490 490 510 530 530
12 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 299 310 310 330 350 350
tahunnya
1 Z’izrtzzintase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 70 73 74 75 78 78 Luragung
5 Tingkat partisipasi masyarakat (I?emilih) dalam demokrasi politik di Persen ) 80 81 ) } 80
Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)
3 Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Persen 100 100 100 100 100 100
pembangunan tingkat kecamatan
4 Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan UMKM 4.520 4,957 4,957 5.000 5.500 5.500
5 Jumlah KK Miskin KK 10.113 9.102 9,104 8.192 7.373 7.373
6 Jl_JmIah keluargg rr_nskln yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk Keluarga 2.181 4.520 4,521 4.957 5.000 5.000
diberdayakan di wilayah kecamatan
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 100 100 100 100
8 iggzirtmaasparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 300 312 314 320 395 395
9 Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelgrahan dalam Persen 75 20 91 95 100 100
penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
10 Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 2 2 2 2 2 2
kepada Camat
11 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 84 92 93 101 111 111
12 Jumlah Rekomendg& yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 250 280 74 285 290 290
tahunnya (katagori perizinan).
1 Zgzz?tase pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang Persen 100 100 80 100 100 100 Kalimanggis
9 'Iimgkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Persen } 80 60 ) ) 80
ecamatan
3 Tingkat partisipasi masyarakat. dalam forum musyawarah Persen 100 100 80 100 100 100
perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
4 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 150 324 300 516 727 727
5 Jumlah KK Miskin KK 3.065 2.355 2,086 1.717 1.142 1.142
6 Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Keluarga 3.065 2.355 2,086 1.717 1.142 1.142
7 Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan Persen 100 100 85 100 100 100
8 .Iiumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan Orang 100 100 96 100 100 100
apasitas
9 Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Jenis 1 1 1 1 1 1
kepada Camat
10 Jumlah Pelayanan Administrasi Non Perizinan Pelayanan 75 85 80 90 100 100
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Kondisi
Capaian Kinerja Pada
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja 2024 2025 2026 Akhir Periode Ket.
No Satuan
Daerah RPD
2022/2021* Target Capaian Target Target 2026
1 ;J:rmlsl:yiekomendam yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap Dokumen 100 130 124 150 200 200
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Dari hasil evaluasi RPJMD dan RKPD telah banyak target capaian yang tercapai

selama periode 2019-2023. Adapun untuk target capaian yang masih belum tercapai

dapat dikarenakan beberapa faktor salah satunya keterbatasan anggaran yang dimiliki

oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, sehingga belum bisa mengakomodir seluruhnya.

5. Evaluasi Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

Menurunnya persentase kemiskinan pada tahun 2020 menjadi 13,58%. Karena
Capaian 12,82% < 13,58% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs
sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.

Meningkatnya persentase penduduk di Kabupaten Kuningan yang menjadi peserta
jaminan kesehatan melalui SUSN Bidang Kesehatan mencapai 89,16% pada tahun
2020.

Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi

yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
Capaian penurunan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
pada tahun 2020 menjadi 6,3%.
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita
pada tahun 2020 menjadi 20%. Karena Capaian 7,4% < 20 Target SDGs dalam
RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan

seluruh penduduk semua usia.

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2020 menjadi 22 kasus. Karena
Capaian 27 kasus > 22 kasus Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs
belum tercapai di Kabupaten Kuningan.

Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun
2020 menjadi 91%. Karena Capaian 103,3% > 91% Target SDGs dalam RPJMD,
artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.

Menurunnya prevalensi Malaria per 1000 orang pada tahun 2020 menjadi O.
Karena Capaian 0 = 0 Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah

tercapai di Kabupaten Kuningan.
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Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun
2020 menjadi 70,21%. Karena Capaian 68,70% < 70,21% Target SDGs dalam
RPJMD, artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta

meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Meningkatnya rasio Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2020
menjadi 95,21%. Karena Capaian 95,21% < 99,89% Target SDGs dalam RPJMD,
artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.

Meningkatnya rasio Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2020
menjadi 79,90%. Karena Capaian 79,90% < 91,22% Target SDGs dalam RPJMD,
artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan

Meningkatnya capaian rasio Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat di
Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 menjadi 64,73%.

Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun
2020 menjadi 7,41 tahun. Karena Capaian 7,64 > 7,41 target SDGs dalam RPJMD,
artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum

perempuan.
Tercapainya penurunan prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan per 1000
penduduk anak perempuan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 menjadi
0,059.

Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD 30%. Karena Capaian 22% <
30% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs belum tercapai di

Kabupaten Kuningan.

Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan

sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2020 menjadi
88,12%. Karena Capaian 85,92% > 88,12% Target SDGs dalam RPJMD, artinya
target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.
Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2020 menjadi
93,25%. Karena Capaian 85,47% < 93,25% target SDGs dalam RPJMD. artinya

target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.
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Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan
modern untuk semua.

e Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 99,96% pada tahun 2020 (Berdasarkan
data Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat).

Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh,
serta pekerjaan yang layak untuk semua.

¢ Meningkatnya persentase tenaga kerja formal mencapai 47,86% pada tahun 2020.

e Menurunnya tingkat pengangguran terbuka mencapai 15,25% pada tahun 2020.
Karena Capaian 14,29% < 15,25% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target
SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri
inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

e Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur mencapai 2,25% pada
tahun 2020.

Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.

e Koefisien Gini pada tahun 2020 menjadi <0,38. Karena Capaian 0,361 < 0,38
Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten
Kuningan.

Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan
berkelanjutan.

e Meningkatnya rumah layak huni menjadi 95,85%. Karena Capaian 95,94% >
95,85% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di
Kabupaten Kuningan.

e Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80,25% pada
tahun 2020. Karena Capaian 72,49% < 80,25% Target SDGs dalam RPJMD,
artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.

(Target RPJMD: cakupan pelayanan pengelolaan sampah kabupaten)

Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

e Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah
sesuai peraturan perundangan (sektor industri), Capaian sebanyak 5 dokumen
pada tahun 2020 .
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Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan
dampaknya.

e Membuat daftar kecamatan yang masuk zona bencana alam. Tercatat ada 20
kecamatan yang masuk dalam daerah rawan longsor. Sebanyak 13 kecamatan di
antaranya berada dalam kategori pergerakan tanah tinggi. Dari 20 kecamatan itu,
tujuh kecamatan masuk pada potensi gerakan tanah menengah, dan 13 kecamatan

sisanya masuk potensi gerakan tanah tinggi.

e Mewaspadai kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ceremai dan

beberapa wilayah lainnya di seputar lereng Gunung.

e Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per
100.000 orang menjadi 0. Karena Capaian 8,37 > 0 Target SDGs, artinya target

SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber

daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
e Kabupaten Kuningan tidak memiliki pantai dan laut.

Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari,
menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

e Meningkatnya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan
keseluruhan mencapai 1,94% (2.317,38 Ha) pada tahun 2020.

Tujuan 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk
pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk
semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan
inklusif di semua tingkatan.

o Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum
litigasi dan non litigasi pada tahun 2020 tercapai sebanyak 60 orang.

e Meningkatnya Indeks Perilaku Korupsi (IPAK) mencapai 94,54% pada tahun 2020.

¢ Meningkatnya persentase Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

pemerintah daerah menjadi 66,95% pada tahun 2020 .
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e Keberadaan PERDA/PerBup tentang Konsultasi Publik, di mana telah ditetapkan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyelenggaraan
Informasi, media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website
Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) dan Pemberian Fasilitasi
Terhadap Partisipasi Masyarakat,

Tujuan 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan

global untuk pembangunan berkelanjutan.

e Tercapainya penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuningan pada tahun 2020
sebesar Rp 84,3 Milyar yang mencapai 28% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

e Tercapainya total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB sebesar
2,77 Triliun.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Untuk Institusi Pelayanan

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk
mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran
atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di Lingkup
pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. SKM dilakukan secara berkala minimal satu
Tahun sekali. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk
mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
Dalam melakukan penilaian kepuasan masyarakat, terdapat 9 (sembilan) unsur
penilaian antara lain: (1) persyaratan; (2) prosedur; (3) waktu pelayanan; (4) biaya/tarif;
(5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetisi pelaksana, perilaku pelaksana,

penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.
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Tabel 2.97 Survei Kepuasan Masyarakat perangkat daerah Kabupaten Kuningan

PD/ Unit Pelayanan

= Publik

Nilai
IKM

Kategori

Jumlah
responden

Metode
SKM

Unsur Prioritas
Perbaikan

Rencana Tindak Lanjut

1. | Sekretariat DPRD 70,929 c 50 Manual 1. Alur pelayanan 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
(Kurang 2. Produk spesifikasi jenis prosedur pelayanan.
baik) pelayanan 2. Perlu upaya untuk mempertahankan Kkualitas
pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan
upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan
secara konsisten terutama Peningkatan Kecepatan
Pelayanan, Peningkatan Kedisiplinan petugas
pelayanan, Peningkatan pelayanandengan
penyederhanaan proses dan pemberian pelayanan
yang lebih adil.
2. | Dinas Ketahanan Pangan 87 B (Baik) 291 Manual 1. Waktu penyelesaian 1. Waktu penyelesaian:
dan Pertanian 2. Prosedur pelayanan a. Peningkatan sosialisasi registrasi “online”
3. Perilaku petugas b. Penambahan loket layanan
2. Prosedur pelayanan:
a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
prosedur pelayanan
b. Simplifikasi proses bisnis
3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus
terkait service excellent.
3. | Dinas Perhubungan 79,38 B (Baik) 100 Online 1. Waktu penyelesaian 1. Waktu penyelesaian : Penganggaran penambahan
(Aplikasi | 2. Kompetensi pegawai sarana dan prasarana.
Typeform) 2. Kompetensi pegawai:
a. Mengadakan pengadaan pegawai ASN di Unit-
unit pelayanan
b. Peningkatan kompetensi pegawai.
4. | Dinas Penanaman Modal 89,14 A 2.088 Online 1. Waktu penyelesaian 1. Lebih meningkatkan mutu pelayanan.
dan Pelayanan Terpadu (Sangat (Aplikasi 2. Pentingnya kolaborasi yang lebih baik dan
Satu Pintu Baik) SKM menyeluruh dari level atas sampai bawah.
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PD/ Unit Pelayanan Nilai Katedqori Jumlah  Metode Unsur Prioritas Rencana Tindak Laniut
Publik IKM 9 responden  SKM Perbaikan J
berbasis . Penanganan
Android) pengaduan, saran dan
masukan
Dinas Lingkungan Hidup 77,78 B (Baik) 100 Manual . Waktu penyelesaian Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah
(typeform) | 2. Kompetensi Pelaksana | dapat ditingkatkan secara optimal dan unsur pelayanan
. Sarana dan prasarana yang mendapatkan nilai tertinggi dapat dipertahankan
secara optimal.
Kecamatan Kuningan 80,9465 | B (Baik) 200 Pengisian |1. Sarana dan prasarana Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitas
Kuesioner |2. Sistem, Mekanisme, dan | sarana dan prasarana dan penambahan personel ASN
Manual Prosedur di Kantor Kecamatan Kuningan bisa mendapatkan
prioritas
Kecamatan Luragung 80,715 | B (Baik) 245 Pengisian Waktu penyelesaian 1. Mengajukan rencana belanja modal AC untuk tahun
Kuesioner pelayanan depan
Manual Prosedur layanan 2. Mengajukan permohonan kekurangan pegawai ke
Perilaku pelaksana BKPSDM Kab. Kuningan.
Kecamatan Cimahi 80,615 | B (Baik) 210 Pengisian [I. Waktu Penyelesaian 1. Waktu penyelesaian :
Kuesioner P. Prosedur Pelayanan a. Peningkatan sosialisasi registrasi “‘online”
Manual . Perilaku petugas b. Penambahan loket layanan
2. Prosedur pelayanan:
a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
prosedur pelayanan
b. Simplifikasi proses bisnis
3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus
terkait service excellent.
Kecamatan Cidahu 78,97 B (Baik) 300 Pengisian [I. Sarana dan prasarana Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan
Kuesioner P. Sistem, mekanisme, dan | prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.
Manual prosedur Sehubungan kekurangan di Kantor Kecamatan

. Penanganan pengaduan
. Waktu penyelesaian

Cidahu lebih kepada Sarana dan Prasarana, maka
untuk penganggaran tahun berikutnya kami akan
mengusulkan kepada Dinas terkait di Kabupaten
Kuningan agar rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Kantor Kecamatan Cidahu bisa mendapatkan prioritas.
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PD/ Unit Pelayanan Nilai Katedori Jumiah  Metode Unsur Prioritas Rencana Tindak Laniut
Publik IKM g responden  SKM Perbaikan J
Dan untuk penambahan pegawai kantor Kecamatan
Cidahu akan berkoordinasi dengan Badan terkait untuk
penambahan pegawai.
10. | Kecamatan Lebakwangi 86,29 B (Baik) 100 Pengisian [I. Penanganan pengaduan | Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan
Kuesioner P. Sistem, mekanisme, | prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.
Manual prosedur Namun demikian, sehubungan kekurangan di Kantor
Kecamatan Lebakwangi lebih kepada Penanganan
Pengaduan dan Sistem, Mekanisme, Prosedur , maka
kami di Kantor Kecamatan Lebakwangi belum bisa
memastikan Rencana Tindak Lanjut dari hasil analisa
tersebut.
11. | Kecamatan Japara 77,62 B (Baik) 410 Pengisian (1. Sarana dan prasarana 1. Sarana dan prasarana:
Kuesioner P. Penanganan pengaduan, a. Peningkatan sarana dan prasarana yang
Manual saran dan masukan memadai
3. Perilaku petugas b. Penambahan SDM
2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan:
Adanya tempat pengaduan khusus
3. Perlikau petugas: Memberikan pelatihan
12. | Kecamatan Mandirancan 84,45 B (Baik) 120 Pengisian | 1. Waktu Penyelesaian 1. Peningkatan sosialisasi registrasi “online”
Kuesioner | 2.Sarana dan prasarana 2. Penyediaan printer KTP.
Manual
13. | Kecamatan Pasawahan 78,78 B (Baik) 200 Pengisian |1. Penanganan pengaduan |1. Memaksimalkan penggunaan aplikasi LAPOR
Kuesioner |2. Saranadan prasarana 2. Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitas
Manual sarana dan prasarana bisa mendapatkan prioritas.
14. | Dinas Sosial 81,12 B (Baik) 697 Manual 1. Waktu Penyelesaian 1. Waktu penyelesaian: Pengembangan pembuatan
2. Prosedur Pelayanan Aplikasi, sosialisasi operator Desa di Kecamatan
3. Perilaku petugas 2. Prosedur pelayanan: Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap prosedur pelayanan
3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus
terkait aplikasi dan petugas layanan
15. | Dinas Komunikasi dan 81,38 B (Baik) 234 Manual 1. Waktu Penyelesaian 1. Waktu penyelesaian:
Informatika 2. Prosedur Pelayanan a. Peningkatan sosialisasi registrasi “onling”
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Publik

Nilai
IKM

Kategori

Jumlah
responden

Metode
SKM

Unsur Prioritas
Perbaikan

. Perilaku Petugas

. Prosedur pelayanan:

. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus

Rencana Tindak Lanjut
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b. Penambahan loket layanan

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
prosedur pelayanan

b. Somplifikasi proses bisnis

terkait service execellent

16.

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

81,945

B (Baik)

100

Manual

M —

Persyaratan;

. Kemudahan  Prosedur
Pelayanan;
Waktu Penyelesaian
Pelayanan;
Kesesuaian Produk
Layanan;
Sarana dan Prasarana.

. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas

. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan

. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan

. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai

pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan
upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara

konsisten terutama Peningkatan Kecepatan
Pelayanan, Peningkatan Kedisiplinan petugas
pelayanan, Peningkatan pelayanandengan

penyederhanaan proses dan pemberian pelayanan
yang lebih adil;

pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui
pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima
dan memproses keluhan pelanggan serta
menyediakan media yang mudah diakses oleh
pelanggan seperti saluran telepon, SMS dan media
on line (WEB);

pelanggan terhadap petugas dalam memberikan

pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah:

a. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi petugas;

b. Memberikan informasi
kepada pelanggan.

secara komunikatif

yang berprestasi dan terus memotivasi untuk
mendapatkan prestasi di masa yang akan dating
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No. Kategori Rencana Tindak Lanjut

Publik IKM responden  SKM Perbaikan

serta mempertimbangkan kesejahteraan karyawan
dalam bentuk insentif khusus dan juga sanksi bagi
petugas yang melanggar aturan disiplin sebagai
PNS;

5. Kegiatan penyusunan IKM dapat terus dilaksanakan
sebagai salah satu cara untuk mempertahankan
kualitas pelayanan publik dengan membandingkan
IKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survey
dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan
sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali)
secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan
perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik.

6. Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi
skoring pelanggan dalam pengisian: Kondisi
pelayanan: jumlah antrian dan kondisi jaringan
apakah sedang berfungsi dengan baik atau sedang
mati.

17. | Badan Pengelolaan 87,04 B (Baik) 164 Manual 1. Waktu penyelesaian 1. Lebih meningkatkan mutu pelayanan.
Pendapatan Daerah 2. Penanganan pengaduan, 2. Pentingnya kolaborasi yang lebih baik dan
saran dan masukan menyeluruh dari level atas sampai bawah.
3. Persyaratan
4. Produk layanan
18. | Badan Kepegawaian dan 87 B (Baik) 200 Manual 1.Penanganan pengaduan 1. Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum
Pengembangan Sumber layanan dan ramah
Daya Manusia 2. Biaya/tarif 2. Untuk proses pelayanan kepegawaian lebih
3. Sarana dan Prasarana ditingkatkan dan dipercepat agar tidak bolak-balik
4. Wakiu penyelesaian
5. Perilaku pelaksana
19. | Sekretariat Daerah 75,295 C 615 Manual 1. Penanganan pengaduan, (1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan:
(Kurang saran dan masukan a. Diadakannya tempat pengaduan khusus (Media
baik) P. Biaya/tarif Whatsapp, email, nomor telepon/SMS)
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PD/ Unit Pelayanan
Publik

Nilai
IKM

Kategori

Jumlah
responden

Metode
SKM

Unsur Prioritas
Perbaikan

Rencana Tindak Lanjut

3. Waktu penyelesaian
4. Persyaratan

b. Perilaku pelaksana
6. Sarana prasaran

b. Memaksimalkan Website resmi Setda sebagai
sarana pengaduan
2. Biayaftarif: Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap prosedur pelayanan

3. Waktu  penyelesaian: Memonitoring  dan
mengevaluasi SOP pelayanan

4. Persyaratan: Memonitoring dan mengevaluasi
persyaratan dalam setiap layanan

5. Perilaku pelaksana: Meningkat SDM dalam
pelayanan

6. Sarana prasarana: Mengadakan sarana dan
prasaran yang belum tersedia, serta mengoptimalkan
sarpras yang sudah ada

20. | Dinas Tenaga Kerja dan 82,69 B (Baik) 40 Manual Waktu pelayanan Waktu dalam pemberian pelayanan agar lebih disingkat
Transmigrasi dan sesuai dengan SOP yang telah ada.
21. | Dinas Perikanan dan 74,07 C 450 Manual 1. Waktu Penyelesaian 1. Waktu penyelesaian:
Peternakan (Kurang 2. Prosedur Pelayanan a. Peningkatan sosialisasi registrasi “online”
baik) 3. Perilaku Petugas b. Penambahan loket layanan
2. Prosedur pelayanan:
a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
prosedur pelayanan
b. Somplifikasi proses bisnis
3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus
terkait service execellent
22. | Badan Perencanaan 80,03 B (Baik) 155 Database |1. Saranadanprasarana |1. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung
Pembangunan, Penelitian Google 2. Perilaku pelaksana fungsi pelayanan publik
dan Pengembangan Form 2. Memberikan pelatihan khusus terkait service
Daerah excellent
23. | Kecamatan Kramatmulya 79,295 | B (Baik) 250 Manual Sarana dan prasarana Penganggaran tahun berikutnya kami

akan mengusulkan kepada Dinas terkait di Kabupaten

Kramatmulya agar pengadaan dan
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™ PD/ Unit Pelayanan Nilai Kateqori Jumlah  Metode Unsur Prioritas Rencana Tindak Laniut
: Publik IKM 9 responden  SKM Perbaikan J
rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan
Kramatmulya bisa mendapatkan
prioritas.
24. | Kecamatan Cigugur 81,13 B (Baik) 260 Manual . Sarana dan prasarana 1. Pengadaan sarana dan prasarana
P. Penanganan pengaduan 2. Membuka hotline pelayanan
layanan 3. Memberikan pelatinan peningkatan kapasitas
3. Kompetensi petugas |4. Pengadaan informasi tentang persyaratan pelayanan
pelayanan 5. Peningkatan keterampilan karyawan.
4. Persyaratan
b. Waktu penyelesaian
25. | Kecamatan Cibingbin 77,19 B (Baik) 100 Manual 1. Penanganan pengaduan | 1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan:
P. Perilaku pelaksana - Tersedianya layanan aduan masyarakat secara
realtime di Kecamatan
2. Perilaku pelaksana:
- Memberikan pelatihan pelayanan prima, Bimtek,
kursus
26. | Kecamatan Ciwaru 78,22 B (Baik) 200 Manual 1. Saranadanprasarana  [1. Pengadaan sarana dan prasarana
2. Produk/hasil layanan 2. Meningkatkan SDM dengan memberi pelatihan,
Bimtek
27. | Dinas Pendidikan dan 80,67 B (Baik) 156 Manual 1. Waktu Penyelesaian 1. Wakiu penyelesaian:
Kebudayaan 2. Prosedur Pelayanan a. Peningkatan sosialisasi registrasi “online”
3. Perilaku Petugas b. Penambahan loket layanan
2. Prosedur pelayanan:
a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
prosedur pelayanan
b. Somplifikasi proses bisnis
3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus
terkait service execellent
28. | Kecamatan 81,85 B (Baik) 184 Manual 1. Waktu Penyelesaian 1. Waktu penyelesaian:
Karangkancana 2. Prosedur Pelayanan - Peningkatan sosialisasi registrasi “online”.
3. Perilaku Petugas - Pembuatan Aplikasi layanan online.
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PD/ Unit Pelayanan ilai Katedori Jumlah Metode Unsur Prioritas
Publik g responden  SKM Perbaikan

2. Prosedur pelayanan:
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
prosedur pelayanan.
3. Perilaku petugas:
- Memberikan pelatihan khusus terkait service

excellent.
29. | Kecamatan Garawangi 79,81 B (Baik) 350 Manual 1. Waktu Penyelesaian 1. Waktu penyelesaian:
2. Prosedur Pelayanan - Peningkatan sosialisasi registrasi “online”.
3. Perilaku Petugas - Penambahan SDM.

2. Prosedur pelayanan:
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
prosedur pelayanan.
3. Perilaku petugas: Memberika pelatihan.

30. | Kecamatan Maleber 80,8 B (Baik) 200 Manual Sistem, mekanisme dan | Sistem, mekanisme dan prosedur:
prosedur - 505|al|sa3| Registrasi “online” kepada
masyarakat;

- Pembangunan Fasilitas Pelayanan online melalui
Smartphone bagi masyarakat;

- Pelatihan khusus kepada pegawai terkait
pelayanan berbasis online.

31. | Kecamatan Ciawigebang 78,99 B (Baik) 250 Manual 1. Waktu Penyelesaian 1. Wakiu penyelesaian:
2. Prosedur Pelayanan - Peningkatan sosialisasi registrasi “online”.
3. Perilaku Petugas - Penambahan SDM.
2. Prosedur pelayanan:
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
prosedur pelayanan.
3. Perilaku petugas: Memberika pelatihan khusus
terkait service excellent.
32. | Kecamatan Sindangagung 85,08 B (Baik) 130 Manual 1. Waktu Penyelesaian 1. Waktu penyelesaian:
2. Produk/hasil layanan - Peningkatan sosialisasi registrasi “online”.
3. Penanganan pengaduan - Penambahan SDM

2. Produk/hasil layanan: Mengadakan pelatihan, Bimtek
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3. Penangan pengaduan: Tersedianya layanan aduan
masyarakat secara realtime di Kecamatan
33. | Kecamatan Darma 78,52 B (Baik) 150 Manual Sarana dan prasarana 1. Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitas
sarana dan prasarana bisa mendapatkan prioritas
2. Penambahan pegawai.
34. | Kecamatan Cilimus 85,6 B (Baik) 245 Manual Sarana dan prasarana Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitas
sarana dan prasarana bisa mendapatkan prioritas
35. | Kecamatan Cigandamekar | 82,235 | B (Baik) 200 Manual 1. Waktu penyelesaian 1. Waktu penyelesaian:
2. Sarana prasarana a. Peningkatan sosialisasi registrasi online
3. Sistem, mekanisme dan b. Integrasi secara online terhadap kebutuhan
prosedur pelayanan Masyarakat dengan Dinas/Instansi di
4. Biayaltarif Kab. Kuningan
5. Penanganan pengaduan, 2. Sarana prasarana: Penyediaan printer KTP
saran 3. Sistem, mekanisme dan prosedur:
a. Sosialisasi registrasi online kepada Masyarakat
b. Pembangunan fasilitas pelayanan online melalui
smartphone bagi Masyarakat
c. Pelatihan khusus kepada pegawai terkait
pelayanan berbasis online
4. Biayaftarif: Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap prosedur pelayanan
5. Penanganan pengaduan, saran: Tersedianya
layanan aduan Masyarakat secara realtime di
kecamatan.
36. | Kecamatan Jalaksana 78,22 B (Baik) 200 Manual 1. Penanganan pengaduan, | Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan
saran dan masukan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah 10
2. Sarana dan prasarana hasilnya. Namun demikian, sehubungan kekurangan
3. Produk spesifikasi jenis | yang ada di Kantor Kecamatan Jalaksana lebih kepada
pelayanan Sarana dan Prasarana bersifat fisik masih belum
mendapat prioritas karena keterbatasan anggaran,
maka kami di Kantor Kecamatan Jalaksana belum bisa
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memastikan Rencana Tindak Lanjut dari hasil 16nalisa

tersebut.

. Produk spesifikasi jenis (1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya

pelayanan manusia perangkat kantor kecamatan subang

2. Sarana dan prasarana tentang pengetahuan mengenai tata naskah dinas

dan pengetahuan mengenai regulasi pemerintahan

38. | Dinas Perumahan, 84,13 B (Baik) 73 Database Waktu penyelesaian 1. Perlu dilakukan pembinaan terhadap petugas yang

Kawasan Permukiman, Google 2. Kemudahan prosedur melayani agar lebih ramah dan jelas dalam

dan Pertanahan Form memberikan prosedur pelayanan.

2. Meningkatkan  komunikasi, koordinasin  dan
monitoring terhadap program yang akan, sedang,
dan telah dilaksanakan di Desa.

Waktu penyelesaian 1. Waktu penyelesaian:

. Produk/hasil layanan a. Peningkatan sosialisasi registrasi online

3. Penanganan pengaduan b. Integrasi secara online terhadap kebutuhan

pelayanan Masyarakat dengan Dinas/Instansi di
Kab. Kuningan

2. Produk/hasil layanan: Mengadakan pelatihan, Bimtek

3. Penangan pengaduan: Tersedianya layanan aduan
masyarakat secara realtime di Kecamatan

40. | UPTD Puskesmas 81.1 B (Baik) 77 Manual Sarana dan prasarana 1. Sarana dan prasarana:

Cigandamekar 2. Waktu pelayanan a. Dibuat tim pengelola sarana dan prasarana

3. Produk layanan Puskesmas yang solid dan terkoordinir dengan
baik

b. Menunjuk 1 (satu) orang petugas disetiap
unit/ruang/bagian tersebut (koordinator ruangan)
untuk merawat sarana dan prasarana

c. Membuat SOP perawatan sarana dan prasarana
sebelum dan setelah pelayanan

d. Usulan peningkatan kapasitas pengelola barang

37. | Kecamatan Subang 78,68 | B (Baik) 140 Manual

=y
—y

—_

39. | Kecamatan Hantara 85,08 | B (Baik) 70 Manual

P —

—_
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2. Waktu pelayanan: Menambah personel di unit
dengan waktu tunggu relative lama (unit pendaftaran
dan rekam medis)

3. Produk layanan:

a. Buat media sosialisasi tentang produk layanan
yang up to date berupa neon box, banner, leaflet,
spanduk, flyer, tv spot atau artikel di media social

b. Melakukan sosialisasi tentang produk layanan ke
semua lini Masyarakat, termasuk para

stakeholder.
41. | UPTD Puskesmas Cilimus 85,37 B (Baik) 357 Manual 1. Sarana prasarana 1. Waktu penyelesaian: Pembuatan/perbaikan petunjuk
2. Prosedur arah agar lebih dimengerti pasien.
3. Perilaku pelaksana 2. Prosedur: Melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap prosedur pelayanan.
3. Perilaku pelaksana: Memberikan pembinaan kepada
karyawan.

42. | UPTD Puskesmas 81,935 | B (Baik) 750 Manual 1. Penanganan Pengaduan, (1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:
Jalaksana Saran dan Masukan a. Menambah petugas pendaftaran dan informasi
2. Waktu pelayanan b. Membuat Google form untuk pengaduan
c. Menyediakan kotak saran disetiap unit pelayanan
d. Mengingatkan kepada pasien untuk memberikan
saran atau masukan setelah diberikan pelayanan.
2. Waktu pelayanan:
a. Mengefektitkan waktu pelayanan  melalui
pembaharuan rekam medik elektronik
b. Menambah petugas rekam medik.
43. | Dinas Kesehatan 81,86 B (Baik) 92 Manual 1. Penanganan, 1. Yang saat ini sudah kami lakukan pada tanggal 29
pengaduan, saran dan | Desember 2023 adalah :
masukan a. Penambahan  prasarana  lemari  untuk
2. Sarana dan prasarana penyimpanan ramuan sebanyak 2 buah,

penyimpanan prasarana baby spa 1 buah
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b. Penambahan prasarana meja untuk pendaftaran
sebanyak 1 buah

c. Penambahan prasarana kursi tunggu pasien
stainles (isi 4)

d. Penampahan kursi untuk petugas sebayak 2
buah.

2. Rencana yang akan kami lakukan :

a. Membuat SOP pelayanan Griya Sehat

b. Membuat Alur pendaftaran dan alur pelayanan

¢. Membuat banner dan leaflef terkait penambahan
jadwal buka Griya Sehat yang asalnya 2 hari/
minggu menjadi 3 hari/ minggu)

d. Membuat kotak saran, masukan dan pengaduan

e. Menambahkan nomor kontak (Whatsapp) sebagai
nomor saran, masu